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UCAPAN TERIMA KASIH TERIMA KASIH TERIMA KASIH TERIMA KASIH TERIMA KASIH

Laporan ini disusun berdasarkan temuan-temuan utama dari kegiatan penelitian yang merupakan kerjasama
antara Pemerintah Provinsi NTT, sejumlah Perguruan Tinggi terkemuka di NTT, Bank Dunia dan AusAID-
funded Australia-Nusa Tenggara Assistance for Regional Autonomy Program (ANTARA). Tim Peneliti NTT

dipimpin oleh Frits O. Fanggidae dengan anggota yang terdiri dari Frankie J. Salean dan Melkianus Ndaomanu
dari Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan Thomas Ola Langoday from Universitas Katolik Widya Mandira
Kupang, telah menyusun laporan garis besar penelitian (overview report). Sejumlah peneliti telah berkontribusi
dan terlibat dalam penelitian-penelitian di tingkat kabupaten/kota lokasi studi kasus, antara lain:

Universitas Negeri Nusa Cendana: Jeny Eoh, Dian Nastiti, Jacob Wadu, William Djani, Piet de Rosari, Markus
Bunga, Dominikus Fernandez, Agustinus Mahur, Alo Liliweri, Melkianus Tiro, Oktovianus Nawa Pau, Hironimus
Jati.

Universitas Katolik Widya Mandira: Sabinus Hatul, Veronica Arief Mulyani Kantus Rere Paulina Bibiana,
Vincentius Repu, Heny A. Manafe, Antonius Ugak, Yolinda Yanti Sonbay.

Universitas Kristen Artha Wacana: Jusuf Aboladaka, Nitaniel Hendrik, Liven E. Rofael, Damaris Yvette Koli.

Yayasan PIKUL: Juliana S. Ndolu, Desti Murdijana, Martha D. Pengko.

Yayasan Mitra Kita: Darmanto F Kisse, Richardus Adven Dhada (Manggarai).

STIE KRISWINA: Stepanus Makambombu, Muana Nanga.

Universitas Timor: Sirilus Seran.

Universitas Nusa Lontar: C. Selfina Jamin, Roliviyanti J.

Dukungan Bank Dunia dipimpin oleh Bastian Zaini dan Diane Zhang bersama-sama dengan Adrianus Hendrawan,
Muhammad Ryan Sanjaya, Sukmawah Yuningsih, Ihsan Haerudin, John Theodore Weohau, dan Akhmad Bayhaqi.
Sementara itu, Yohanes Eripto Marviandi dan Tim ANTARA memberikan dukungan operasional, koordinasi lapangan
dan fasilitasi yang sangat berharga bagi pelaksanaan penelitian ini.

Ucapan terima kasih juga ditujukan pada Ichsan Djunaed, Victoria Ngantung, Mila Shwaiko dan Robert Brink dari
Kantor BaKTI serta John Schottler dari ANTARA, atas dukungannya terutama di bidang setting dan layout serta
penerbitan buku ini. Selama proses pengkajian ulang, sejumlah komentar yang berharga telah diberikan oleh Cut
Dian Agustina, Enrique Blanco Armas, David Elmaleh, dan Peter Milne dari kantor Bank Dunia.

Selanjutnya, ucapan terima kasih yang mendalam juga disampaikan kepada seluruh dinas dan badan di lingkungan
Pemerintah Provinsi NTT yang telah terlibat aktif dan pengumpulan data dan analisa. Akhirnya, penghargaan
yang tinggi patut diberikan kepada Program Management Committee (PMC), yang terdiri dari Jamin Habid (Ketua),
Partini Hardjokusomo, Benny. R  Ndoenboey, Jan Ch. Benyamin, Paula Radja Haba, Andreas W. Koreh, Nikolaus
Hayong, Ruth Lodo, Tarsisius Kopong Pira, Julius Muhu, John Pama, Yaan Tanaem, Yakobus Taek, Frans Sales-
man dan Jefri C. Adoe.

Wolfgang Fengler, Petrarca Karetji dan Richard Manning telah mengarahkan seluruh proses penelitian ini.
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Dengan senang hati saya umumkan peluncuran Analisa Pengeluaran Publik Nusa Tenggara Timur, sebuah laporan
komprehensif menyangkut isu-isu manajemen keuangan publik dalam konteks otonomi daerah.

Ada banyak pembelajaran dari laporan ini yang akan membantu kita dalam melaksanakan pelayanan yang lebih baik kepada
rakyat, khususnya dalam bidang kesehatan dan pendidikan dimana kita telah berkomitmen untuk meningkatkan rencana
pembangunan jangka menengah. Kita telah bertekad untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan-layanan
dasar dimaksud.  Kedepan, kita masih menghadapi tantangan besar, dimana tingkat kemiskinan menyebar pada area geografis
yang luas yang terbentuk atas beragam kepulauan.  Tetapi kita siap untuk menghadapi tantangan tersebut dan apa yang kita
pelajari dari laporan ini akan membantu kita menangani tantangan tersebut.

Ada tiga elemen utama yang perlu untuk meningkatkan kinerja kita. Yang pertama, kita membutuhkan satu visi bersama yang
kuat untuk merespon kebutuhan rakyat.  Kita perlu menyepakati kebutuhan-kebutuhan yang akan dilakukan dan sepakat akan
target-target yang realistik yang diperlukan setiap tahun.  Visi kita berbasis kinerja dan kita perlu membuat indikator-indikator
untuk mengelola dan mengukur hasil-hasil.

Kedua, kita perlu meningkatkan kapasitas birokrasi kita sehingga memiliki kemampuan/ketrampilan dan sarana yang benar
untuk mencapai hasil-hasil tersebut.  Kita akan mengembangkan suatu program peningkatan kapasitas yang mengarah
pada isu-isu yang diidentifikasi dalam laporan ini.

Ketiga, kita perlu mempunyai sumber-sumber dana untuk mencapai target-target kita.  Ini berarti bahwa kita perlu lebih
cerdas dalam merencanakan, menyusun anggaran dan memonitor pekerjaan kita. Laporan ini merupakan salah satu alat
yang membantu kita mengalokasikan sumberdaya yang ada secara lebih efektif.

Laporan ini adalah salah satu sarana yang memungkinkan  kita untuk  dapat melihat kondisi perencanaan anggaran daerah kita
sebelumnya serta mengambil langkah yang tepat dalam menuju paradigma Anggaran Untuk Rakyat Menuju Sejahtera (AnggurAnggurAnggurAnggurAnggur
MerahMerahMerahMerahMerah) sesuai dengan Visi, Misi, Strategi dan arah kebijakan Pembangunan daerah Nusa Tengara Timur selama lima tahun kedepan.

Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur  dalam kurun waktu 2003 sampai 2007 meningkat secara sig-nifikan.
Kecuali pada tahun 2003 – 2004 terjadi penurunan.  Selama periode 2003-2007, terjadi pening-katan belanja daerah sebesar
66,03 persen dari 46,34 persen pada empat tahun sebelumnya, peningkatan terutama pada sektor pendidikan (25,21 %),
kesehatan dan infrastructure. Peningkatan ini terjadi terutama karena adanya dukungan sumber dana dari pemerintah pusat
melalui dana  dekonsentrasi, dana  perimbangan  (DAU dan DAK)  dalam  jumlah yang   cukup besar setiap tahunnya.

Pemerintah provinsi berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan prinsip-prinsip tata
kelola pemerintahan yang baik dan laporan ini merupakan suatu milestone penting yang sudah berjalan.  Tetapi penting
dicatat bahwa laporan tersebut tidak melambangkan akhir dari suatu proses, tetapi sebagai titik awal dalam menangani/
mengatasi tantangan-tantangan yang kami hadapi demi masa depan Nusa Tenggara Timur yang lebih cerah.

Laporan ini dibuat atas kerja keras dari banyak orang.  Saya berterima kasih kepada AusAID dan Tim ANTARA, serta Bank Dunia dan
Decentralization Support Facility for Eastern Indonesia (SOfEI) atas dukungan dan partisipasi mereka.  Saya juga ingin menyampaikan
penghargaan saya kepada para peneliti  dari berbagai perguruan tinggi di provinsi NTT dan untuk fasilitasi dari Bappeda, baik di
tingkat provinsi, kota dan kabupaten, karena tanpa dukungan mereka, laporan ini tidak mungkin bisa diselesaikan.

Berdasarkan rekomendasi-rekomendasi dari laporan ini, saya mengundang semua pihak yang tertarik untuk berpartisipasi
dalam berbagai kegiatan tindak lanjut, sehingga Nusa Tenggara Timur dapat menjadi contoh bagi wilayah lain di Indonesia
untuk manajemen keuangan publik yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Kupang,   9 September 2008

Drs. FRANS LEBU RAYA
Gubernur Nusa Tenggara Timur

KATA PENGPENGPENGPENGPENGANTANTANTANTANTARARARARAR
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Pada pertengahan tahun lalu, pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur meminta dukungan dari program
ANTARA AusAID dan World Bank untuk melakukan Analisa Pengeluaran Publik terhadap provinsi dan
kabupaten-kabupaten.  Laporan ini merupakan puncak dari kerja keras sejak permintaan tersebut.

Analisa pengeluaran ini merupakan contoh yang sangat baik dari upaya pemerintah untuk melayani masyarakat
secara lebih baik melalui peningkatan manajemen keuangan publik dan melaksanakan pelayanan terhadap
masyarakat miskin dan kurang beruntung. Tidak mudah bagi suatu pemerintahan untuk mengekspos keuangannya
yang diteliti secara cermat demi meningkatkan efisiensi dan menjamin dana tersebut dikeluarkan secara efektif.
Juga menyentuh melihat pemerintah provinsi dan kabupaten berantusias dan berkomitmen terhadap kegiatan
ini yang ditunjukkan melalui kontribusi yang nyata terhadap prakarsa melalui ketersediaan anggaran dan waktu
dari staf.  Saya ingin mengucapkan selamat kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) dan jajarannya atas
dukungan yang sangat kuat dan tanpa ragu terhadap proses ini.

Saya menyampaikan penghargaan kepada universitas-universitas di NTT atas kerja keras mereka dalam
mengumpulkan  dan menganalisa data.  Proyek ini benar-benar menunjukkan bagaimana kolaborasi antara
pemerintah provinsi, kabupaten dan universitas yang telah memberikan hasil.  Ini merupakan contoh dari suatu
kemitraan yang berlangsung dan memberikan suatu model untuk wilayah lainnya.  Laporan ini telah menggunakan
pembelajaran dari provinsi lain termasuk Papua, Gorontalo, Aceh dan Nias untuk meningkatkan hasil akhir laporan.
Tak ketinggalan, analisa pengeluaran Nusa Tenggara Timur mempunyai fokus gender yang menyoroti pentingnya
data terpilah menurut jenis kelamin untuk perencanaan dan penyusunan anggaran yang efektif.

Tingkat kolaborasi antar lembaga-lembaga yang beragam antar pemerintah di tingkat provinsi dengan lembaga
akademis, Bank Dunia dan AusAID merupakan suatu dasar yang sangat menjanjikan.  Dengan kemauan yang
baik kita dapat bekerja bersama-sama  dalam suatu semangat kemitraan demi masa depan masyarakat Nusa
Tenggara Timur yang lebih cerah.

Harapan saya, semua tingkat pemerintahan mempunyai masa depan yang baik dengan menggunakan informasi
dari laporan ini untuk memandu proses perencanaan dan penyusunan anggaran mereka.  Saya juga ingin agar
kesediaan pemerintah Australia untuk melanjutkan hubungan (melalui ANTARA) dengan pemerintah NTT untuk
mendukung dalam peningkatan kapasitas demi terlaksananya perencanaan dan penyusunan anggaran yang
baik.

Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih kepada penulis atas upaya kolaborasi dan kerja yang bermutu dalam
memfasilitasi proses dan menghasilkan satu laporan tepat waktu.

September 2008

Bill Farmer
Australian Ambassador to Indonesia

KATA PENGPENGPENGPENGPENGANTANTANTANTANTARARARARAR
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RINGKASANRINGKASANRINGKASANRINGKASANRINGKASAN EKSEKUTIF EKSEKUTIF EKSEKUTIF EKSEKUTIF EKSEKUTIF

Setelah mengalami peningkatan sumber daya fiskal yang signifikan pasca desentralisasi, NTTSetelah mengalami peningkatan sumber daya fiskal yang signifikan pasca desentralisasi, NTTSetelah mengalami peningkatan sumber daya fiskal yang signifikan pasca desentralisasi, NTTSetelah mengalami peningkatan sumber daya fiskal yang signifikan pasca desentralisasi, NTTSetelah mengalami peningkatan sumber daya fiskal yang signifikan pasca desentralisasi, NTT
masih menghadapi sejumlah tantangan beberapa tahun ke depanmasih menghadapi sejumlah tantangan beberapa tahun ke depanmasih menghadapi sejumlah tantangan beberapa tahun ke depanmasih menghadapi sejumlah tantangan beberapa tahun ke depanmasih menghadapi sejumlah tantangan beberapa tahun ke depan. Sebelum penerapan desentralisasi
pada tahun 2001, lebih dari sepertiga populasi NTT dikategorikan miskin, menjadikan propinsi ini sebagai salah
satu yang termiskin di Indonesia.

Dibanding prDibanding prDibanding prDibanding prDibanding propinsi lain, sumber daopinsi lain, sumber daopinsi lain, sumber daopinsi lain, sumber daopinsi lain, sumber dayyyyya fa fa fa fa fiskiskiskiskiskal per kal per kal per kal per kal per kapita NTT masih relatif kapita NTT masih relatif kapita NTT masih relatif kapita NTT masih relatif kapita NTT masih relatif kecilecilecilecilecil. Terlepas dari keterbatasan
ini, pemerintah propinsi dan kabupaten/kota di NTT berhasil memperbaiki komposisi pengeluaran pemerintah
dengan mengalokasikan lebih banyak sumber daya di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Meski
demikian, perbaikan tersebut harus dapat direfleksikan pada peningkatan kualitas layanan publik dan kapasitas
perekonomian. Tantangan ini terasa makin berat mengingat sumber daya fiskal riil propinsi NTT akan menurun di
masa datang.

NTT menghadapi serangkaian tantangan ekonomiNTT menghadapi serangkaian tantangan ekonomiNTT menghadapi serangkaian tantangan ekonomiNTT menghadapi serangkaian tantangan ekonomiNTT menghadapi serangkaian tantangan ekonomi. Selain tingkat kemiskinan yang tinggi dan skala
perekonomian yang kecil, NTT juga memiliki tingkat pengangguran dan harga yang tinggi. Tingkat harga di NTT
lebih tinggi dari rata-rata nasional, yang bersumber dari kenaikan harga komoditas dan biaya transportasi.
Tantangan ekonomi lain yang cukup signifikan berasal dari keterpencilan geografis dan iklim semi-arid. Bentang
kepulauan di NTT juga membuat akses dan transportasi  menjadi isu penting.

Sumber: World Bank Staff estimate based on SIKD, MoF, and BPS
Catatan: The size of the bubble and the numbers in brackets are the poverty headcount (%). Riau, DKI Jakarta, East
Kalimantan, and Papua are excluded for presentation purposes.

NTT adalah propinsi yang tertinggal, baik sebelum maupun setelah desentralisasi

PendapatanPendapatanPendapatanPendapatanPendapatan

NTT menghadapi penurunan sumber daya fiskal.NTT menghadapi penurunan sumber daya fiskal.NTT menghadapi penurunan sumber daya fiskal.NTT menghadapi penurunan sumber daya fiskal.NTT menghadapi penurunan sumber daya fiskal.     Propinsi ini memperoleh peningkatan yang besar pada
sumber daya fiskalnya, baik secara nominal maupun riil, melalui transfer pemerintah pusat. Terutama pada
tahun 2005 ketika keuntungan naiknya harga minyak dan pengurangan subsidi didistribusikan ke pemerintah
daerah. Setelah mencapai puncaknya pada tahun 2007, sumber daya fiskal NTT diproyeksikan akan menurun
secara riil walaupun secara nominal nilainya meningkat.
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Pendapatan daerah secara nominal terus meningkat walaupun secara riil nilainya terus turun sejak 2007

Sumber: Database NTT PEA, tim PEACH NTT (2009)
Catatan: 2007 adalah angka anggaran, 2008 dan 2009 adalah angka estimasi berdasarkan alokasi DAU

Melebihi daerah lain di Indonesia, NTT sangat bergantung pada transfer pemerintah pusatMelebihi daerah lain di Indonesia, NTT sangat bergantung pada transfer pemerintah pusatMelebihi daerah lain di Indonesia, NTT sangat bergantung pada transfer pemerintah pusatMelebihi daerah lain di Indonesia, NTT sangat bergantung pada transfer pemerintah pusatMelebihi daerah lain di Indonesia, NTT sangat bergantung pada transfer pemerintah pusat.
Kapasitas perekonomian NTT dan iklim semi-aridnya membatasi kapasitas propinsi untuk meningkatkan penerimaan
daerahnya. Perekonomian NTT relatif belum berkembang dan sumber daya alam sangat sedikit. Hal ini terlihat
dari meningkatnya ketergantungan NTT pada transfer DAU dan DAK.  Komposisinya pada penerimaan propinsi
meningkat dari 83 persen di tahun 2003 menjadi 86 persen di tahun 2007. Pendapatan asli daerah, meskipun
meningkat juga, masih kecil kontribusinya pada anggaran.

Ketergantungan pada transfer pusat meningkat antara 2003-07

Sumber: Database NTT PEA, tim PEACH NTT (2009)
Catatan: 2007 adalah angka anggaran, 2008 dan 2009 adalah angka estimasi berdasarkan alokasi DAU. Untuk
tahun 2008 & 2009, penerimaan lain-lain mencakup komponen penerimaan lainnya kecuali DAU.
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Meskipun sumber daya fiskalnya terbatas, NTT berhasil memperbaiki komposisi pengeluarannyaMeskipun sumber daya fiskalnya terbatas, NTT berhasil memperbaiki komposisi pengeluarannyaMeskipun sumber daya fiskalnya terbatas, NTT berhasil memperbaiki komposisi pengeluarannyaMeskipun sumber daya fiskalnya terbatas, NTT berhasil memperbaiki komposisi pengeluarannyaMeskipun sumber daya fiskalnya terbatas, NTT berhasil memperbaiki komposisi pengeluarannya
pada kpada kpada kpada kpada kurun 2003-200urun 2003-200urun 2003-200urun 2003-200urun 2003-20077777. Ini terlihat tidak hanya dari berkurangnya belanja pegawai, tetapi juga pada
berkurangnya belanja administrasi umum. Di saat yang bersamaan pengeluaran publik di sektor-sektor strategis
seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tetap stabil dan dalam beberapa kasus, meningkat. Terlepas
dari sejumlah perbaikan di atas, belanja pegawai dan belanja administrasi umum masih merupakan komponen
pengeluaran terbesar.

Pengeluaran gaji menghabiskan hampir setengah dari total pengeluaran pemerintah daerah di NTT

Sumber:Database PEA NTT, tim PEACH NTT (2009)
Catatan:Angka di dalam chart adalah persentase’ Angka 2007 adalah data anggaran

Sumber:Database NTT PEA, tim NTT PEACH (2009\)
Catatan:Angka di dalam grafik adalah persentasi (%); Angka 2007 adalah angka anggaran

Sekitar 30% dari total pengeluaran digunakan untuk administrasi pemerintahan
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Belanja pada sektor-sektor strategisBelanja pada sektor-sektor strategisBelanja pada sektor-sektor strategisBelanja pada sektor-sektor strategisBelanja pada sektor-sektor strategis

Pendidikan: walaupun kemajuan dalam belanjanya membuat pendidikan semakin mudah diakses,Pendidikan: walaupun kemajuan dalam belanjanya membuat pendidikan semakin mudah diakses,Pendidikan: walaupun kemajuan dalam belanjanya membuat pendidikan semakin mudah diakses,Pendidikan: walaupun kemajuan dalam belanjanya membuat pendidikan semakin mudah diakses,Pendidikan: walaupun kemajuan dalam belanjanya membuat pendidikan semakin mudah diakses,
dampaknya pada indikator capaian masih kecildampaknya pada indikator capaian masih kecildampaknya pada indikator capaian masih kecildampaknya pada indikator capaian masih kecildampaknya pada indikator capaian masih kecil. Peningkatan yang konsisten pada belanja pendidikan di
NTT tercermin dari perbaikan akses pada sekolah dan guru. Meski demikian, indikator pendidikan secara umum
tetap tidak terpengaruh dari kondisi ini.  Hampir tiga dari empat orang di NTT tidak menyelesaikan sekolahnya,
dan angka partisipasi murni pendidikan menengah masih lebih rendah dari rata-rata nasional. Salah satu
penyebabnya adalah kekurangmampuan orangtua dalam membiayai pendidikan.

Kesehatan: mayoritas belanja sektor kesehatan dialokasikan untuk meningkatkan akses padaKesehatan: mayoritas belanja sektor kesehatan dialokasikan untuk meningkatkan akses padaKesehatan: mayoritas belanja sektor kesehatan dialokasikan untuk meningkatkan akses padaKesehatan: mayoritas belanja sektor kesehatan dialokasikan untuk meningkatkan akses padaKesehatan: mayoritas belanja sektor kesehatan dialokasikan untuk meningkatkan akses pada
pelayanan kesehatanpelayanan kesehatanpelayanan kesehatanpelayanan kesehatanpelayanan kesehatan. Jumlah rumah tangga di NTT yang memiliki akses pada layanan kesehatan gratis kini
melebihi propinsi tetangganya dan rata-rata nasional. Sayangnya, perbaikan akses ini belum dapat diikuti oleh
perbaikan indikator kesehatan. Sebagai contoh, penderita gizi buruk di NTT masih lebih banyak dibanding propinsi-
propinsi lainnya. Hal ini berdampak serius bagi permasalahan kesehatan yang lebih luas dan tingkat kematian
yang lebih tinggi. Memperbaiki indikator-indikator kesehatan membutuhkan usaha berkelanjutan yang didukung
pemerintah, tidak hanya dalam meningkatkan akses tapi juga kualitasnya.

Infrastruktur: kinerja sektor ini di NTT masih beragam.Infrastruktur: kinerja sektor ini di NTT masih beragam.Infrastruktur: kinerja sektor ini di NTT masih beragam.Infrastruktur: kinerja sektor ini di NTT masih beragam.Infrastruktur: kinerja sektor ini di NTT masih beragam.     Akses kepada sanitasi di NTT relatif lebih tinggi
dibanding propinsi tetangganya dan rata-rata nasional, sementara akses ke air bersih dan listrik masih lebih
rendah. Karena itu, pemerintah daerah telah meningkatkan jumlah dan proporsi pengeluran untuk infrastruktur,
dengan proporsi pengeluaran saat ini dialokasikan untuk belanja modal, terutama untuk meningkatkan akses ke
fasilitas infrastruktur.

Perencanaan, perundang-undangan, dan kelembagaan.Perencanaan, perundang-undangan, dan kelembagaan.Perencanaan, perundang-undangan, dan kelembagaan.Perencanaan, perundang-undangan, dan kelembagaan.Perencanaan, perundang-undangan, dan kelembagaan.

Mekanisme perencanaan dan penganggaran saat ini telah menggunakan aturan-aturan terbaruMekanisme perencanaan dan penganggaran saat ini telah menggunakan aturan-aturan terbaruMekanisme perencanaan dan penganggaran saat ini telah menggunakan aturan-aturan terbaruMekanisme perencanaan dan penganggaran saat ini telah menggunakan aturan-aturan terbaruMekanisme perencanaan dan penganggaran saat ini telah menggunakan aturan-aturan terbaru
namun perbaikan dalam proses penganggaran masih dibutuhkan.namun perbaikan dalam proses penganggaran masih dibutuhkan.namun perbaikan dalam proses penganggaran masih dibutuhkan.namun perbaikan dalam proses penganggaran masih dibutuhkan.namun perbaikan dalam proses penganggaran masih dibutuhkan.     Walaupun dokumen terkait
perencanaan telah menjadi prioritas, panduan dalam pelaksanaannya masih dirasa kurang. Realisasi anggaran
masih belum optimal, dilihat dari kenyataan bahwa pencairan dana proyek dan aktifitas yang bersumber dari
belanja modal masih dilakukan menjelang akhir tahun fiskal.

Seperti halnya di daerah lain, pemerintah daerah di NTT berusaha untuk mengikuti perubahan-Seperti halnya di daerah lain, pemerintah daerah di NTT berusaha untuk mengikuti perubahan-Seperti halnya di daerah lain, pemerintah daerah di NTT berusaha untuk mengikuti perubahan-Seperti halnya di daerah lain, pemerintah daerah di NTT berusaha untuk mengikuti perubahan-Seperti halnya di daerah lain, pemerintah daerah di NTT berusaha untuk mengikuti perubahan-
perubahan aturan dalam pengelolaan keuangan daerah. perubahan aturan dalam pengelolaan keuangan daerah. perubahan aturan dalam pengelolaan keuangan daerah. perubahan aturan dalam pengelolaan keuangan daerah. perubahan aturan dalam pengelolaan keuangan daerah. Peraturan baru menuntut proses pembelajaran
dan adaptasi, terutama di daerah-daerah yang kapasitas aparat pengelola keuangannya masih rendah.
Tantangannya tidak hanya terletak pada mentransformasi peraturan baru pemerintah pusat menjadi peraturan
pemerintah daerah, tapi juga mengimplementasikannya dengan sukses.

Gender dan tantangan pembangunan daerahGender dan tantangan pembangunan daerahGender dan tantangan pembangunan daerahGender dan tantangan pembangunan daerahGender dan tantangan pembangunan daerah

Pendekatan menyeluruh pada persoalan gender diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Pendekatan menyeluruh pada persoalan gender diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Pendekatan menyeluruh pada persoalan gender diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Pendekatan menyeluruh pada persoalan gender diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Pendekatan menyeluruh pada persoalan gender diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Meskipun
analisis soal isu jender banyak ditemukan, rekomendasi-rekomendasinya masih harus diadaptasi dalam pro-
gram dan kegiatan. Ini kemungkinan dikarenakan isu jender belum menjadi prioritas utama di daerah atau
disebabkan ketersediaan data yang tidak memadai, khususnya menyangkut data anggaran.

Kemiskinan, ketahanan pangan, dan pengangguran adalah tantangan pembangunan utama yangKemiskinan, ketahanan pangan, dan pengangguran adalah tantangan pembangunan utama yangKemiskinan, ketahanan pangan, dan pengangguran adalah tantangan pembangunan utama yangKemiskinan, ketahanan pangan, dan pengangguran adalah tantangan pembangunan utama yangKemiskinan, ketahanan pangan, dan pengangguran adalah tantangan pembangunan utama yang
akan dihadapi. akan dihadapi. akan dihadapi. akan dihadapi. akan dihadapi. Pemerintah Propinsi NTT berkomitmen untuk mengentaskan kemiskinan di daerahnya. Namun
beberapa tahun belakangan pengentasan kemiskinan relatif stagnan dan di beberapa kasus hanya sedikit membaik.
Kemiskinan juga berpengaruh pada masalah ketahanan pangan yang mendera NTT lebih dari propinsi lain, ini
masih juga terhambat oleh faktor iklim semi-arid NTT dan keterpencilannya. Terkait pengangguran, kecilnya skala
perekonomian membatasi ketersediaan lapangan kerja.
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TTTTTantangan kantangan kantangan kantangan kantangan ke depane depane depane depane depan

Untuk memperkuat kondisi fiskal daerah, peningkatan kapasitas pendapatan harus menjadiUntuk memperkuat kondisi fiskal daerah, peningkatan kapasitas pendapatan harus menjadiUntuk memperkuat kondisi fiskal daerah, peningkatan kapasitas pendapatan harus menjadiUntuk memperkuat kondisi fiskal daerah, peningkatan kapasitas pendapatan harus menjadiUntuk memperkuat kondisi fiskal daerah, peningkatan kapasitas pendapatan harus menjadi
kebijakan strategis pemerintah.kebijakan strategis pemerintah.kebijakan strategis pemerintah.kebijakan strategis pemerintah.kebijakan strategis pemerintah.     Langkah-langkah kongkrit dibutuhkan untuk mengantisipasi kemungkinan
penurunan sumber daya fiskal, terutama dengan memanfaatkan sumber daya sendiri. Usaha-usaha untuk
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga terkait dengan upaya peningkatan perekonomian masyarakat
dan pelayanan publik. Sejalan dengan membaiknya perekonomian masyarakat, kapasitas perekonomian lokal
untuk menutup biaya layanan publik berkualitas pun meningkat.

Meningkatkan efektifitas pengelolaan keuangan daerah sebagai pendukung perbaikan di komposisiMeningkatkan efektifitas pengelolaan keuangan daerah sebagai pendukung perbaikan di komposisiMeningkatkan efektifitas pengelolaan keuangan daerah sebagai pendukung perbaikan di komposisiMeningkatkan efektifitas pengelolaan keuangan daerah sebagai pendukung perbaikan di komposisiMeningkatkan efektifitas pengelolaan keuangan daerah sebagai pendukung perbaikan di komposisi
pengeluaran.pengeluaran.pengeluaran.pengeluaran.pengeluaran. Efektifitas pengeluaran publik  dapat ditingkatkan dengan memperbaiki kualitas aparat yang
terlibat dalam perencanaan agar anggaran yang dihasilkan tepat sasaran sesuai kebutuhan daerah; serta
memperbaiki transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

NTT sebaiknya fokus pada kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.NTT sebaiknya fokus pada kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.NTT sebaiknya fokus pada kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.NTT sebaiknya fokus pada kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.NTT sebaiknya fokus pada kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.     Pengeluaran sektor
pendidikan dan kesehatan NTT saat ini menitikberatkan pada peningkatan akses. Namu, data menunjukkan
akses pada pendidikan dan kesehatan tidak mampu meningkatkan indikator capaian pada kedua sektor secara
signifikan. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas layanannya dan berkeinginan untuk meraih capaian
positif.

Meningkatkan akses ke air bersih dan listrik.Meningkatkan akses ke air bersih dan listrik.Meningkatkan akses ke air bersih dan listrik.Meningkatkan akses ke air bersih dan listrik.Meningkatkan akses ke air bersih dan listrik.     Air bersih dan listrik adalah permasalahan penting di
propinsi kepulauan dengan iklim semi-arid. Pemerintah daerah baik propinsi maupun kabupaten/kota perlu
berkoordinasi untuk mencari solusi persoalan akses pada air bersih dan listrik, terutama solusi yang terkait erat
dengan kebutuhan spesifik NTT.

Pemerintah propinsi dan kabupaten/kota harus meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran,Pemerintah propinsi dan kabupaten/kota harus meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran,Pemerintah propinsi dan kabupaten/kota harus meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran,Pemerintah propinsi dan kabupaten/kota harus meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran,Pemerintah propinsi dan kabupaten/kota harus meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran,
dan pengelolaan keuangan daerah.dan pengelolaan keuangan daerah.dan pengelolaan keuangan daerah.dan pengelolaan keuangan daerah.dan pengelolaan keuangan daerah.     Perencanaan dan penganggaran harus dilengkapi dengan indikator
yang terukur dan realistis sebagai sebuah standar baku. Proses penganggaran yang tepat waktu akan berpengaruh
pada kualitasnya. Pada saat yang sama, pemerintah daerah harus mengantisipasi perubahan pada proses
pengelolaan dan prosedur keuangan daerah melaui peningkatan kapasitas aparatnya. Ini mencakup mengadaptasi
kemudian menterjemahkan peraturan pusat kepada peraturan daerah, terakhir mengimplementasikan dengan
baik aturan-aturan tersebut di tingkat lokal.

PPPPPengarusutamaan jender membutuhkengarusutamaan jender membutuhkengarusutamaan jender membutuhkengarusutamaan jender membutuhkengarusutamaan jender membutuhkan kan kan kan kan komitmen yomitmen yomitmen yomitmen yomitmen yang besar dari pemerintah daerah di NTTang besar dari pemerintah daerah di NTTang besar dari pemerintah daerah di NTTang besar dari pemerintah daerah di NTTang besar dari pemerintah daerah di NTT.....
Meskipun jender sudah diidentifikasi sebagai salah satu fokus permasalahan di NTT, isu tersebut belum
dicantumkan secara eksplisit dalam dokumen perencanaan. Lebih lanjut, indikator isu jender perlu diidentifikasi
dan disepakati oleh berbagai dinas atau pihak di pemerintahan daerah. Selanjutnya, ketersediaan data yang
lebih detail juga diperlukan untuk menganalisa lebih tajam persoalan jender.

NTT membutuhkan analisis dan evaluasi menyeluruh terhadap program dan pengeluaran untukNTT membutuhkan analisis dan evaluasi menyeluruh terhadap program dan pengeluaran untukNTT membutuhkan analisis dan evaluasi menyeluruh terhadap program dan pengeluaran untukNTT membutuhkan analisis dan evaluasi menyeluruh terhadap program dan pengeluaran untukNTT membutuhkan analisis dan evaluasi menyeluruh terhadap program dan pengeluaran untuk
pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pengangguran.pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pengangguran.pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pengangguran.pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pengangguran.pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pengangguran.     Hal ini diperlukan untuk meningkatkan
efektifitas dan manfaat pengeluaran, juga memberi masukan untuk perbaikan ke depannya.
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Latar BelakangLatar BelakangLatar BelakangLatar BelakangLatar Belakang

Sebelum pelaksanaan desentralisasi, lebih dari seperSebelum pelaksanaan desentralisasi, lebih dari seperSebelum pelaksanaan desentralisasi, lebih dari seperSebelum pelaksanaan desentralisasi, lebih dari seperSebelum pelaksanaan desentralisasi, lebih dari sepertiga penduduk Ntiga penduduk Ntiga penduduk Ntiga penduduk Ntiga penduduk Nusa Tusa Tusa Tusa Tusa Tenggara Timur (NTT) digolongkenggara Timur (NTT) digolongkenggara Timur (NTT) digolongkenggara Timur (NTT) digolongkenggara Timur (NTT) digolongkananananan
sebagai penduduk miskin. Hal ini menjadiksebagai penduduk miskin. Hal ini menjadiksebagai penduduk miskin. Hal ini menjadiksebagai penduduk miskin. Hal ini menjadiksebagai penduduk miskin. Hal ini menjadikan NTT (beran NTT (beran NTT (beran NTT (beran NTT (bersama Psama Psama Psama Psama Papua dan Malukapua dan Malukapua dan Malukapua dan Malukapua dan Maluku) sebagai wilau) sebagai wilau) sebagai wilau) sebagai wilau) sebagai wilayyyyyah paling miskinah paling miskinah paling miskinah paling miskinah paling miskin
di Indonesia.di Indonesia.di Indonesia.di Indonesia.di Indonesia. Tantangan lain yang juga dihadapi NTT adalah rendahnya kapasitas fiskal. Meskipun pengeluaran
perkapita NTT (meliputi baik pengeluaran pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah pusat)
berada pada tingkat menengah, dalam perbandingan dengan provinsi lain di Indonesia, PDRB perkapita NTT
adalah yang paling rendah di Indonesia (Gambar 2).

1
Pendahuluan

GAMBAR 1GAMBAR 1GAMBAR 1GAMBAR 1GAMBAR 1.....     Sekilas informasi tentang NTT

Luas wilayah 75,076 km2 (BPS, 2006)
Jumlah penduduk 4,355,121 (BPS, 2006)
Jumlah penduduk miskin 27,51% (BPS, 2007)
PDRB rill per kapita 2,357,261 (BPS, 2006)
Jumlah kabupaten/kota 21 : 1 kota, 20 kabupaten (2008)
Peresmian sebagai provinsi UU No.64/1958

(Gubernur pertama dilantik pada
tanggal 14 Desember 1959)
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Sumba Barat dan Sumba Timur tSumba Barat dan Sumba Timur tSumba Barat dan Sumba Timur tSumba Barat dan Sumba Timur tSumba Barat dan Sumba Timur tererererercatat sebagai kcatat sebagai kcatat sebagai kcatat sebagai kcatat sebagai kabupatabupatabupatabupatabupaten dengan peren dengan peren dengan peren dengan peren dengan persentase penduduk miskin tsentase penduduk miskin tsentase penduduk miskin tsentase penduduk miskin tsentase penduduk miskin terbesarerbesarerbesarerbesarerbesar
dan Kdan Kdan Kdan Kdan Kooooota Kta Kta Kta Kta Kupang berupang berupang berupang berupang berpenduduk miskin paling kpenduduk miskin paling kpenduduk miskin paling kpenduduk miskin paling kpenduduk miskin paling kecil. ecil. ecil. ecil. ecil. Kemiskinan diukur berdasarkan garis kemiskinan. Per definisi,
garis kemiskinan adalah besarnya nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan
dasar minimum makanan dan non makanan yang dibutuhkan seorang individu untuk tetap berada pada kehidupan
yang layak.Berdasarkan perhitungan BPS, kebutuhan hidup minimum selama sebulan untuk mempertahankan
kehidupan yang layak (requirement of competent life) di NTT sebesar Rp. 670.560; sedangkan pengeluaran per
kapita per bulan di NTT Rp. 128,200. Angka ini memperlihatkan bahwa pengeluaran per kapita per bulan di NTT
masih jauh dari kebutuhan untuk mempertahankan kehidupan yang layak.Dilihat dari perbedaan persentase
penduduk miskin antar kabupaten/kota di NTT, tampaknya terdapat perbedaan atau ketimpangan yang cukup
menyolok. Flores Timur dengan sumberdaya alam (ekonomi) yang relatif terbatas, memiliki persentase kemiskinan
yang rendah, sementara itu Sumba Barat dan Manggarai dengan sumberdaya alam (ekonomi) yang relatif lebih
baik, memiliki angka kemiskinan yang tinggi. Dari sisi ini, tampaknya kemiskinan antara lain berkaitan erat dengan
kemampuan masing-masing pemerintah kabupaten/kota dalam mengelola sumberdaya alam (ekonomi) yang
dimiliki.

GAMBAR 2.GAMBAR 2.GAMBAR 2.GAMBAR 2.GAMBAR 2.   NTT has been a lagging province, pre- and post-decentralization

SeSeSeSeSetttttelah pelaksanaan desentralisasi, kelah pelaksanaan desentralisasi, kelah pelaksanaan desentralisasi, kelah pelaksanaan desentralisasi, kelah pelaksanaan desentralisasi, kendati pengeluaran perendati pengeluaran perendati pengeluaran perendati pengeluaran perendati pengeluaran perkkkkkapita NTT meningkapita NTT meningkapita NTT meningkapita NTT meningkapita NTT meningkat tiga kat tiga kat tiga kat tiga kat tiga kali lipat dan tingkali lipat dan tingkali lipat dan tingkali lipat dan tingkali lipat dan tingkatatatatat
kkkkkemiskinan juga menurun, NTT temiskinan juga menurun, NTT temiskinan juga menurun, NTT temiskinan juga menurun, NTT temiskinan juga menurun, NTT teeeeetap merupaktap merupaktap merupaktap merupaktap merupakan salah satu  pran salah satu  pran salah satu  pran salah satu  pran salah satu  prooooovinsi yvinsi yvinsi yvinsi yvinsi yang perekang perekang perekang perekang perekonomiannonomiannonomiannonomiannonomiannyyyyya ta ta ta ta tererererertinggal.tinggal.tinggal.tinggal.tinggal. Pada
tahun 2004, PDRB perkapita NTT adalah salah satu yang terendah di Indonesia (Gambar 2). Meski terjadi
penurunan tingkat kemiskinan sebanyak 8% yang dicapai antara tahun 1999 dan 2004, tingkat kemiskinan di
NTT tetap 10% di atas rata-rata nasional.

Secara umum, NTT menghadapi tantangan ekSecara umum, NTT menghadapi tantangan ekSecara umum, NTT menghadapi tantangan ekSecara umum, NTT menghadapi tantangan ekSecara umum, NTT menghadapi tantangan ekonomi yonomi yonomi yonomi yonomi yang berat. Selain tingginang berat. Selain tingginang berat. Selain tingginang berat. Selain tingginang berat. Selain tingginyyyyya tingka tingka tingka tingka tingkat kat kat kat kat kemiskinan danemiskinan danemiskinan danemiskinan danemiskinan dan
kkkkkapasitas perekapasitas perekapasitas perekapasitas perekapasitas perekonomian regional yonomian regional yonomian regional yonomian regional yonomian regional yang tang tang tang tang terbatas dengan tingkerbatas dengan tingkerbatas dengan tingkerbatas dengan tingkerbatas dengan tingkat pengeluaran publik yat pengeluaran publik yat pengeluaran publik yat pengeluaran publik yat pengeluaran publik yang tang tang tang tang tergolong menengahergolong menengahergolong menengahergolong menengahergolong menengah
di Indonesia, NTT juga menghadapi tingkdi Indonesia, NTT juga menghadapi tingkdi Indonesia, NTT juga menghadapi tingkdi Indonesia, NTT juga menghadapi tingkdi Indonesia, NTT juga menghadapi tingkat pengangguran dan tingkat pengangguran dan tingkat pengangguran dan tingkat pengangguran dan tingkat pengangguran dan tingkat harga yat harga yat harga yat harga yat harga yang tinggi. ang tinggi. ang tinggi. ang tinggi. ang tinggi. Semenjak pengurangan
subsidi BBM pada tahun 2005, harga-harga di NTT meningkat lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. Kombinasi
antara meningkatnya harga-harga komoditas dan biaya transportasi menjadi penyumbang bagi terjadinya inflasi
di NTT (Gambar 3).

Sumber: World Bank Staff estimate based on SIKD, MoF, and BPS
Catatan: The size of the bubble and the numbers in brackets are the poverty headcount (%). Riau, DKI Jakarta, East
Kalimantan, and Papua are excluded for presentation purposes.
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GAMBAR 3.GAMBAR 3.GAMBAR 3.GAMBAR 3.GAMBAR 3.   Tingkat harga di NTT lebih tinggi dari rata-rata nasional.

Sumber: Perhitungan Tim PEACH NTT berdasarkan data BPS (2008)
Catatan: Indeks Harga Konsumen (IHK) didasarkan pada IHK BPS di 44 kota. Banda Aceh dikeluarkan dari gambar
mengingat tingginya IHK akibat rekonstruksi pasca-tsunami.

BeratnBeratnBeratnBeratnBeratnyyyyya tantangan pembangunan eka tantangan pembangunan eka tantangan pembangunan eka tantangan pembangunan eka tantangan pembangunan ekonomi di NTT antara lain disebabkonomi di NTT antara lain disebabkonomi di NTT antara lain disebabkonomi di NTT antara lain disebabkonomi di NTT antara lain disebabkan oleh isolasi geografan oleh isolasi geografan oleh isolasi geografan oleh isolasi geografan oleh isolasi geografis dan iklimis dan iklimis dan iklimis dan iklimis dan iklim
yyyyyang seang seang seang seang setttttengah kengah kengah kengah kengah kering (ering (ering (ering (ering (semi-aridsemi-aridsemi-aridsemi-aridsemi-arid). ). ). ). ). Seperti halnya NTB dan Maluku, NTT digolongkan sebagai wilayah setengah-
kering karena minimnya curah hujan dan posisinya sebagai wilayah peralihan antara iklim gurun dan iklim basah1.
Sebagai provinsi kepulauan, ketersediaan akses dan transportasi merupakan isu yang sangat penting. Kombinasi
antara iklim setengah kering dan keterisolasian membuat NTT memiliki akses ke sumber daya alam yang terbatas.

NTT sangat bergantung pada sektNTT sangat bergantung pada sektNTT sangat bergantung pada sektNTT sangat bergantung pada sektNTT sangat bergantung pada sektor peror peror peror peror pertanian ytanian ytanian ytanian ytanian yang masih tradisional.ang masih tradisional.ang masih tradisional.ang masih tradisional.ang masih tradisional. Pada tahun 2006, sektor pertanian
memberikan kontribusi sebesar 40% terhadap PDRB NTT. Dan, bersama dengan sektor galian dan pertambangan
(sektor ekstraktif), merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja di NTT, yakni 72% tenaga kerja
laki-laki dan 68% tenaga kerja perempuan. Meskipun kontribusinya yang signifikan, sektor ini masih belum
berkembang, terbukti dari besarnya jumlah petani yang masih bergantung pada pertanian subsisten serta masih
terbatasnya akses pada cara-cara dan teknologi pertanian modern. Sebagai wilayah dengan kondisi tanah yang
kering dan air yang hanya tersedia pada kurun waktu tertentu, para petani menghadapi banyak kesulitan dalam
menanam dan mengolah hasil pertanian, terutama mereka yang masih menggunakan cara-cara tradisional.

PPPPPerererererpaduan antara lemahnpaduan antara lemahnpaduan antara lemahnpaduan antara lemahnpaduan antara lemahnyyyyya pereka pereka pereka pereka perekonomian daerah, tingginonomian daerah, tingginonomian daerah, tingginonomian daerah, tingginonomian daerah, tingginyyyyya ka ka ka ka kemiskinan, seremiskinan, seremiskinan, seremiskinan, seremiskinan, serta tantangan iklim dan geografta tantangan iklim dan geografta tantangan iklim dan geografta tantangan iklim dan geografta tantangan iklim dan geografiiiii
yyyyyang sulit, menuntut kang sulit, menuntut kang sulit, menuntut kang sulit, menuntut kang sulit, menuntut keseriusan pemerintah-pemerintah daerah di NTT untuk memanfeseriusan pemerintah-pemerintah daerah di NTT untuk memanfeseriusan pemerintah-pemerintah daerah di NTT untuk memanfeseriusan pemerintah-pemerintah daerah di NTT untuk memanfeseriusan pemerintah-pemerintah daerah di NTT untuk memanfaatkaatkaatkaatkaatkan sumberan sumberan sumberan sumberan sumber-sumber-sumber-sumber-sumber-sumber
kkkkkeuangan daerahneuangan daerahneuangan daerahneuangan daerahneuangan daerahnyyyyya secara maksimal.a secara maksimal.a secara maksimal.a secara maksimal.a secara maksimal. Karena itu, sangatlah penting untuk memahami, dari perspektif daerah,
bagaimana sumber-sumber keuangan daerah dibelanjakan dan efektivitas pembelanjaan tersebut dalam
memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.

1 Iklim setengah kering (semi-arid climate) atau iklim stepa (steppe climate) umumnya digambarkan sebagai wilayah dengan iklim bercurah hujan
rendah (250-500 mm atau 10-20 in). Defenisi yang lebih tepat, yang diberikan
oleh pengelompokkan iklim menurut Köppen, menyatakan bahwa iklim stepa (BS) merupakan peralihan antara iklim gurun (BW) dan iklim basah baik
dalam karakteristik ekologi maupun dalam bidang pertanian.
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2
Penerimaan
dan Pembiayaan
Dalam kDalam kDalam kDalam kDalam kurun wurun wurun wurun wurun waktu 2003 samaktu 2003 samaktu 2003 samaktu 2003 samaktu 2003 sampai 2009 tpai 2009 tpai 2009 tpai 2009 tpai 2009 toooootal penerimaan pemerintah daerah NTT meningktal penerimaan pemerintah daerah NTT meningktal penerimaan pemerintah daerah NTT meningktal penerimaan pemerintah daerah NTT meningktal penerimaan pemerintah daerah NTT meningkat secara pesat.at secara pesat.at secara pesat.at secara pesat.at secara pesat.
Secara nominal, pada periode tersebut penerimaan pemerintah daerah NTT telah meningkat sebesar 124 persen.
Secara riil, peningkatan penerimaan pemerintah daerah terjadi hingga tahun 2007. Pada tahun 2009, penerimaan
riil pemerintah daerah NTT diestimasikan mengalami penurunan yang sebagian besar disebabkan oleh adanya
perubahan formula DAU dan.inflasi.

Sebagian besar sumber daSebagian besar sumber daSebagian besar sumber daSebagian besar sumber daSebagian besar sumber dayyyyya fa fa fa fa fiskiskiskiskiskal di Pral di Pral di Pral di Pral di Prooooovinsi Nvinsi Nvinsi Nvinsi Nvinsi Nusa Tusa Tusa Tusa Tusa Tenggara Timur  (Prenggara Timur  (Prenggara Timur  (Prenggara Timur  (Prenggara Timur  (Prooooovinsi dan Kvinsi dan Kvinsi dan Kvinsi dan Kvinsi dan Kabupatabupatabupatabupatabupaten/Ken/Ken/Ken/Ken/Kooooota) dikta) dikta) dikta) dikta) dikelolaelolaelolaelolaelola
oleh pemerintah koleh pemerintah koleh pemerintah koleh pemerintah koleh pemerintah kabupatabupatabupatabupatabupaten dan ken dan ken dan ken dan ken dan kooooota. ta. ta. ta. ta. Secara rata-rata, pemerintah provinsi mengelola sekitar 13% dari total
penerimaan daerah NTT dan sisanya sekitar 87 persen dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota. Pada tahun
2003 dari keseluruhan sumber daya fiskal sebesar Rp 4.669 trilyun,  hanya 11% yang dikelola oleh pemerintah
provinsi, sisanya sebanyak 89% dikelola oleh 15 daerah kabupaten / kota dalam wilayah NTT.  Komposisi besaran
sumber daya fiskal yang dikelola oleh pemerintah provinsi dan kabupaten / kota cenderung tidak berubah selama
kurun waktu tahun 2003-2007.  Kecuali pada tahun 2004 dimana pemerintah provinsi mengelola 14% sumber
daya fiskal atau sejumlah Rp 583,2 milyar dari keseluruhan pendapatan fiskal sebesar Rp 3,952 trilyun.

GAMBAR 4.GAMBAR 4.GAMBAR 4.GAMBAR 4.GAMBAR 4.     Penerimaan Pemerintah Daerah NTT terus meningkat walaupun secara riil ada penurunan sejak tahun 2007.

Sumber: Database NTT PEA, tim PEACH NTT (2009)
Catatan: 2007 adalah angka anggaran, 2008 dan 2009 adalah angka estimasi berdasarkan alokasi DAU
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PPPPPenerimaan per kenerimaan per kenerimaan per kenerimaan per kenerimaan per kapita NTT berjumlah Rp 1apita NTT berjumlah Rp 1apita NTT berjumlah Rp 1apita NTT berjumlah Rp 1apita NTT berjumlah Rp 1,3 juta, peringk,3 juta, peringk,3 juta, peringk,3 juta, peringk,3 juta, peringkat kat kat kat kat ke-1e-1e-1e-1e-10 t0 t0 t0 t0 terendah di antara 32 prerendah di antara 32 prerendah di antara 32 prerendah di antara 32 prerendah di antara 32 prooooovinsi di Indonesiavinsi di Indonesiavinsi di Indonesiavinsi di Indonesiavinsi di Indonesia
(Gambar 5).(Gambar 5).(Gambar 5).(Gambar 5).(Gambar 5).     Terdapat perbedaan yang mencolok di dalam penerimaan pemerintah antar provinsi di Indonesia.
Sebagai contoh, pada tahun 2006 penerimaan per kapita Provinsi Papua adalah yang tertinggi di Indonesia,
jumlahnya 5 kali penerimaan per kapita Provinsi NTT. Sementara jumlah penerimaan perkapita Provinsi Jawa
Barat kurang dari setengah jumlah penerimaan perkapita Provinsi NTT. Penerimaan perkapita yang tinggi
kemungkinan disebabkan oleh tambahan transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk dana Otonomi Khusus
(Papua dan Aceh), dana Pendampingan Pasca Konflik (Maluku dan Maluku Utara) atau karena kepemilikinan
sumber daya alam yang sangat signifikan (Kalimantan, Riau, Papua dan Aceh). Sementara itu penerimaan perkapita
yang rendah sering dihubungkan dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, misalnya di Jawa dan Sumatera.

GAMBAR 5.GAMBAR 5.GAMBAR 5.GAMBAR 5.GAMBAR 5.     Pendapatan perkapita pemerintah daerah di NTT hampir sama dengan rata-rata provinsi didaerah lain.

Sumber: Estimasi staf Bank Dunia berdasarkan BPS/SIKD dataa (2006)

PrPrPrPrProoooovinsi Nvinsi Nvinsi Nvinsi Nvinsi Nusa Tusa Tusa Tusa Tusa Tenggara Timur merupakenggara Timur merupakenggara Timur merupakenggara Timur merupakenggara Timur merupakan salah satu pran salah satu pran salah satu pran salah satu pran salah satu prooooovinsi dengan ciri semi arid yvinsi dengan ciri semi arid yvinsi dengan ciri semi arid yvinsi dengan ciri semi arid yvinsi dengan ciri semi arid yang memiliki pendapatanang memiliki pendapatanang memiliki pendapatanang memiliki pendapatanang memiliki pendapatan
fffffiskiskiskiskiskal relatif besaral relatif besaral relatif besaral relatif besaral relatif besar.....     Daerah dengan ciri semi arid adalah daerah dengan presipitasi hujan yang rendah.Pada
tahun 2006, realisasi penerimaan APBD seluruh daerah kabupaten / kota dan provinsi di NTT hanya sebesar Rp
5,857 Trilyun dan berada diurutan ke 18 dari 33 provinsi di Indonesia. Walaupun demikian bila dibandingkan
dengan provinsi semi arid lainnya di Indonesia pada tahun yang sama, pendapatan  fiskal seluruh daerah kabupaten
/ kota dan provinsi di NTT masih jauh berada diatas provinsi Maluku yang memiliki pendapatan fiskal sebesar Rp
3.212 Trilyun  dan berada pada urutan ke 24.  Sementara Provinsi NTB yang memiliki ciri semi arid sama seperti
provinsi NTT, memiliki pendapatan fiskal sebesar Rp 4.171 Trilyun atau berada pada urutan ke 28 di seluruh
Indonesia.

KOKOKOKOKOTTTTTAK 1AK 1AK 1AK 1AK 1. SUMBER. SUMBER. SUMBER. SUMBER. SUMBER-SUMBER PENERIMAAN DAERAH-SUMBER PENERIMAAN DAERAH-SUMBER PENERIMAAN DAERAH-SUMBER PENERIMAAN DAERAH-SUMBER PENERIMAAN DAERAH
Sama halnya dengan provinsi lainnya di Indonesia, Provinsi NTT memiliki empat sumber penerimaan utama, yaitu:

1) Dana AlokDana AlokDana AlokDana AlokDana Alokasi Uasi Uasi Uasi Uasi Umum (Dmum (Dmum (Dmum (Dmum (DAAAAAU): U): U): U): U): dana hibah diskrisioner dari pemerintah pusat kepada seluruh pemerintah daerah dengan
maksud menciptakan keseimbangan fiskal (fiscal equality). DAU dialokasikan dengan menggunakan formula yang dihitung
berdasarkan sejumlah faktor, antara lain jumlah penduduk, luas wilayah, PDRB perkapita, indeks pembangunan manusia
(IPMI), anggaran dan belanja gaji pegawai negeri serta tingkat pendapatan asli daerah dan penerimaan bagi hasil.

2) Dana AlokDana AlokDana AlokDana AlokDana Alokasi Khusus (Dasi Khusus (Dasi Khusus (Dasi Khusus (Dasi Khusus (DAK): AK): AK): AK): AK): dana hibah bersyarat yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah
untuk membiayai kebutuhan khusus daerah. Dana ini diarahkan dan dikhususkan guna membiayai program-program
yang memberikan kontribusi terhadap prioritas-prioritas pembangunan nasional.

3) Dana Bagi Hasil PDana Bagi Hasil PDana Bagi Hasil PDana Bagi Hasil PDana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daajak dan Sumber Daajak dan Sumber Daajak dan Sumber Daajak dan Sumber Dayyyyya Alam: a Alam: a Alam: a Alam: a Alam: penerimaan yang bersumber dari pajak (pada tingkat nasional) dan
sumber daya alam yang dibagikan diantara pemerintah pusat dan pemerintah-pemerintah daerah berdasarkan rasio
yang telah disepakati di dalam peraturan perundangan.

4) PPPPPenerimaan Asli Daerah (Penerimaan Asli Daerah (Penerimaan Asli Daerah (Penerimaan Asli Daerah (Penerimaan Asli Daerah (PAD): AD): AD): AD): AD): adalah penerimaan yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah, termasuk disini pajak
daerah, retribusi dan keuntungan dari investasi pemerintah daerah.

Ketiga sumber yang pertama merupakan transfer antar pemerintahan dan digunakan oleh pemerintah pusat untuk
menyeimbangkan kapasitas fiscal vertikal dan horizontal antar berbagai daerah.
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KKKKKeeeeetttttergantungan NTT tergantungan NTT tergantungan NTT tergantungan NTT tergantungan NTT terererererhadap Dhadap Dhadap Dhadap Dhadap DAAAAAU dan DU dan DU dan DU dan DU dan DAK tAK tAK tAK tAK terus meningkerus meningkerus meningkerus meningkerus meningkat.at.at.at.at.     Pada tahun 2003 total penerimaan NTT dari
sumber DAU dan DAK berjumlah 83%, dan pada tahun 2007 meningkat menjadi 86% dari total penerimaannya
(gambar 6). Peningkatan terutama diperoleh dari alokasi DAK. Ketergantungan NTT yang tinggi terhadap transfer
pemerintah pusat dalam bentuk DAU dan DAK ini menunjukkan bahwa sumber-sumber penerimaan lainnya yang
berbasis perekonomian lokal (seperti sumber daya alam) atau yang diusahakan sendiri oleh pemerintah daerah
(seperti pajak dan retribusi daerah) sangat terbatas jumlahnya.

GAMBAR 6.GAMBAR 6.GAMBAR 6.GAMBAR 6.GAMBAR 6.     Ketergantungan Pemda NTT terhadap transfer dari pemerintah pusat meningkat dalam kurun waktu 2007-2009

PrPrPrPrProporoporoporoporoporsi Dsi Dsi Dsi Dsi DAAAAAU pada seluruh kU pada seluruh kU pada seluruh kU pada seluruh kU pada seluruh kabupatabupatabupatabupatabupaten / ken / ken / ken / ken / kooooota dan prta dan prta dan prta dan prta dan prooooovinsi di NTT cenderung tidak berubah selama tahunvinsi di NTT cenderung tidak berubah selama tahunvinsi di NTT cenderung tidak berubah selama tahunvinsi di NTT cenderung tidak berubah selama tahunvinsi di NTT cenderung tidak berubah selama tahun
2003-2002003-2002003-2002003-2002003-20077777.....     DAU merupakan bagian terbesar dari struktur dana perimbangan yang selain DAU terdiri dari dana
alokasi khusus (DAK) dandana bagi hasil pajak dan sumber daya alam. Selain dari dana perimbangan, terdapat
juga penerimaan lain-lain yang sahserta bagi hasil pajak dan keuangan dari  propinsi untuk pemerintah kabupaten
/ kota.

PPPPPeningkeningkeningkeningkeningkatan jumlah Datan jumlah Datan jumlah Datan jumlah Datan jumlah DAAAAAU selama tahun 2003-200U selama tahun 2003-200U selama tahun 2003-200U selama tahun 2003-200U selama tahun 2003-2007, pada seluruh k7, pada seluruh k7, pada seluruh k7, pada seluruh k7, pada seluruh kabupatabupatabupatabupatabupaten/ken/ken/ken/ken/kooooota di NTT hanta di NTT hanta di NTT hanta di NTT hanta di NTT hanyyyyya mengakibatka mengakibatka mengakibatka mengakibatka mengakibatkananananan
perubahan Dperubahan Dperubahan Dperubahan Dperubahan DAAAAAU perU perU perU perU perkkkkkapita dalam jumlah yapita dalam jumlah yapita dalam jumlah yapita dalam jumlah yapita dalam jumlah yang relatif kang relatif kang relatif kang relatif kang relatif kecil.ecil.ecil.ecil.ecil.     Sebaliknya peningkatan jumlah DAK selama periode
waktu tersebut mampu meningkatkan DAK Perkapita sebesar hampir tiga kali lipat.  Hal ini disebabkan karena
secara keseluruhan  peningkatan jumlah DAU hanya mencapai 31% selama kurun waktu 2003-2007. Sementara
DAK pada periode yang sama tumbuh lebih cepat dengan  peningkatan jumlah keseluruhan sebesar 192%. DAU
perkapita hanya meningkat sebesar 17% sementara DAK Perkapita meningkat hampir tiga kali lipat nilainya
selama periode tahun 2003-2007.

Dalam periode 2003-200Dalam periode 2003-200Dalam periode 2003-200Dalam periode 2003-200Dalam periode 2003-2007, D7, D7, D7, D7, DAAAAAU meningkU meningkU meningkU meningkU meningkat sebesar 3at sebesar 3at sebesar 3at sebesar 3at sebesar 31% dari Rp 3,5 trilyun menjadi Rp 4,6 trilyun (sekitar1% dari Rp 3,5 trilyun menjadi Rp 4,6 trilyun (sekitar1% dari Rp 3,5 trilyun menjadi Rp 4,6 trilyun (sekitar1% dari Rp 3,5 trilyun menjadi Rp 4,6 trilyun (sekitar1% dari Rp 3,5 trilyun menjadi Rp 4,6 trilyun (sekitar
75% dari t75% dari t75% dari t75% dari t75% dari toooootal penerimaan NTT), sementara Dtal penerimaan NTT), sementara Dtal penerimaan NTT), sementara Dtal penerimaan NTT), sementara Dtal penerimaan NTT), sementara DAK meningkAK meningkAK meningkAK meningkAK meningkat lebih dari tiga kat lebih dari tiga kat lebih dari tiga kat lebih dari tiga kat lebih dari tiga kali lipat, dari Rp 1ali lipat, dari Rp 1ali lipat, dari Rp 1ali lipat, dari Rp 1ali lipat, dari Rp 165 mily65 mily65 mily65 mily65 milyar menjadiar menjadiar menjadiar menjadiar menjadi
Rp 682 milyRp 682 milyRp 682 milyRp 682 milyRp 682 milyararararar.....     Berdasarkan data tahun 2006, 80% DAK dialokasikan untuk sektor kesehatan, pendidikan dan
infrastruktur.

AlokAlokAlokAlokAlokasi Dasi Dasi Dasi Dasi DAK tAK tAK tAK tAK terbesar diperuntukerbesar diperuntukerbesar diperuntukerbesar diperuntukerbesar diperuntukan bagi tiga sektan bagi tiga sektan bagi tiga sektan bagi tiga sektan bagi tiga sektor utama yor utama yor utama yor utama yor utama yang berang berang berang berang berkkkkkaitan dengan penaitan dengan penaitan dengan penaitan dengan penaitan dengan penyyyyyediaan kediaan kediaan kediaan kediaan kebutuhanebutuhanebutuhanebutuhanebutuhan
dasar publikdasar publikdasar publikdasar publikdasar publik.....     Jumlah alokasi DAK untuk ketiga sector tersebut bahkan meningkat dari 75 % pada tahun 2003
menjadi 80% pada tahun 2006. . . . . Dari total DAK tahun 2003 sebesar Rp 165 milyar dialokasikan kepada bidang

Sumber: Database NTT PEA, tim PEACH NTT (2009)
Catatan: 2007 adalah angka anggaran, 2008 dan 2009 adalah angka estimasi berdasarkan alokasi DAU. Untuk
tahun 2008 & 2009, penerimaan lain-lain mencakup komponen penerimaan lainnya kecuali DAU.
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kesehatan sebesar Rp 20,7 milyar, bidang pendidikan sebesar Rp 42,4 milyar, dan pada bidang infrastruktur
sebesar Rp 53,3 milyar. Sedangkan sisanya dialokasikan pada bidang-bidang lain. Pada tahun 2006 mengalami
peningkatan, yaitu sebesar Rp 105,6 milyar untuk bidang kesehatan, Rp 117,8 milyar untuk bidang pendidikan
dan Rp 172,5 milyar untuk bidang infrastruktur.

GAMBAR 7GAMBAR 7GAMBAR 7GAMBAR 7GAMBAR 7.....     Alokasi DAK untuk 3 sektor layanan public dasar tahun 2003 dan 2006

Sumber: Database NTT PEA, Tim PEACH NTT (2008)

Dana bagi hasil relatif tidak berubah jumlahnDana bagi hasil relatif tidak berubah jumlahnDana bagi hasil relatif tidak berubah jumlahnDana bagi hasil relatif tidak berubah jumlahnDana bagi hasil relatif tidak berubah jumlahnyyyyya.a.a.a.a.     Di tahun 2003 dana bagi hasil adalah Rp 239 milyar (sekitar
5% dari total penerimaan) sedangkan di tahun 2007 menjadi Rp 240 milyar (sekitar 4% dari total penerimaan).
Seluruh penerimaan dana bagi hasil berasal dari pajak, mengingat porsi NTT terhadap dana bagi hasil sumber
daya alam relatif kecil2.

PPPPPererererertumbuhan Ptumbuhan Ptumbuhan Ptumbuhan Ptumbuhan PAD pada kAD pada kAD pada kAD pada kAD pada kurun wurun wurun wurun wurun waktu 2003-200aktu 2003-200aktu 2003-200aktu 2003-200aktu 2003-2007 tidak dapat mengimbangi per7 tidak dapat mengimbangi per7 tidak dapat mengimbangi per7 tidak dapat mengimbangi per7 tidak dapat mengimbangi pertumbuhan sumber datumbuhan sumber datumbuhan sumber datumbuhan sumber datumbuhan sumber dayyyyya fa fa fa fa fiskiskiskiskiskalalalalal
pemerintah daerah NTTpemerintah daerah NTTpemerintah daerah NTTpemerintah daerah NTTpemerintah daerah NTT.....     Meskipun jumlahnya meningkat sebanyak 29% pada periode 2003-2007, namun
kontribusinya terhadap total penerimaan dapat dikatakan hampir tidak mengalami perubahan, hanya menyumbang
sekitar 7% terhadap total penerimaan (Gambar 8). Diperkirakan sebanyak 40% dari total PAD NTT dihasilkan oleh
pemerintah provinsi dan jumlah tersebut mencapai sekitar 25% dari total penerimaan pemerintah provinsi.
Sebaliknya, penurunan yang signifikan terjadi pada tingkat pemerintah Kabupaten/Kota, dimana PAD hanya
mencapai rata-rata 4% dari total penerimaan.

2 Pada kurun 2003-2004, NTT memperoleh sekitar Rp 400 juta dari bagi hasil sumber daya alam.

GAMBAR 8.GAMBAR 8.GAMBAR 8.GAMBAR 8.GAMBAR 8.      Dalam periode 2003-2007 total PAD meningkat tetapi porsinya terhadap penerimaan tidak banyak berubah

Sumber: Database
NTT PEA, Tim PEACH
NTT (2009)
Catatan: Angka 2007
adalah angka
anggaran
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PPPPPajak daerah merupakajak daerah merupakajak daerah merupakajak daerah merupakajak daerah merupakan kan kan kan kan komomomomomponen  tponen  tponen  tponen  tponen  terbesar dalam struktur Perbesar dalam struktur Perbesar dalam struktur Perbesar dalam struktur Perbesar dalam struktur PAD PrAD PrAD PrAD PrAD Prooooovinsi Nvinsi Nvinsi Nvinsi Nvinsi Nusa Tusa Tusa Tusa Tusa Tenggara Timurenggara Timurenggara Timurenggara Timurenggara Timur..... Selama
tahun 2003 sampai tahun 2007 komponen pajak daerah menyumbang 60% dari Pendapatan Asli Daerah. Retribusi
daerah merupakan komponen yang kecil namun terus meningkat baik dalam jumlah maupun dalam proporsi.
Pajak daerah diperoleh dari: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang merupakan bagian terbesar, pajak
kendaran bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak air permukaan yang merupakan bagian
terkecil. Selain pajak daerah dan retribusi terdapat juga sumber penerimaan lain-lain PAD yang sah dan laba
perusahaan daerah yang menyumbangkan sebagian kecil dari total PAD.

GAMBAR 9.GAMBAR 9.GAMBAR 9.GAMBAR 9.GAMBAR 9.     Tiga Jenis Pajak Daerah yang dominan di Provinsi NTT

Sumber: Estimasi tim
PEACH NTT berdasarkan
data Dispenda Provinsi NTT
(2009)

WWWWWalaupun realaupun realaupun realaupun realaupun retribusi daerah prtribusi daerah prtribusi daerah prtribusi daerah prtribusi daerah prooooovinsi NTT merupakvinsi NTT merupakvinsi NTT merupakvinsi NTT merupakvinsi NTT merupakan bagian yan bagian yan bagian yan bagian yan bagian yang kang kang kang kang kecil dalam struktur Pecil dalam struktur Pecil dalam struktur Pecil dalam struktur Pecil dalam struktur PAD, namun jumlah danAD, namun jumlah danAD, namun jumlah danAD, namun jumlah danAD, namun jumlah dan
prprprprproporoporoporoporoporsinsinsinsinsinyyyyya meningka meningka meningka meningka meningkat seat seat seat seat setiap tahun selama periode tahun 2003-200tiap tahun selama periode tahun 2003-200tiap tahun selama periode tahun 2003-200tiap tahun selama periode tahun 2003-200tiap tahun selama periode tahun 2003-20077777.....     Pada tahun 2003 sekitar 12% PAD
berasal dari retribusi daerah, jumlah ini meningkat menjadi 17% pada tahun 2007. Pada tingkat provinsi, retribusi
daerah terdiri dari tiga jenis retribusi. Retribusi jasa usaha merupakan bagian terbesar dalam struktur retribusi
daerah (sekitar 90% dari retribusi daerah berasal dari komponen ini). Sedangkan retribusi jasa umum dan retribusi
perijinan tertentu merupakan dua jenis retribusi yang nilainya kecil (menyumbang kurang dari 10% terhadap total
retribusi daerah).  Berbeda dengan pemerintah provinsi, pada sebagian besar pemerintah kabupaten/kota di
NTT, retribusi daerah justru merupakan bagian yang dominan dalam struktur PAD. Karena kewenangannya,
pemerintah kabupaten/kota lebih leluasa mengatur obyek retribusi sehingga jenis pungutan retribusi daerah
pada tingkat kabupaten/kota lebih banyak daripada jenis retribusi daerah pada pemerintah provinsi. Dengan
demikian jumlah dan share retribusi daerah pada pemerintah kabupaten/kota terhadap total PAD umumnya
lebih besar daripada jumlah dan share retribusi daerah pada pemerintah provinsi.

PPPPPemerintah kemerintah kemerintah kemerintah kemerintah kabupatabupatabupatabupatabupaten / ken / ken / ken / ken / kooooota memiliki basis pajak dan reta memiliki basis pajak dan reta memiliki basis pajak dan reta memiliki basis pajak dan reta memiliki basis pajak dan retribusi ytribusi ytribusi ytribusi ytribusi yang berbeda dengan pemerintah prang berbeda dengan pemerintah prang berbeda dengan pemerintah prang berbeda dengan pemerintah prang berbeda dengan pemerintah prooooovinsi.vinsi.vinsi.vinsi.vinsi.
Pajak penerangan jalan, pajak restoran, pajak hotel dan pajak bahan galian golongan C merupakan jenis pajak
yang memberikan kontribusi cukup dominan dalam struktur pajak daerah di kabupaten / kota. Sementara retribusi
pelayanan kesehatan, retribusi jasa usaha pemakaian aset daerah dan terminal merupakan jenis retribusi yang
memberikan kontribusi cukup besar pada PAD kabupaten lewat komponen retribusi daerah.  Sementara di Kota
Kupang sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi, retribusi ijin gangguan juga merupakan salah satu
jenis retribusi yang cukup besar sumbangannya terhadap PAD.  Hal ini dapat terjadi karena jenis retribusi ini
dipungut terhadap semua aktivitas pemasangan spanduk, iklan, baliho dengan tarif pembayaran menurut jumlah
hari, ukuran dan jenis media yang digunakan.
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TABEL 1TABEL 1TABEL 1TABEL 1TABEL 1.....     Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada 2 kabupaten/kota di NTT

Sumber: Database NTT PEA, Tim PEACH NTT (2008)
Catatan: Angka-angka Dalam Kurung adalah persentase Terhadap Total Pajak / Retribusi

JENIS PJENIS PJENIS PJENIS PJENIS PAJAJAJAJAJAK & RETRIBUSIAK & RETRIBUSIAK & RETRIBUSIAK & RETRIBUSIAK & RETRIBUSI Thn 2004Thn 2004Thn 2004Thn 2004Thn 2004 Thn 2005Thn 2005Thn 2005Thn 2005Thn 2005 Thn 2006Thn 2006Thn 2006Thn 2006Thn 2006
TERBESARTERBESARTERBESARTERBESARTERBESAR Rp JutaRp JutaRp JutaRp JutaRp Juta Rp JutaRp JutaRp JutaRp JutaRp Juta Rp JutaRp JutaRp JutaRp JutaRp Juta

 KAB.SUMBA BARA KAB.SUMBA BARA KAB.SUMBA BARA KAB.SUMBA BARA KAB.SUMBA BARATTTTT
 Pajak bahan galian Golongan C 408 (54%) 449 (50%) 460 (43%)
 Pajak Penerangan Jalan 225 (30%) 420 (36%) 360 (34%)
 Pajak Restoran 120 (16%) 295 (25%) 243 (23%)
 JUMLAH P JUMLAH P JUMLAH P JUMLAH P JUMLAH PAJAJAJAJAJAK DAK DAK DAK DAK DAERAHAERAHAERAHAERAHAERAH 753 (1753 (1753 (1753 (1753 (100%)00%)00%)00%)00%) 11111,,,,,11111666664 (14 (14 (14 (14 (100%)00%)00%)00%)00%) 11111,063 (1,063 (1,063 (1,063 (1,063 (100%)00%)00%)00%)00%)
 Retribusi Pelayanan Kesehatan 1,922 (57%) 2,038 (50%) 2,347 (41%)
 Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Aset 354 (10%) 457 (11%) 1,533 (27%)
 Retribusi Jasa Usaha Terminal 235 (7%) 219 (5%) 239 (4%)
 JUMLAH RETRIBUSI D JUMLAH RETRIBUSI D JUMLAH RETRIBUSI D JUMLAH RETRIBUSI D JUMLAH RETRIBUSI DAERAHAERAHAERAHAERAHAERAH 3,389 (13,389 (13,389 (13,389 (13,389 (100%)00%)00%)00%)00%) 4,04,04,04,04,0777776 (16 (16 (16 (16 (100%)00%)00%)00%)00%) 5,730 (15,730 (15,730 (15,730 (15,730 (100%)00%)00%)00%)00%)

 K K K K KOOOOOTTTTTA KUPA KUPA KUPA KUPA KUPANGANGANGANGANG
 Pajak Penerangan Jalan 3,891 (76%) 4,549 (74%) 4,797 (72%)
 Pajak Hotel 359 (7%) 549 (9%) 707 (11%)
 Pajak Restoran 286 (6%) 335 (5%) 368 (6%)
 JUMLAH PJUMLAH PJUMLAH PJUMLAH PJUMLAH PAJAJAJAJAJAK DAK DAK DAK DAK DAERAHAERAHAERAHAERAHAERAH 5,089 (15,089 (15,089 (15,089 (15,089 (100%)00%)00%)00%)00%) 6,6,6,6,6,1111148 (148 (148 (148 (148 (100%)00%)00%)00%)00%) 6,686 (16,686 (16,686 (16,686 (16,686 (100%)00%)00%)00%)00%)
 Retribusi Pelayanan Kesehatan 610 (13%) 698 (11%) 594 (10%)
 Retribusi Ijin Gangguan 593 (12%) 787 (13%) 842 (14%)
 Retribusi Penggantian Biaya Cetak 503 (10%) 721 (12%) 668 (11%)
 JUMLAH RETRIBUSI D JUMLAH RETRIBUSI D JUMLAH RETRIBUSI D JUMLAH RETRIBUSI D JUMLAH RETRIBUSI DAERAHAERAHAERAHAERAHAERAH 4,792 (14,792 (14,792 (14,792 (14,792 (100%)00%)00%)00%)00%) 6,6,6,6,6,1111148 (148 (148 (148 (148 (100%)00%)00%)00%)00%) 6,229 (16,229 (16,229 (16,229 (16,229 (100%)00%)00%)00%)00%)

PPPPPencatatan sisa anggaran masih merupakencatatan sisa anggaran masih merupakencatatan sisa anggaran masih merupakencatatan sisa anggaran masih merupakencatatan sisa anggaran masih merupakan permasalahan yan permasalahan yan permasalahan yan permasalahan yan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah  di NTTang dihadapi oleh pemerintah daerah  di NTTang dihadapi oleh pemerintah daerah  di NTTang dihadapi oleh pemerintah daerah  di NTTang dihadapi oleh pemerintah daerah  di NTT.....
Sebagian besar kabupaten/kota di NTT memiliki surplus anggaran atau SILPA (Gambar 10). Surplus anggaran
dapat diartikan sebagai hasil dari upaya efisiensi anggaran. Namun di lain pihak, hal ini juga dapat dilihat sebagai
ketidak mampuan pemerintah daerah dalam menggunakan anggarannya. Pencatatan terhadap SILPA dilakukan
secara tidak konsisten dimana masih terdapat kasus sisa anggaran di tahun tertentu tidak sesuai dengan SILPA
ditahun berikutnya.

GAMBAR 10.GAMBAR 10.GAMBAR 10.GAMBAR 10.GAMBAR 10.     Sebagian besar kabupaten/kota mengalami surplus anggaran di tahun 2006

Sumber: Database
NTT PEA, Tim
PEACH NTT (2008)
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Jumlah simJumlah simJumlah simJumlah simJumlah simpanan milik pemerintah daerah ypanan milik pemerintah daerah ypanan milik pemerintah daerah ypanan milik pemerintah daerah ypanan milik pemerintah daerah yang berada di bank umum di NTT meningkang berada di bank umum di NTT meningkang berada di bank umum di NTT meningkang berada di bank umum di NTT meningkang berada di bank umum di NTT meningkat  selama tahun 2003-at  selama tahun 2003-at  selama tahun 2003-at  selama tahun 2003-at  selama tahun 2003-
20020020020020077777..... Pada tahun 2003 dana milik pemerntah daerah (tidak termasuk dana milik pemerintah pusat) yang disimpan
di beberapa bank umum sebesar Rp 775 milyar kemudian meningkat menjadi Rp 1,7 trilyun. Bahkan diperkirakan
mencapai Rp. 2,2 trilyun pada periode bulan maret 2008. Peningkatan jumlah simpanan pemerintah ini
mengindikaskan adanya sejumlah  kapital tidak bergerak (idle)  yang sebenarnya dapat digunakan untuk membiayai
berbagai layanan pemerintah terutama upaya peningkatan penyediaan kebutuhan dasar publik.

GAMBAR 11.GAMBAR 11.GAMBAR 11.GAMBAR 11.GAMBAR 11.     Posisi Simpanan Pemerintah di Bank Umum yang terus meningkat.

Sumber: Statistik
Ekonomi-Keuangan
Daerah, BI Kupang
Vo.8 No 4 April
2008
Catatan:Data Tahun
2008 bersifat
sementara (posisi
bulan Maret 2008).

KKKKKesimpulan:esimpulan:esimpulan:esimpulan:esimpulan:
PPPPPerekerekerekerekerekonomian yonomian yonomian yonomian yonomian yang kang kang kang kang kecil serecil serecil serecil serecil serta sumber data sumber data sumber data sumber data sumber dayyyyya alam ya alam ya alam ya alam ya alam yang tang tang tang tang terbatas menunjukkerbatas menunjukkerbatas menunjukkerbatas menunjukkerbatas menunjukkan kan kan kan kan keeeeettttterbatasan kerbatasan kerbatasan kerbatasan kerbatasan kapasitasapasitasapasitasapasitasapasitas
PrPrPrPrProoooovinsi NTT untuk meningkvinsi NTT untuk meningkvinsi NTT untuk meningkvinsi NTT untuk meningkvinsi NTT untuk meningkatkatkatkatkatkan sumberan sumberan sumberan sumberan sumber-sumber penerimaann-sumber penerimaann-sumber penerimaann-sumber penerimaann-sumber penerimaannyyyyya.a.a.a.a. Hal ini tercermin dari terus
meningkatnya ketergantungan terhadap transfer dana dari pemerintah pusat, terutama DAU dan DAK.
Pada tahun 2003, 78% dari total penerimaan NTT berasal dari sumber DAU dan DAK, dan terus meningkat
hingga mencapai 86% pada tahun 2007. Untuk sumber penerimaan lainnya, NTT menerima porsi dana
bagi hasil sumber daya alam yang tidak berarti dan jumlah dana bagi hasil pajak juga tetap tidak
mengalami penambahan sejak tahun 2003.

Sejak tahun 2003 sumber PSejak tahun 2003 sumber PSejak tahun 2003 sumber PSejak tahun 2003 sumber PSejak tahun 2003 sumber PAD NTT tAD NTT tAD NTT tAD NTT tAD NTT terus meningkerus meningkerus meningkerus meningkerus meningkat, sejalan dengan meningkat, sejalan dengan meningkat, sejalan dengan meningkat, sejalan dengan meningkat, sejalan dengan meningkatnatnatnatnatnyyyyya sumbera sumbera sumbera sumbera sumber-sumber-sumber-sumber-sumber-sumber
penerimaan NTT secara kpenerimaan NTT secara kpenerimaan NTT secara kpenerimaan NTT secara kpenerimaan NTT secara keseluruhan. eseluruhan. eseluruhan. eseluruhan. eseluruhan. Pada tahun 2007 PAD mencakup 7% dari total penerimaan NTT.
Proporsi ini tergolong kecil jika dibandingkan dengan rata-rata nasional yang sebesar 20%. Banyak
penjelasan tentang rendahnya PAD ini, antara lain soal terbatasnya jumlah usaha kecil, rendahnya
pajak dari sektor hiburan (hotel dan restoran), jumlah kendaraan bermotor terdaftar yang relatif lebih
kecil jumlahnya, dan lemahnya penyediaan layanan (yang sebenarnya merupakan sumber penting untuk
meningkatkan retribusi). Dibutuhkan analisis lebih jauh terhadap komposisi PAD guna menilai potensi
peningkatannya ke depan.
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RRRRRekekekekekomendasi:omendasi:omendasi:omendasi:omendasi:
UUUUUpapapapapayyyyya peningka peningka peningka peningka peningkatan katan katan katan katan kapasitas penerimaan daerah harus dilakapasitas penerimaan daerah harus dilakapasitas penerimaan daerah harus dilakapasitas penerimaan daerah harus dilakapasitas penerimaan daerah harus dilakukukukukukan oleh pemerintah NTTan oleh pemerintah NTTan oleh pemerintah NTTan oleh pemerintah NTTan oleh pemerintah NTT. . . . . Upaya
peningkatan kapasitas ini dapat dibedakan antara upaya jangka pendek dan upaya jangka panjang.
Untuk jangka pendek dapat difokuskan pada peningkatan kapasitas fiskal secara tidak langsung, dengan
memberikan regulasi yang memungkinkan pengembangan sumber-sumber pajak dan perekonomian
daearah daripada menciptakan regulasi yang menambah beban usaha. Upaya ini harus dilakukan melalui
peningkatan PAD terutama dari sumber-sumber retribusi daerah dan pajak daerah, yang berasal dari
aktivitas ekonomi lokal. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan bagian dari kebijakan
fiskal daerah dan dimaksudkan untuk memperkuat fondasi fiskal daerah. Penguatan fondasi fiskal daerah
merupakan salah satu tuntutan otonomi daerah, yang pada dasarnya telah memberi keleluasaan kepada
pemerintah daerah untuk mengurus diri sendiri, termasuk di dalamnya memperkuat fondasi fiskalnya.
Sampai sejauh ini, sejak diberlakukannya otonomi daerah, rasio PAD terhadap pendapatan daerah secara
total maupun terhadap dana perimbangan relatif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan
fiskal daerah masih relatif tinggi. Karena itu, upaya-upaya untuk meningkatkan PAD adalah bagian strategis
untuk memperkecil tingkat ketergantungan fiskal daerah.

PPPPPeningkeningkeningkeningkeningkatan Patan Patan Patan Patan PAD harus dilakAD harus dilakAD harus dilakAD harus dilakAD harus dilakukukukukukan beran beran beran beran bersamaan dengan upasamaan dengan upasamaan dengan upasamaan dengan upasamaan dengan upayyyyya peningka peningka peningka peningka peningkatan laatan laatan laatan laatan layyyyyanan publik yanan publik yanan publik yanan publik yanan publik yang semakinang semakinang semakinang semakinang semakin
baikbaikbaikbaikbaik..... PAD harus dipahami sebagai resultante dari kemampuan ekonomi masyarakat; semakin tinggi
kemampuan ekonomi masyarakat, semakin tinggi kemampuan masyarakat untuk membayar layanan
publik yang disediakan pemerintah. Karena itu, upaya-upaya peningkatan PAD harus terintegrasi dengan
upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

DibutuhkDibutuhkDibutuhkDibutuhkDibutuhkan kan kan kan kan kebijakebijakebijakebijakebijakan-kan-kan-kan-kan-kebijakebijakebijakebijakebijakan yan yan yan yan yang berang berang berang berang berkkkkkaitan dengan pengembangan dasar pengenaan pajak danaitan dengan pengembangan dasar pengenaan pajak danaitan dengan pengembangan dasar pengenaan pajak danaitan dengan pengembangan dasar pengenaan pajak danaitan dengan pengembangan dasar pengenaan pajak dan
usaha pengumusaha pengumusaha pengumusaha pengumusaha pengumpulan pajak ypulan pajak ypulan pajak ypulan pajak ypulan pajak yang tang tang tang tang tepat. epat. epat. epat. epat. Untuk kepentingan ini, diperlukan suatu pengkajian untuk
merumuskan secara tepat, peluang-peluang yang mungkin bagi pemerintah untuk meningkatkan PAD.
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GAMBAR 12.GAMBAR 12.GAMBAR 12.GAMBAR 12.GAMBAR 12.    Pengeluaran riil NTT meningkat pada periode 2006-2007 terutama didorong oleh peningkatan DAU dan DAK

3
Pengeluaran

Dalam periode 2003-200Dalam periode 2003-200Dalam periode 2003-200Dalam periode 2003-200Dalam periode 2003-2007, pengeluaran di tingk7, pengeluaran di tingk7, pengeluaran di tingk7, pengeluaran di tingk7, pengeluaran di tingkat daerah di NTT meningkat daerah di NTT meningkat daerah di NTT meningkat daerah di NTT meningkat daerah di NTT meningkat sebanat sebanat sebanat sebanat sebanyyyyyak 30%.ak 30%.ak 30%.ak 30%.ak 30%. Perubahan ini
didorong oleh peningkatan penerimaan yang saling terkait, khususnya pada penambahan jumlah transfer DAU
dan DAK dari pemerintah pusat. Sementara itu, sejak tahun 2003 belanja pemerintah pusat (melalui dana
dekonsentrasi) secara berangsur-angsur berkurang.

Sumber: Database NTT PEA, Tim PEACH NTT (2009)

PPPPPemerintah kemerintah kemerintah kemerintah kemerintah kabupatabupatabupatabupatabupaten/ken/ken/ken/ken/kooooota secara tta secara tta secara tta secara tta secara terus-menerus menguasai porerus-menerus menguasai porerus-menerus menguasai porerus-menerus menguasai porerus-menerus menguasai porsi ysi ysi ysi ysi yang sangat besar dari pengeluaran publikang sangat besar dari pengeluaran publikang sangat besar dari pengeluaran publikang sangat besar dari pengeluaran publikang sangat besar dari pengeluaran publik
di NTT (Gambar 12).di NTT (Gambar 12).di NTT (Gambar 12).di NTT (Gambar 12).di NTT (Gambar 12). Pada tahun 2007 pemerintah kabupaten/kota menguasai 79% dari seluruh pengeluaran
pemerintah di NTT (meningkat dari 71% pada tahun 2003). Pada kurun waktu yang sama porsi belanja
dekonsentrasi berkurang dari 19% total belanja di tahun 2003 menjadi hanya 9% di tahun 2007. Sementara itu,
DAK meningkat sebanyak tiga kali lipat sepanjang periode ini, yang menandakan bahwa peran pemerintah pusat
tetap penting dalam pengeluaran publik di NTT, meski peran pemerintah pusat tersebut kini dilakukan dengan
mekanisme yang berbeda.



LAPORAN AKHIR 2009                    2525252525

Sumber: Database NTT
PEA, Tim PEACH NTT
(2009)
Catatan: Angka-angka
tahun 2007 adalah
estimasi

GAMBAR 1GAMBAR 1GAMBAR 1GAMBAR 1GAMBAR 13.3.3.3.3.    Porsi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam pengeluaran publik di NTT.

PPPPPengeluaran per kengeluaran per kengeluaran per kengeluaran per kengeluaran per kapita NTT berada pada peringkapita NTT berada pada peringkapita NTT berada pada peringkapita NTT berada pada peringkapita NTT berada pada peringkat 1at 1at 1at 1at 10 t0 t0 t0 t0 terendah dibanding prerendah dibanding prerendah dibanding prerendah dibanding prerendah dibanding prooooovinsi-prvinsi-prvinsi-prvinsi-prvinsi-prooooovinsi lain di Indonesia, denganvinsi lain di Indonesia, denganvinsi lain di Indonesia, denganvinsi lain di Indonesia, denganvinsi lain di Indonesia, dengan
jumlah Rp 1,23 juta (Gambar 1jumlah Rp 1,23 juta (Gambar 1jumlah Rp 1,23 juta (Gambar 1jumlah Rp 1,23 juta (Gambar 1jumlah Rp 1,23 juta (Gambar 144444).).).).). Mirip dengan penerimaan per kapita, pengeluaran per kapita antar provinsi di
Indonesia juga menunjukkan variasi yang sangat mencolok. Sebagai contoh, Provinsi Papua membelanjakan Rp 5,9
juta per individu, jumlah yang tertinggi antar provinsi di Indonesia dan hampir 5 kali lebih banyak dari pengeluaran
perkapita NTT. Sebaliknya, Provinsi Banten hanya memiliki pengeluaran perkapita sebesar 55% dari pengeluaran
perkapita NTT.Adanya variasi antar provinsi ini sebenarnya merupakan konsekuensi dari penerimaan per kapita wilayah,
yang pada gilirannya dihitung setelah dibandingkan dengan sejumlah faktor, antara lain kepadatan penduduk dan
dukungan ketersediaan sumber daya alam.

DibandingkDibandingkDibandingkDibandingkDibandingkan dengan pran dengan pran dengan pran dengan pran dengan prooooovinsi lain di kvinsi lain di kvinsi lain di kvinsi lain di kvinsi lain di kaaaaawwwwwasan Timur Indonesia yasan Timur Indonesia yasan Timur Indonesia yasan Timur Indonesia yasan Timur Indonesia yang memilliki ciri semi arid.ang memilliki ciri semi arid.ang memilliki ciri semi arid.ang memilliki ciri semi arid.ang memilliki ciri semi arid.Provinsi Maluku memiliki
belanja perkapita dua kali lebih besar dari Provinsi NTT. Sementara Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki nilai
belanja perkapita lebih rendah dari Provinsi NTT. Sebagai perbandingan pada tahun 2006 populasi penduduk Provinsi
NTT 4,35 juta jiwa, provinsi NTB 4,25 juta jiwa, sementara Provinsi Maluku hanya sebesar 1,27 juta jiwa (BPS: Indikator
Kunci 2007). Dengan demikian walapun jumlah nominal belanja APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur  tertinggi diantara
ketiga provinsi yang berciri semi arid tersebut namun belanja perkapita provinsi Maluku menjadi paling tinggi diantara
ketiga provinsi tersebut, karena populasi penduduk yang relatif sedikit.

GAMBAR 14.GAMBAR 14.GAMBAR 14.GAMBAR 14.GAMBAR 14.    Pengeluaran Perkapita NTT adalah urutan 10 terendah di Indonesiadi 2006.

Sumber: Database
NTT PEA, Tim
PEACH NTT (2009)
Catatan:Sumbu kiri
adalah pengeluaran
pemerintah daerah
per kapita (Rp) dan
sumbu kanan
adalah angka
kemiskinan (dalam
persen); Proyeksi
Jawa Barat
berdasarkan data
tahun 2005.
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GAMBAR 1GAMBAR 1GAMBAR 1GAMBAR 1GAMBAR 15.5.5.5.5.     Pengeluaran gaji menghabiskan hampir setengah dari total pengeluaran pemerintah daerah di NTT.

PPPPPada tahun 2003 hingga 2005 tada tahun 2003 hingga 2005 tada tahun 2003 hingga 2005 tada tahun 2003 hingga 2005 tada tahun 2003 hingga 2005 terererererhitung sehitung sehitung sehitung sehitung setttttengah dari tengah dari tengah dari tengah dari tengah dari toooootal pengeluaran NTT dibelanjaktal pengeluaran NTT dibelanjaktal pengeluaran NTT dibelanjaktal pengeluaran NTT dibelanjaktal pengeluaran NTT dibelanjakan untuk gaji pegaan untuk gaji pegaan untuk gaji pegaan untuk gaji pegaan untuk gaji pegawwwwwai.ai.ai.ai.ai.
Jumlah ini sedikit mengalami penurunan menjadi sekitar 42% pada tahun 2006 dan 200Jumlah ini sedikit mengalami penurunan menjadi sekitar 42% pada tahun 2006 dan 200Jumlah ini sedikit mengalami penurunan menjadi sekitar 42% pada tahun 2006 dan 200Jumlah ini sedikit mengalami penurunan menjadi sekitar 42% pada tahun 2006 dan 200Jumlah ini sedikit mengalami penurunan menjadi sekitar 42% pada tahun 2006 dan 2007 (Gambar7 (Gambar7 (Gambar7 (Gambar7 (Gambar
15).15).15).15).15).     Sementara itu, pada periode yang sama, proporsi pengeluaran yang dialokasikan untuk belanja modal
mengalami sedikit peningkatan dari 20% menjadi 23%. Hampir mirip dengan provinsi-provinsi lainnya di Indone-
sia, pengeluaran untuk belanja pemeliharaan di NTT sangatlah kecil, hanya 5% dari total pengeluaran.Sebagai
perbandingan, di tahun 2007 belanja perjalanan dinas NTT bahkan sedikit lebih tinggi dibanding belanja
pemeliharaan.

Di seluruh kDi seluruh kDi seluruh kDi seluruh kDi seluruh kabupatabupatabupatabupatabupaten / ken / ken / ken / ken / kooooota di NTTta di NTTta di NTTta di NTTta di NTT, belanja pega, belanja pega, belanja pega, belanja pega, belanja pegawwwwwai paling dominan.ai paling dominan.ai paling dominan.ai paling dominan.ai paling dominan. Pada tahun 2007  diperkirakan porsi belanja
pegawai mencapai 43% dari keseluruhan belanja semua kabupaten/kota dan provinsi di NTT. Belanja modal yang
secara langsung dapat dinikmati oleh masyarakat menempati urutan kedua dengan porsi 23%. Komponen belanja
modal, sesuai dengan hakekatnya, ditujukan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan yang manfaatnya
dinikmati oleh masyarakat3. Karena itu semakin besar pengeluaran belanja modal akan memberi manfaat yang
semakin besar bagi masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Belanja barang dan jasa menempati urutan ketiga
dengan alokasi sebesar 14%. Sisanya dialokasikan pada belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, belanja lain-lain
dan belanja tidak termasuk bagian lain yang memperoleh porsi  relatif kecil.

Sekitar seperSekitar seperSekitar seperSekitar seperSekitar sepertiga dari ttiga dari ttiga dari ttiga dari ttiga dari toooootal pengeluaran NTT dibelanjaktal pengeluaran NTT dibelanjaktal pengeluaran NTT dibelanjaktal pengeluaran NTT dibelanjaktal pengeluaran NTT dibelanjakan untuk administrasi umum, ini merupakan untuk administrasi umum, ini merupakan untuk administrasi umum, ini merupakan untuk administrasi umum, ini merupakan untuk administrasi umum, ini merupakan alokan alokan alokan alokan alokasiasiasiasiasi
belanja sektbelanja sektbelanja sektbelanja sektbelanja sektoral yoral yoral yoral yoral yang tang tang tang tang terbesar di NTTerbesar di NTTerbesar di NTTerbesar di NTTerbesar di NTT.....     Belanja sektoral terbesar kedua adalah pengeluaran pendidikan, sebesar
25% dari total anggaran di tahun 2007.  Pengeluaran sektoral lainnya yang signifikan adalah pengeluaran pada
sektor infrastruktur (15% dari total pengeluaran 2007) dan sektor kesehatan (9% dari total anggaran). Selanjutnya,
tren belanja aparatur maupun pendidikan mengalami sedikit penurunan sejak 2003, sedangkan sektor kesehatan
dan sektor infrastruktur terus naik meskipun peningkatannya sedikit.

Belanja untuk sektBelanja untuk sektBelanja untuk sektBelanja untuk sektBelanja untuk sektor strator strator strator strator strategis meliputi sektegis meliputi sektegis meliputi sektegis meliputi sektegis meliputi sektor kor kor kor kor kesehatan, pendidikesehatan, pendidikesehatan, pendidikesehatan, pendidikesehatan, pendidikan dan infrastrukturan dan infrastrukturan dan infrastrukturan dan infrastrukturan dan infrastruktur..... Ketiga sektor ini merupakan

3 Menurut Perdirjen Perbendaharaan tersebut, suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila: (i) pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya
perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat dan kapasitas; (ii) pengeluaran tersebut melebihi batasan minimum
kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan pemerintah; dan (iii) perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

Sumber:Database PEA NTT, tim PEACH NTT (2009)
Catatan:Angka di dalam chart adalah persentase’ Angka 2007 adalah data anggaran
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bidang yang terkait langsung dengan pelayanan kebutuhan dasar publik dan memiliki dampak sosial yang signifikan.
Sektor infrastruktur meliputi bidang pekerjaan umum dan perhubungan, sedangkan sektor pendidikan dalam struktur
APBD propinsi dan kabupaten / kota  meliputi belanja untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Perpustakaan,
Museum, dan pengeluaran untuk UPTD teknis terkait lainnya yang berhubungan dengan bidang pendidikan. Belanja
sektor kesehatan meliputi pengeluaran untuk Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan UPTD teknis yang terkait dengan
bidang kesehatan, seperti misalnya UPT Laboratorium Daerah atau lainnya.

GAMBAR 16.GAMBAR 16.GAMBAR 16.GAMBAR 16.GAMBAR 16.     Sekitar 30% dari total pengeluaran digunakan untuk administrasi pemerintahan.

TingkTingkTingkTingkTingkat pengeluaran antar kat pengeluaran antar kat pengeluaran antar kat pengeluaran antar kat pengeluaran antar kabupatabupatabupatabupatabupaten/ken/ken/ken/ken/kooooota menunjukkta menunjukkta menunjukkta menunjukkta menunjukkan van van van van variasi yariasi yariasi yariasi yariasi yang signifang signifang signifang signifang signifikikikikikan.an.an.an.an.     Kabupaten Lembata adalah
kabupaten yang memiliki pengeluaran perkapita tertinggi, sebesar Rp 2,1 juta, jumlah ini 2 kali lipat lebih tinggi
dari pengeluaran perkapita Kabupaten Sumba Barat yang hanya Rp 847.478. Diduga tingginya pengeluaran
perkapita ini diakibatkan oleh tingginya juga penerimaan perkapitanya (Gambar 17). Mengingat DAU menyumbang
sekitar tiga perempat dari total penerimaan perkapita tingkat kabupaten/kota, sebagai konsekuensinya,
pengeluaran pada tingkat kabupaten/kota juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menentukan alokasi DAU
(lihat Bab 2).

Sumber: Database
NTT PEA, Tim PEACH
NTT (2008)
Catatan: Angka-
angka tahun 2007
adalah estimasi

GAMBAR 1GAMBAR 1GAMBAR 1GAMBAR 1GAMBAR 177777.....     Terdapat variasi yang sangat besar dalam pengeluaran perkapita antar kabupaten/kota di NTT.

Sumber:Database NTT PEA, tim NTT PEACH (2009\)
Catatan:Angka di dalam grafik adalah persentasi (%); Angka 2007 adalah angka anggaran



2828282828                 ANALISA PENGELUARAN PUBLIK NUSA TENGGARA TIMUR

Sejak tahun 2003, tingkSejak tahun 2003, tingkSejak tahun 2003, tingkSejak tahun 2003, tingkSejak tahun 2003, tingkat penat penat penat penat penyyyyyerapan anggaran NTT mengalami peningkerapan anggaran NTT mengalami peningkerapan anggaran NTT mengalami peningkerapan anggaran NTT mengalami peningkerapan anggaran NTT mengalami peningkatan.atan.atan.atan.atan.     Pada tahun 2003, hanya 88% dari
anggaran yang dianggarkan dapat dibelanjakan (tabel 2). Sejak tahun 2003, tingkat realisasi anggaran mengalami
peningkatan hingga mencapai 103% di tahun 2006.Analisa lebih jauh perlu dilakukan untuk mempertimbangkan
kapan belanja-belanja tersebut sebaiknya dilakukan, terutama mengingat adanya kecenderungan di berbagai daerah
dimana sebagian besar belanja baru dilakukan DI tiga bulan terakhir dari tahun anggaran tersebut.

KKKKKesimpulanesimpulanesimpulanesimpulanesimpulan:::::
Dengan sumber daDengan sumber daDengan sumber daDengan sumber daDengan sumber dayyyyya ya ya ya ya yang tang tang tang tang terbatas, antara 2003 dan 200erbatas, antara 2003 dan 200erbatas, antara 2003 dan 200erbatas, antara 2003 dan 200erbatas, antara 2003 dan 2007 NTT t7 NTT t7 NTT t7 NTT t7 NTT telah berusaha membuat kelah berusaha membuat kelah berusaha membuat kelah berusaha membuat kelah berusaha membuat komomomomomposisiposisiposisiposisiposisi
pengeluarannpengeluarannpengeluarannpengeluarannpengeluarannyyyyya menjadi lebih baika menjadi lebih baika menjadi lebih baika menjadi lebih baika menjadi lebih baik.....     Kecenderungan ini tidak saja ditunjukkan oleh belanja gaji pegawai yang
menurun, namun, yang lebih penting lagi, keseluruhan belanja aparatur juga menurun. Pada saat yang bersamaan
pengeluaran untuk pelayanan publik – terutama pendidikan, kesehatan dan infrastruktur – tidak berkurang alokasinya
atau bahkan meningkat. Sangatlah penting bagi pemerintah-pemerintah daerah di NTT untuk terus meningkatkan
alokasi dana untuk pelayanan publik dan sebaliknya mengurangi belanja aparatur.

TABEL 2.TABEL 2.TABEL 2.TABEL 2.TABEL 2.     Tingkat realisasi anggaran

RRRRRekekekekekomendasiomendasiomendasiomendasiomendasi:::::
PPPPPemerintah NTT mesti mengatur kemerintah NTT mesti mengatur kemerintah NTT mesti mengatur kemerintah NTT mesti mengatur kemerintah NTT mesti mengatur kembali pola alokembali pola alokembali pola alokembali pola alokembali pola alokasi anggaran belanja agar sesuai dengan prioritasasi anggaran belanja agar sesuai dengan prioritasasi anggaran belanja agar sesuai dengan prioritasasi anggaran belanja agar sesuai dengan prioritasasi anggaran belanja agar sesuai dengan prioritas
pembangunan daerah.pembangunan daerah.pembangunan daerah.pembangunan daerah.pembangunan daerah.      Realokasi anggaran diperlukan untuk menjamin bahwa sumber daya fiskal yang terbatas
telah dialokasikan pada seluruh bidang secara tepat. Untuk menjamin kesesuaian antara tujuan pembangunan,
prioritas pembangunan dan alokasi anggaran yang tepat diperlukan  kemampuan perencanaan yang memadai.

PPPPPeningkeningkeningkeningkeningkatan katan katan katan katan kapasitas aparatur perencana diperlukapasitas aparatur perencana diperlukapasitas aparatur perencana diperlukapasitas aparatur perencana diperlukapasitas aparatur perencana diperlukan untuk menjamin adanan untuk menjamin adanan untuk menjamin adanan untuk menjamin adanan untuk menjamin adanyyyyya ka ka ka ka kesesuaian antara tujuanesesuaian antara tujuanesesuaian antara tujuanesesuaian antara tujuanesesuaian antara tujuan
pembangunan dan alokpembangunan dan alokpembangunan dan alokpembangunan dan alokpembangunan dan alokasi anggaran. asi anggaran. asi anggaran. asi anggaran. asi anggaran. Upaya peningkatan kapasitas aparatur dapat dilakukan misalnya melalui
pelatihan pengendalian perencanaan dan pelatihan penggunaan data base untuk perencanaan.

Belanja dekBelanja dekBelanja dekBelanja dekBelanja dekonsentrasi mesti disinkronsentrasi mesti disinkronsentrasi mesti disinkronsentrasi mesti disinkronsentrasi mesti disinkronisasi dengan belanja APBD.onisasi dengan belanja APBD.onisasi dengan belanja APBD.onisasi dengan belanja APBD.onisasi dengan belanja APBD. Agar tidak terjadi tumpang tindih atau duplikasi
pada belanja daerah, diperlukan perencanaan yang dapat mensinkronkan sumber-sumber belanja dari pemerintah
pusat (misalnya melalaui dana Dekonsentrasi) dan belanja yang menggunakan sumber APBD. Dengan demikian
kemungkinan duplikasi anggaran pada suatu jenis program atau kegiatan akan dapat diminimalkan.

PPPPPemerintah Premerintah Premerintah Premerintah Premerintah Prooooovinsi Nvinsi Nvinsi Nvinsi Nvinsi Nusa Tusa Tusa Tusa Tusa Tenggara Timurenggara Timurenggara Timurenggara Timurenggara Timur, perlu mem, perlu mem, perlu mem, perlu mem, perlu memperbaiki standar akperbaiki standar akperbaiki standar akperbaiki standar akperbaiki standar akuntansi seruntansi seruntansi seruntansi seruntansi serta meningkta meningkta meningkta meningkta meningkatkatkatkatkatkananananan
transparansi dan aktransparansi dan aktransparansi dan aktransparansi dan aktransparansi dan akuntabilitas kuntabilitas kuntabilitas kuntabilitas kuntabilitas keuangan publik keuangan publik keuangan publik keuangan publik keuangan publik kepada masyepada masyepada masyepada masyepada masyarakarakarakarakarakat. at. at. at. at. Dalam hal ini upaya peningkatan kapasitas
dibutuhkan untuk menjamin bahwa perencanaan, pengganggaran dan pelaporan keuangan publik telah dilakukan
secara cermat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

KlasifKlasifKlasifKlasifKlasifikikikikikasi ekasi ekasi ekasi ekasi ekonomionomionomionomionomi 20032003200320032003 20042004200420042004 20052005200520052005 20062006200620062006

Personil (%) 92.43 96.11 90.16 95.56
Barang dan Jasa (%) 88.00 98.09 96.51 105.17
Perjalanan Dinas (%) 90.20 97.26 103.66 111.93
Pemeliharaan (%) 93.11 106.41 103.05 96.87
Modal (%) 78.76 104.42 94.92 102.22
Lain-lain (%) 88.95 100.69 104.61 106.90
TTTTToooootal Ptal Ptal Ptal Ptal Pengeluaran (%)engeluaran (%)engeluaran (%)engeluaran (%)engeluaran (%) 88.5688.5688.5688.5688.56 1111100.5000.5000.5000.5000.50 98.8298.8298.8298.8298.82 1111103.03.03.03.03.1111111111

Sumber: Database NTT PEA, Tim PEACH NTT (2009)



LAPORAN AKHIR 2009                    2929292929

GAMBAR 1GAMBAR 1GAMBAR 1GAMBAR 1GAMBAR 18.8.8.8.8.     Trend dan komposisi pengeluaran pendidikan di NTT.

4
Pendidikan

PrPrPrPrProgram pembangunan sektogram pembangunan sektogram pembangunan sektogram pembangunan sektogram pembangunan sektor pendidikor pendidikor pendidikor pendidikor pendidikan aras pran aras pran aras pran aras pran aras prooooovinsi diarahkvinsi diarahkvinsi diarahkvinsi diarahkvinsi diarahkan pada peningkan pada peningkan pada peningkan pada peningkan pada peningkatan katan katan katan katan kualitas, releualitas, releualitas, releualitas, releualitas, relevvvvvansi danansi danansi danansi danansi dan
pemerataan kpemerataan kpemerataan kpemerataan kpemerataan kesemesemesemesemesempatan pendidikpatan pendidikpatan pendidikpatan pendidikpatan pendidikan untuk menghasilkan untuk menghasilkan untuk menghasilkan untuk menghasilkan untuk menghasilkan sumber daan sumber daan sumber daan sumber daan sumber dayyyyya manusia ya manusia ya manusia ya manusia ya manusia yang berang berang berang berang berkkkkkualitas, cerualitas, cerualitas, cerualitas, cerualitas, cerdas dandas dandas dandas dandas dan
ttttterameramerameramerampil menguasai dan menerapkpil menguasai dan menerapkpil menguasai dan menerapkpil menguasai dan menerapkpil menguasai dan menerapkan IPTEKS (ilmu pengean IPTEKS (ilmu pengean IPTEKS (ilmu pengean IPTEKS (ilmu pengean IPTEKS (ilmu pengetahuan, ttahuan, ttahuan, ttahuan, ttahuan, teknologi dan seni), memiliki sikeknologi dan seni), memiliki sikeknologi dan seni), memiliki sikeknologi dan seni), memiliki sikeknologi dan seni), memiliki sikap prap prap prap prap profofofofofesional,esional,esional,esional,esional,
mammammammammampu memanfpu memanfpu memanfpu memanfpu memanfaatkaatkaatkaatkaatkan poan poan poan poan potttttensi dan peluang yensi dan peluang yensi dan peluang yensi dan peluang yensi dan peluang yang tang tang tang tang tererererersedia bagi ksedia bagi ksedia bagi ksedia bagi ksedia bagi kesejahtesejahtesejahtesejahtesejahteraan bereraan bereraan bereraan bereraan bersama masysama masysama masysama masysama masyarakarakarakarakarakat sekitarnat sekitarnat sekitarnat sekitarnat sekitarnyyyyya.a.a.a.a.
Penjabaran dari arah pembangunan pendidikan tersebut dinyatakan dalam 5 (lima) program utama bidang
pendidikan, yaitu:

* Pembangunan Pendidikan Dasar
* Pembangunan Pendidikan Menengah (SMU/SMK, MA)
* Pembangunan Pendidikan Luar Sekolah (Non Formal)
* Revitalisasi Manajemen Pendidikan
* Pengembangan, Penyebaran dan Pemanfaatan IPTEKS

TTTTToooootal pengeluaran NTT di bidang pendidiktal pengeluaran NTT di bidang pendidiktal pengeluaran NTT di bidang pendidiktal pengeluaran NTT di bidang pendidiktal pengeluaran NTT di bidang pendidikan (pran (pran (pran (pran (prooooovinsi, kvinsi, kvinsi, kvinsi, kvinsi, kabupatabupatabupatabupatabupaten/ken/ken/ken/ken/kooooota dan dekta dan dekta dan dekta dan dekta dan dekonsentrasi) meningkonsentrasi) meningkonsentrasi) meningkonsentrasi) meningkonsentrasi) meningkat  sebesarat  sebesarat  sebesarat  sebesarat  sebesar
39% dari Rp 139% dari Rp 139% dari Rp 139% dari Rp 139% dari Rp 1,46 mily,46 mily,46 mily,46 mily,46 milyar di tahun 2003 menjadi Rp 2,04 milyar di tahun 2003 menjadi Rp 2,04 milyar di tahun 2003 menjadi Rp 2,04 milyar di tahun 2003 menjadi Rp 2,04 milyar di tahun 2003 menjadi Rp 2,04 milyar di tahun 200ar di tahun 200ar di tahun 200ar di tahun 200ar di tahun 20077777.....     Proporsi pengeluaran pendidikan
dari total pengeluaran NTT yang berkisar pada jumlah 29% (Gambar 18) – kecuali peningkatan kecil pada tahun
2005 – menunjukkan bahwa pemerintah-pemerintah daerah di NTT terus memposisikan sektor pendidikan sebagai
sektor prioritas. Pemerintah kabupaten/kota berkontribusi sebesar 75% dari total pengeluaran NTT di sector
pendidikan. Sedangkan sisanya dibagi antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat melalui belanja
dekonsentrasi.

Dari segi pemanfDari segi pemanfDari segi pemanfDari segi pemanfDari segi pemanfaatannaatannaatannaatannaatannyyyyya, sebagian besar belanja pendidika, sebagian besar belanja pendidika, sebagian besar belanja pendidika, sebagian besar belanja pendidika, sebagian besar belanja pendidikan digunakan digunakan digunakan digunakan digunakan untuk belanja modal, kan untuk belanja modal, kan untuk belanja modal, kan untuk belanja modal, kan untuk belanja modal, kemudianemudianemudianemudianemudian
belanja pemeliharaan dan belanja pegabelanja pemeliharaan dan belanja pegabelanja pemeliharaan dan belanja pegabelanja pemeliharaan dan belanja pegabelanja pemeliharaan dan belanja pegawwwwwai.ai.ai.ai.ai.     Komponen belanja modal mengalami kenaikan dari 64,38 persen
(2003) menjadi 75,97 persen (2007); sementara itu komponen belanja pemeliharaan mengalami penurunan
dari 18,11 persen (2003) menjadi 10,83 persen (2007), demikian juga belanja pegawai mengalami penurunan
dari 11,31 persen (2003) menjadi 7,30 persen (2007).

Sumber: Database PEA NTT, tim PEACH NTT (2009)

Trend pengeluaran pendidikan
pemerintah daerah di NTT

Klasifikasi ekonomi pengeluaran
pendidikan pemerintah daerah NTT, 2006
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Lebih dari 80% jumlah pengeluaran di sektLebih dari 80% jumlah pengeluaran di sektLebih dari 80% jumlah pengeluaran di sektLebih dari 80% jumlah pengeluaran di sektLebih dari 80% jumlah pengeluaran di sektor pendidikor pendidikor pendidikor pendidikor pendidikan (pran (pran (pran (pran (prooooovinsi dan kvinsi dan kvinsi dan kvinsi dan kvinsi dan kabupatabupatabupatabupatabupaten/ken/ken/ken/ken/kooooota) digunakta) digunakta) digunakta) digunakta) digunakan untukan untukan untukan untukan untuk
belanja perbelanja perbelanja perbelanja perbelanja personil dan pensonil dan pensonil dan pensonil dan pensonil dan penyyyyyediaan pelaediaan pelaediaan pelaediaan pelaediaan pelayyyyyanan (melalui belanja barang dan jasa).anan (melalui belanja barang dan jasa).anan (melalui belanja barang dan jasa).anan (melalui belanja barang dan jasa).anan (melalui belanja barang dan jasa).     Pada tingkat provinsi perhatian
lebih banyak diberikan pada penyediaan layanan, terlihat dari jumlah sebesar 57% yang dibelanjakan untuk
barang dan jasa. Pada tingkat kabupaten/kota, perhatian lebih banyak diberikan pada pemberi jasa, terlihat dari
75% total pengeluaran tingkat kabupaten/kota digunakan untuk belanja personil, terutama pembayaran gaji
guru. Belanja pemeliharaan sendiri tergolong sangat kecil, hanya berjumlah 1% pada tingkat provinsi dan 6%
pada tingkat kabupaten/kota (Gambar 18). Sebagai gambaran umum, memang kondisi ruang belajar pada berbagai
sekolah di Indonesia tergolong buruk. Ini merupakan akibat dari rendahnya alokasi dana untuk pemeliharaan
aset-aset.

KOKOKOKOKOTTTTTAK 2: AK 2: AK 2: AK 2: AK 2: DDDDDANA BOS MEMBANTU MENINGKAANA BOS MEMBANTU MENINGKAANA BOS MEMBANTU MENINGKAANA BOS MEMBANTU MENINGKAANA BOS MEMBANTU MENINGKATKAN MUTU PEDIDIKAN DI NTTTKAN MUTU PEDIDIKAN DI NTTTKAN MUTU PEDIDIKAN DI NTTTKAN MUTU PEDIDIKAN DI NTTTKAN MUTU PEDIDIKAN DI NTT

Program BOS merupakan bukti komitmen pemerintah untuk menyediakan pendidikan dasar gratis berkualitas bagi para siswa.
Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang mengenai Sistem Pendidikan Nasional menekankan bahwa semua warga
Indonesia berhak atas pendidikan (Perubahan Ketiga UUD 1945, Pasal 31:2) dan Pemerintah memiliki kewajiban untuk membiayai
pendidikan dasar tanpa mengenakan biaya (Undang-Undang No. 20/2003, Pasal 34).

Alokasi BOS per siswa telah meningkat dari Rp235.000 pada tahun 2007 menjadi Rp276.000 per siswa sekolah dasar pada
tahun 2008, bahkan akan menjadi Rp 397.000 pada tahun 2009. Sedangkan untuk siswa sekolah menengah meningkat dari
Rp324.500 menjadi Rp376.000 kemudian bertambah menjadi Rp 570.000 per siswa.  Dana BOS untuk setiap siswa pada
2009 nantinya akan disatukan dengan BOS Buku dan besarnya berbeda antara di kota dan kabupaten.

SD GMIT Manulai I di Desa Manulai I Kecamatan Kupang Barat, merupakan salah satu sekolah yang merasakan manfaat yang
positif dari kebijakan pemerintah ini. Pada tahun 2008 menerima bantuan dana BOS sebesar Rp 42.300.000,- Menurut NyNyNyNyNy.Aleida.Aleida.Aleida.Aleida.Aleida
YYYYYooooovita, Svita, Svita, Svita, Svita, SThThThThTh, Ketua Komite Sekolah SD GMIT Manulai I dana bantuan ini mampu mengatasi masalah pendanaan di sekolah
mereka yang merupakan salah satu sekolah milik yayasan swasta. Sekolah ini selalu mengalami masalah pendanaan karena
terbatasnya kemampuan finansil pihak yayasan, sementara 90% siswa berasal dari keluarga kurang mampu sehingga sulit bagi
pihak sekolah untuk mengandalkan pendanaan dari pungutan siswa  “Dana BOS telah menolong kita untuk memperbaiki mutu
pendidikan. Hasil kesepakatan antara Komite Sekolah dan pihak Sekolah yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan
dan Belanja Sekolah (RAPBS) menyepakati dana BOS tahun 2008 diperuntukan bagi; beasiswa untuk siswa tidak mampu,
pengadaan kostum olah raga bagi siswa kurang mampu, program remidial bagi siswa yang kurang memiliki kemampuan akademis,
bantuan bagi anak perempuan yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan SMP, pengadaan alat peraga, buku penunjang,
alat olah raga, dan berbagai program pengembangan guru”  Ujar Ketua Komite.

Sementara menurut kepala sekolah Bpk Daniel Sanu,Bpk Daniel Sanu,Bpk Daniel Sanu,Bpk Daniel Sanu,Bpk Daniel Sanu, dana BOS juga telah mampu mengurangi beban orang tua untuk membayar
biaya sekolah “ Dengan adanya BOS, pihak sekolah tidak perlu memungut biaya pendidikan dari orang tua siswa yang umumnya
berasa dari petani yang kurang mampu. Bahkan biaya pendaftaran murid baru tidak dipungut sama sekali, sehingga orang tua
yang kurang mampu saat ini tidak mengalami kesulitan untuk menyekolahkan anaknya.

Untuk menjamin keberhasilan program ini, pihak sekolah dituntut untuk transparan dan akuntabel dalam pengelolaan dana
BOS. Ketua Tim Manajemen BOS Provinsi NTT, DrDrDrDrDrs.Alos.Alos.Alos.Alos.Aloysius Minysius Minysius Minysius Minysius Min yang sekaligus  menjabat sebagai Kepala Seksi Kurikulum Sub
Dinas TK/SD Dinas Pendidikan Provinsi NTT mengatakan : “agar supaya dana bantuan itu dapat dikelola secara baik, maka
pihak komite sekolah, para guru bahkan orang tua murid dapat mengontrol pelaksanaan program dari setiap sekolah. Peran
serta semua pihak tersebut diharapkan dapat berdampak pada peningkatan mutu dan kinerja pendidikan”.

FFFFFokokokokokus yus yus yus yus yang berang berang berang berang berkkkkkelanjutan telanjutan telanjutan telanjutan telanjutan terererererhadap sekthadap sekthadap sekthadap sekthadap sektor pendidikor pendidikor pendidikor pendidikor pendidikan sebagai prioritas di NTT tan sebagai prioritas di NTT tan sebagai prioritas di NTT tan sebagai prioritas di NTT tan sebagai prioritas di NTT telah memberikelah memberikelah memberikelah memberikelah memberikan daman daman daman daman dampakpakpakpakpak
meningkmeningkmeningkmeningkmeningkatnatnatnatnatnyyyyya akses ta akses ta akses ta akses ta akses terererererhadap sekhadap sekhadap sekhadap sekhadap sekolah dan guru. olah dan guru. olah dan guru. olah dan guru. olah dan guru. Dalam periode 2003 dan 2005 rasio jumlah murid per sekolah
berkurang pada semua jenjang pendidikan, dan secara tetap menunjukkan kecenderungan yang lebih rendah
dibandingkan dengan rata-rata nasional. Ini merupakan hasil dari pembangunan sekolah-sekolah baru dalam
jumlah yang besar dalam kurun waktu 2000-2005. Selama periode ini jumlah sekolah bertambah sebanyak 6%
untuk pendidikan dasar, 20% untuk pendidikan menengah pertama dan 12% untuk pendidikan menengah atas.
Rasio jumlah murid per sekolah sedemikian menandakan bahwa sebagian besar sekolah melayani jumlah
penduduk yang kecil, akibat isolasi geografis, selain angka partisipasi yang kecil dengan lebih sedikit jumlah
anak yang bersekolah.
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TABEL 3.TABEL 3.TABEL 3.TABEL 3.TABEL 3. Rasio jumlah murid per sekolah yang menurun, sementara rasio murid dan guru hampir menyamai rata-rata
nasional

Rasio murid – sekRasio murid – sekRasio murid – sekRasio murid – sekRasio murid – sekolaholaholaholaholah Rasio murid – GuruRasio murid – GuruRasio murid – GuruRasio murid – GuruRasio murid – Guru
PrPrPrPrProoooovinsivinsivinsivinsivinsi 20032003200320032003 20042004200420042004 20052005200520052005 20032003200320032003 20042004200420042004 20052005200520052005

NTT SD 161 152 150 21 20 23
SMP 242 234 238 15 15 14
SMA 342 318 325 12 13 14

NTB SD 157 156 161 20 21 21
SMP 466 393 418 17 14 15
SMA 442 424 393 15 15 13

Maluku SD 134 129 120 18 21 21
SMP 205 202 189 10 9 9
SMA 362 360 382 15 17 17

Rata-rata Nasional SD 178 176 175 21 22 22
SMP 354 339 366 16 15 15
SMA 395 382 375 14 14 14

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat (2006)

Meskipun akses tMeskipun akses tMeskipun akses tMeskipun akses tMeskipun akses terererererhadap sekhadap sekhadap sekhadap sekhadap sekolah dan guru tolah dan guru tolah dan guru tolah dan guru tolah dan guru terererererkkkkkesan mencukesan mencukesan mencukesan mencukesan mencukupi, namun ini belum meningkupi, namun ini belum meningkupi, namun ini belum meningkupi, namun ini belum meningkupi, namun ini belum meningkatkatkatkatkatkan tarafan tarafan tarafan tarafan taraf
pendidikpendidikpendidikpendidikpendidikan masyan masyan masyan masyan masyarakarakarakarakarakat secara menat secara menat secara menat secara menat secara menyyyyyeluruh.eluruh.eluruh.eluruh.eluruh.     Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas pendidikan.
NTT tercatat memiliki proporsi penduduk yang tidak menyelesaikan pendidikan formal pada peringkat kedua
tertinggi secara nasional (setelah Papua). Lebih dari 74% total penduduk berumur di atas 10 tahun tercatat tidak
menyelesaikan pendidikannya, dan dari jumlah tersebut umumnya hanya menyelesaikan sekolah dasar.
Kecenderungan ini sejalan dengan Angka Partisipasi Murni (APM) di tingkat pendidikan dasar, menengah pertama
dan menengah atas. APM untuk pendidikan dasar berada 2% di bawah rata-rata nasional. Namun untuk SMP
dan SMA kesenjangannya cukup mencolok. APM untuk SMP di NTT sebesar 47% sementara di tingkat nasional
rata-rata 66%. Sedangkan APM untuk SMA sebesar 27%, atau 8% dibawah rata-rata nasional (Gambar 19).
Alasan terjadinya kasus putus sekolah umumnya adalah alasan untuk membantu ekonomi keluarga dan
ketidakmampuan membayar biaya pendidikan.

GAMBAR 19.GAMBAR 19.GAMBAR 19.GAMBAR 19.GAMBAR 19. Angka partisipasi murni untuk sekolah dasar hampir mendekati rata-rata nasional, namun untuk sekolah
menengah pertama dan atas masih jauh tertinggal di bawah rata-rata nasional

Sumber:
Perhitungan staf
Bank Dunia
berdasarkan data
Susenas (2006)
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GAMBAR 20.GAMBAR 20.GAMBAR 20.GAMBAR 20.GAMBAR 20.     Kualitas pendidikan dasar (SD) mengalami peningkatan.

Angka tidak naik kelas SD (%) Angka dropout SD (%)

Sumber:Perhitungan staf Bank Dunia berdasarkan data Departemen Pendidikan Nasional (2008)

TingkTingkTingkTingkTingkat kat kat kat kat kelulusan Ujian Nasional jenjang pendidikelulusan Ujian Nasional jenjang pendidikelulusan Ujian Nasional jenjang pendidikelulusan Ujian Nasional jenjang pendidikelulusan Ujian Nasional jenjang pendidikan SMPan SMPan SMPan SMPan SMP, SMA dan SMK pada k, SMA dan SMK pada k, SMA dan SMK pada k, SMA dan SMK pada k, SMA dan SMK pada kabupatabupatabupatabupatabupaten/ken/ken/ken/ken/kooooota di NTT sangatta di NTT sangatta di NTT sangatta di NTT sangatta di NTT sangat
berberberberbervvvvvariasi.ariasi.ariasi.ariasi.ariasi. Pada tingkat SMP, rata-rata tingkat kelulusan pada tingkat provinsi tahun 2006/2007 sebesar 65%.
Terdapat 9 kabupaten dengan persentase kelulusan di bawah rata-rata  provinsi dan terdapat 7  kabupaten/kota
dengan tingkat kelulusan di atas rata-rata provinsi (Gambar 21). Persentase kelulusan SMP tertinggi terdapat di
Kota Kupang (89%) dan presentase paling rendah di Kabupaten Belu (34%). Pada tingkat SMA, rata-rata tingkat
kelulusan pada tingkat provinsi sebesar 62%. Terdapat 10 kabupaten dengan persentase kelulusan di bawah
rata-rata provinsi dan terdapat 6 kabupaten/kota dengan persentase kelulusan di atas rata-rata provinsi. Pada
jenjang pendidikan SMA, Kabupaten TTS memiliki persentase kelulusan tertinggi (93%) dan Kabupaten Belu
memiliki persentase kelulusan paling rendah (25%). Pada jenjang pendidikan SMK, rata-rata tingkat kelulusan
pada tingkat provinsi sebesar 80%. Terdapat 10 kabupaten/kota yang memiliki persentase kelulusan di bawah
rata-rata provinsi dan 6 kabupaten di atas rata-rata provinsi. Pada jenjang SMK, persentase kelulusan tertinggi
terdapat di Kabupaten Flores Timur dan persentase kelulusan paling rendah di Kabupaten Belu dan Sikka.

GAMBAR 2GAMBAR 2GAMBAR 2GAMBAR 2GAMBAR 211111.....     Tingkat kelulusan Ujian Nasional SMP, SMA, dan SMK Kab/Kota di NTT, 2006/2007.

Sumber: BPS, NTT dalam Angka, 2007

PPPPPererererersentase penduduk melek huruf di NTT relatif baik dibanding NTB, Psentase penduduk melek huruf di NTT relatif baik dibanding NTB, Psentase penduduk melek huruf di NTT relatif baik dibanding NTB, Psentase penduduk melek huruf di NTT relatif baik dibanding NTB, Psentase penduduk melek huruf di NTT relatif baik dibanding NTB, Papua dan rata-rata nasional, wapua dan rata-rata nasional, wapua dan rata-rata nasional, wapua dan rata-rata nasional, wapua dan rata-rata nasional, walaupunalaupunalaupunalaupunalaupun
lebih rendah dari Maluklebih rendah dari Maluklebih rendah dari Maluklebih rendah dari Maluklebih rendah dari Maluku.u.u.u.u. Gambaran ini menunjukkan bahwa betapapun NTT tercatat memiliki proporsi penduduk
yang tidak menyelesaikan pendidikan formal pada peringkat kedua tertinggi secara nasional (setelah Papua),
namun dalam hal melek huruf  prestasi NTT cukup baik, untuk kategori penduduk usia 15 tahun ke atas, 15-25
tahun dan 15-55 tahun (gambar 22). Hal ini diduga berkaitan dengan keberhasilan program pendidikan luar
sekolah pemberantasan buta huruf.
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GAMBAR 22.GAMBAR 22.GAMBAR 22.GAMBAR 22.GAMBAR 22. Persentase penduduk melek huruf NTT cenderung lebih baik dibandingkan NTB, Papua, dan rata-rata
nasional

Sumber: BPS, Data dan Informasi Kemiskinan 2005-2006

KKKKKesimpulan:esimpulan:esimpulan:esimpulan:esimpulan:
Anggaran pendidikAnggaran pendidikAnggaran pendidikAnggaran pendidikAnggaran pendidikan yan yan yan yan yang relatif besar sebagian besar digunakang relatif besar sebagian besar digunakang relatif besar sebagian besar digunakang relatif besar sebagian besar digunakang relatif besar sebagian besar digunakan untuk belanja peran untuk belanja peran untuk belanja peran untuk belanja peran untuk belanja personil sersonil sersonil sersonil sersonil serta barang danta barang danta barang danta barang danta barang dan
jasa.jasa.jasa.jasa.jasa.     Pada tingkat provinsi perhatian lebih banyak diberikan pada penyediaan layanan (belanja barang dan
jasa); sementara pada tingkat kabupaten/kota, perhatian lebih banyak diberikan pada belanja personil,
terutama pembayaran gaji guru.

PPPPPeningkeningkeningkeningkeningkatan dalam pengeluaran pendidikatan dalam pengeluaran pendidikatan dalam pengeluaran pendidikatan dalam pengeluaran pendidikatan dalam pengeluaran pendidikan di NTT tan di NTT tan di NTT tan di NTT tan di NTT telah memelah memelah memelah memelah memperlihatkperlihatkperlihatkperlihatkperlihatkan hasil yan hasil yan hasil yan hasil yan hasil yang baik berupaang baik berupaang baik berupaang baik berupaang baik berupa
meningkmeningkmeningkmeningkmeningkatnatnatnatnatnyyyyya akses ta akses ta akses ta akses ta akses terererererhadap sekhadap sekhadap sekhadap sekhadap sekolah dan guru, yolah dan guru, yolah dan guru, yolah dan guru, yolah dan guru, yang ditunjukkang ditunjukkang ditunjukkang ditunjukkang ditunjukkan oleh perbaikan oleh perbaikan oleh perbaikan oleh perbaikan oleh perbaikan rasio murid per sekan rasio murid per sekan rasio murid per sekan rasio murid per sekan rasio murid per sekolaholaholaholaholah
serserserserserta rasio murid dan guru serta rasio murid dan guru serta rasio murid dan guru serta rasio murid dan guru serta rasio murid dan guru serta perta perta perta perta persentase penduduk melek huruf ysentase penduduk melek huruf ysentase penduduk melek huruf ysentase penduduk melek huruf ysentase penduduk melek huruf yang relatif tinggi, meskipun ini belumang relatif tinggi, meskipun ini belumang relatif tinggi, meskipun ini belumang relatif tinggi, meskipun ini belumang relatif tinggi, meskipun ini belum
cukcukcukcukcukup untuk memup untuk memup untuk memup untuk memup untuk memperperperperperkkkkkuat uat uat uat uat outcomes outcomes outcomes outcomes outcomes pendidikpendidikpendidikpendidikpendidikan secara menan secara menan secara menan secara menan secara menyyyyyeluruh.eluruh.eluruh.eluruh.eluruh.     NTT berada pada peringkat kedua
dalam banyaknya jumlah penduduk yang tidak menyelesaikan pendidikan formal. Kecenderungan ini sejalan
dengan APM sekolah dasar yang mendekati rata-rata nasional, namun APM untuk SMP dan SMA masih
tertinggal secara signifikan di bawah rata-rata nasional. Dengan demikian, fokus pemerintah NTT perlu diberikan
untuk memastikan bahwa anak usia sekolah dapat meneruskan dan menyelesaikan pendidikan formal.

PPPPPererererersentase ksentase ksentase ksentase ksentase kelulusan siswelulusan siswelulusan siswelulusan siswelulusan siswa pada aras SMPa pada aras SMPa pada aras SMPa pada aras SMPa pada aras SMP, SMU dan SMK ber, SMU dan SMK ber, SMU dan SMK ber, SMU dan SMK ber, SMU dan SMK bervvvvvariasi di antara kariasi di antara kariasi di antara kariasi di antara kariasi di antara kabupatabupatabupatabupatabupaten/ken/ken/ken/ken/kooooota di NTTta di NTTta di NTTta di NTTta di NTT.....
Jumlah kabupaten/kota dengan persentase kelulusan di bawah rata-rata provinsi lebih besar dibanding jumlah
kabupaten dengan persentase kelulusan di atas rata-rata provinsi. Hal ini mengisyaratkan tentang belum
meratanya penyelenggaraan pendidikan pada kabupaten/kota di NTT.
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RRRRRekekekekekomendasi:omendasi:omendasi:omendasi:omendasi:
PPPPPererererersentase anggaran pendidiksentase anggaran pendidiksentase anggaran pendidiksentase anggaran pendidiksentase anggaran pendidikan yan yan yan yan yang relatif besar (di atas 20%) perlu diikang relatif besar (di atas 20%) perlu diikang relatif besar (di atas 20%) perlu diikang relatif besar (di atas 20%) perlu diikang relatif besar (di atas 20%) perlu diikuti dengan perubahanuti dengan perubahanuti dengan perubahanuti dengan perubahanuti dengan perubahan
struktur belanja. struktur belanja. struktur belanja. struktur belanja. struktur belanja. Alokasi untuk belanja modal dan pemeliharaan perlu ditingkatkan, terutama pada
kabupaten/kota.

PPPPPemerintah premerintah premerintah premerintah premerintah prooooovinsi NTT harus memvinsi NTT harus memvinsi NTT harus memvinsi NTT harus memvinsi NTT harus memprioritaskprioritaskprioritaskprioritaskprioritaskan upaan upaan upaan upaan upayyyyya perbaika perbaika perbaika perbaika perbaikan an an an an outcomesoutcomesoutcomesoutcomesoutcomes sekt sekt sekt sekt sektor pendidikor pendidikor pendidikor pendidikor pendidikananananan.
Perbaikan outcomesdapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas belanja untuk sektor pendidikan
terutama lewat perbaikan kualitas pendidikan dasar (SD dan SMP), penyebaran SMU/SMK yang
lebih merata serta upaya pemberantasan buta huruf di beberapa deerah.

DiperlukDiperlukDiperlukDiperlukDiperlukan upaan upaan upaan upaan upayyyyya penataan ka penataan ka penataan ka penataan ka penataan kembali kembali kembali kembali kembali keeeeewwwwwenangan antara dinas pendidikenangan antara dinas pendidikenangan antara dinas pendidikenangan antara dinas pendidikenangan antara dinas pendidikan pada tingkan pada tingkan pada tingkan pada tingkan pada tingkat prat prat prat prat prooooovinsivinsivinsivinsivinsi
dan kdan kdan kdan kdan kabupatabupatabupatabupatabupaten/ken/ken/ken/ken/kooooota di Prta di Prta di Prta di Prta di Prooooovinsi NTTvinsi NTTvinsi NTTvinsi NTTvinsi NTT.....     Penataan kewenangan ini penting untuk memperbaiki layanan
publik di bidang pendidikan terutama yang berkaitan dengan penyediaan sarana, prasarana dan
fasilitas pendidikan serta pengendalian terhadap kualitas proses belajar mengajar.
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5
Kesehatan

PPPPPembangunan  kembangunan  kembangunan  kembangunan  kembangunan  kesehatan diarahkesehatan diarahkesehatan diarahkesehatan diarahkesehatan diarahkan pada penciptaan sumber daan pada penciptaan sumber daan pada penciptaan sumber daan pada penciptaan sumber daan pada penciptaan sumber dayyyyya manusia ya manusia ya manusia ya manusia ya manusia yang sehat fang sehat fang sehat fang sehat fang sehat fisikisikisikisikisik, mental dan, mental dan, mental dan, mental dan, mental dan
sosial, ysosial, ysosial, ysosial, ysosial, yang memang memang memang memang mempunpunpunpunpunyyyyyai pola perilakai pola perilakai pola perilakai pola perilakai pola perilaku hidup  sehat, dengan secara merata dan menjangku hidup  sehat, dengan secara merata dan menjangku hidup  sehat, dengan secara merata dan menjangku hidup  sehat, dengan secara merata dan menjangku hidup  sehat, dengan secara merata dan menjangkau seluruh wau seluruh wau seluruh wau seluruh wau seluruh wargaargaargaargaarga
masymasymasymasymasyarakarakarakarakarakat, peningkat, peningkat, peningkat, peningkat, peningkatan penatan penatan penatan penatan penyuluhan pola perilakyuluhan pola perilakyuluhan pola perilakyuluhan pola perilakyuluhan pola perilaku sehat dan peningku sehat dan peningku sehat dan peningku sehat dan peningku sehat dan peningkatan katan katan katan katan kualitas penduduk serualitas penduduk serualitas penduduk serualitas penduduk serualitas penduduk serta peningkta peningkta peningkta peningkta peningkatanatanatanatanatan
kinerja lembaga kkinerja lembaga kkinerja lembaga kkinerja lembaga kkinerja lembaga kesehatan.esehatan.esehatan.esehatan.esehatan. Arah kebijakan pembangunan kesehatan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam
beberapa program pokok sebagai berikut.

* Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Tenaga Kesehatan
* Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat
* Peningkatan  Kualitas  Layanan Medik
* Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Kesehatan
* Penyuluhan Kesehatan dan Pengembangan Swadaya Masyarakat
* Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Pembangunan Kesehatan

NTT menghadapi perNTT menghadapi perNTT menghadapi perNTT menghadapi perNTT menghadapi persoalan ysoalan ysoalan ysoalan ysoalan yang signifang signifang signifang signifang signifikikikikikan di bidang kan di bidang kan di bidang kan di bidang kan di bidang kesehatan dan nutrisi, tesehatan dan nutrisi, tesehatan dan nutrisi, tesehatan dan nutrisi, tesehatan dan nutrisi, termasuk tingginermasuk tingginermasuk tingginermasuk tingginermasuk tingginyyyyya angka angka angka angka angkaaaaa
kkkkkekekekekekurangan gizi dan jumlah masyurangan gizi dan jumlah masyurangan gizi dan jumlah masyurangan gizi dan jumlah masyurangan gizi dan jumlah masyarakarakarakarakarakat yat yat yat yat yang mengalami gangguan kang mengalami gangguan kang mengalami gangguan kang mengalami gangguan kang mengalami gangguan kesehatan.esehatan.esehatan.esehatan.esehatan.     Kasus-kasus kelaparan dan
kekurangan gizi selalu terjadi di NTT, terutama pada saat musim kering dan minim atau gagalnya panen. Pada
gilirannya, kekurangan gizi menjadi kondisi yang memudahkan terjadinya penyakit lain. Pada tahun 2006, satu
dari tiga orang di NTT menderita sakit pada tiap bulannya. Angka ini lebih tinggi dibanding rata-rata nasional yang
jumlahnya satu dari empat. Jumlah masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan juga lebih tinggi
dibandingkan provinsi tetangganya, NTB dan Maluku.

Masyarakat yang mengalami gangguan
kesehatan dalam satu bulan terakhir (%)

Jenis pengobatan yang digunakan (%)

Sumber: Perhitungan staff Bank Dunia berdasarkan data BPS dan Susenas (2006)

GAMBAR 23.GAMBAR 23.GAMBAR 23.GAMBAR 23.GAMBAR 23. Masyarakat NTT lebih sering mengalami gangguan kesehatan namun cenderung menghindari pengobatan
sendiri.

Tradisional

Modern

Lainnya

Pengobatan
sendiri
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Meskipun tingkMeskipun tingkMeskipun tingkMeskipun tingkMeskipun tingkat masyat masyat masyat masyat masyarakarakarakarakarakat yat yat yat yat yang mengalami gangguan kang mengalami gangguan kang mengalami gangguan kang mengalami gangguan kang mengalami gangguan kesehatan di NTT tinggi, namun lebih sedikit pendudukesehatan di NTT tinggi, namun lebih sedikit pendudukesehatan di NTT tinggi, namun lebih sedikit pendudukesehatan di NTT tinggi, namun lebih sedikit pendudukesehatan di NTT tinggi, namun lebih sedikit penduduk
NTT yNTT yNTT yNTT yNTT yang menggunakang menggunakang menggunakang menggunakang menggunakan mean mean mean mean metttttode pengobatan sendiri (ode pengobatan sendiri (ode pengobatan sendiri (ode pengobatan sendiri (ode pengobatan sendiri (self-treatmentself-treatmentself-treatmentself-treatmentself-treatment), misaln), misaln), misaln), misaln), misalnyyyyya menea menea menea menea menetapktapktapktapktapkan sendiri jenis obatan sendiri jenis obatan sendiri jenis obatan sendiri jenis obatan sendiri jenis obat
yyyyyang dipakang dipakang dipakang dipakang dipakai. ai. ai. ai. ai. Angka tingkat penanganan sendiri sebesar 57% sangatlah rendah dibandingkan dengan rata-rata
nasional (71%) dan provinsi tetangganya (Gambar 23). Salah satu penyebabnya adalah akses terhadap pelayanan
kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan gratis yang relatif lebih baik di NTT.

PPPPPada kada kada kada kada kurun wurun wurun wurun wurun waktu 2003 dan 200aktu 2003 dan 200aktu 2003 dan 200aktu 2003 dan 200aktu 2003 dan 2007, t7, t7, t7, t7, toooootal pengeluaran daerah NTT untuk ktal pengeluaran daerah NTT untuk ktal pengeluaran daerah NTT untuk ktal pengeluaran daerah NTT untuk ktal pengeluaran daerah NTT untuk kesehatan (presehatan (presehatan (presehatan (presehatan (prooooovinsi, kvinsi, kvinsi, kvinsi, kvinsi, kabupatabupatabupatabupatabupaten/ken/ken/ken/ken/koooootatatatata
dan dekdan dekdan dekdan dekdan dekonsentrasi) meningkonsentrasi) meningkonsentrasi) meningkonsentrasi) meningkonsentrasi) meningkat sebanat sebanat sebanat sebanat sebanyyyyyak 40%.ak 40%.ak 40%.ak 40%.ak 40%.     Diperkirakan sekitar 9% dari total pengeluaran publik di daerah
dibelanjakan untuk sektor kesehatan, dan proporsi ini relatif stabil dalam periode tersebut. Berdasarkan
perhitungan perkapita, pengeluaran di sector kesehatan meningkat sebesar 87%, dari Rp 84.000 di tahun 2003
menjadi Rp 157.000 di tahun 2007 (Gambar 24).

GAMBAR 2GAMBAR 2GAMBAR 2GAMBAR 2GAMBAR 24.4.4.4.4. Trend dan komposisi pengeluaran kesehatan pemerintah daerah NTT

KKKKKomomomomomponen tponen tponen tponen tponen terbesar pengeluaran pemerintah daerah untuk kerbesar pengeluaran pemerintah daerah untuk kerbesar pengeluaran pemerintah daerah untuk kerbesar pengeluaran pemerintah daerah untuk kerbesar pengeluaran pemerintah daerah untuk kesehatan adalah untuk gaji, sedangkesehatan adalah untuk gaji, sedangkesehatan adalah untuk gaji, sedangkesehatan adalah untuk gaji, sedangkesehatan adalah untuk gaji, sedangkan poran poran poran poran porsisisisisi
untuk pemeliharaan sangat kuntuk pemeliharaan sangat kuntuk pemeliharaan sangat kuntuk pemeliharaan sangat kuntuk pemeliharaan sangat kecil.ecil.ecil.ecil.ecil.     Porsi terbesar dari pengeluaran pemerintah daerah untuk kesehatan (provinsi
dan kabupaten/kota) – sekitar 40% – adalah untuk membayar gaji yang mencakup gaji untuk staf kesehatan
dan staf administrasi. Pada saat yang sama, kurang dari 5% dibelanjakan untuk pemeliharaan (gambar 24).Belanja
barang dan jasa adalah pengeluaran terbanyak kedua, dimana pemerintah provinsi membelanjakan sebanyak
36% dari total pengeluarannya untuk belanja barang dan jasa ini, sementara pemerintah kabupaten/kota 22%
dari total pengeluaran kesehatannya. Belanja modal, yang membiayai sebagian besar infrastruktur kesehatan,
terhitung berjumlah 17% di tingkat provinsi dan 29% di tingkat kabupaten/kota. Untuk belanja pemeliharaan,
yang jumlahnya hanya 2% dari total pengeluaran kesehatan di tingkat provinsi dan 5% di tingkat kabupaten kota,
dikuatirkan akan menimbulkan kesulitan di kemudian hari, karena terlalu sedikit jumlahnya untuk menjaga agar
kondisi infrastruktur kesehatan tetap baik.

MeningkMeningkMeningkMeningkMeningkatnatnatnatnatnyyyyya pengeluaran di sekta pengeluaran di sekta pengeluaran di sekta pengeluaran di sekta pengeluaran di sektor kor kor kor kor kesehatan tesehatan tesehatan tesehatan tesehatan telah mendorelah mendorelah mendorelah mendorelah mendorong tong tong tong tong terererererciptanciptanciptanciptanciptanyyyyya akses ya akses ya akses ya akses ya akses yang lebih baik tang lebih baik tang lebih baik tang lebih baik tang lebih baik terererererhadaphadaphadaphadaphadap
pelapelapelapelapelayyyyyanan kanan kanan kanan kanan kesehatan di NTTesehatan di NTTesehatan di NTTesehatan di NTTesehatan di NTT.....     Pada tahun 2006, rata-rata 14% dari penderita sakit di NTT telah menggunakan
fasilitas yang disediakan pemerintah, baik rawat jalan maupun rawat inap (gambar25). Fasilitas-fasilitas pelayanan
kesehatan masyarakat yang dimaksud ini meliputi Rumah Sakit, Puskemas maupun Puskesmas Pembantu (Pustu).
Tingkat pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat tersebut lebih tinggi 5% dibandingkan rata-rata
nasional dan provinsi tetangganya, NTB (9%) dan Maluku (5%).

PPPPPenduduk NTT memiliki akses yenduduk NTT memiliki akses yenduduk NTT memiliki akses yenduduk NTT memiliki akses yenduduk NTT memiliki akses yang lebih baik tang lebih baik tang lebih baik tang lebih baik tang lebih baik terererererhadappelahadappelahadappelahadappelahadappelayyyyyanan kanan kanan kanan kanan kesehatan gratis dibandingkesehatan gratis dibandingkesehatan gratis dibandingkesehatan gratis dibandingkesehatan gratis dibandingkan tingkan tingkan tingkan tingkan tingkat rata-at rata-at rata-at rata-at rata-
rata penduduk Indonesia.rata penduduk Indonesia.rata penduduk Indonesia.rata penduduk Indonesia.rata penduduk Indonesia.     Rata-rata 43% rumah tangga di NTT menerima salah satu bentuk pelayanan kesehatan
gratis ini. Jumlah ini hampir tiga kali lebih baik dibandingkan rata-rata nasional yang jumlahnya 15% dan lebih

Trend pengeluaran kesehatan pemerintah daerah NTT Klasifikasi ekonomi pengeluaran
kesehatan pemerintah daerah NTT
(2006)

Sumber: Database PEA NTT, tim PEACH NTT (2009)
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GAMBAR 25.GAMBAR 25.GAMBAR 25.GAMBAR 25.GAMBAR 25. Meningkatnya pengeluaran sektor kesehatan mendorong terciptanya akses yang lebih tinggi terhadap
pelayanan kesehatan

baik dibandingkan provinsi tetangganya, NTB (31%) dan Maluku (14%). Pelayanan kesehatan gratis ini dapat
berbentuk pelayanan kesehatan dasar secara gratis di beberapa fasilitas pelayanan kesehatan, penyediaan
asuransi untuk masyarakat miskin (ASKESKIN), penyediaan Kartu Miskin, atau perlakuan-perlakuan khusus lainnya
kepada masyarakat miskin. Akses terhadap pelayanan gratis ini juga menunjukkan adanya kecenderungan
keberpihakan yang besar terhadap masyarakat miskin. Diperkirakan setengah dari kelompok berpendapatan
paling rendah menerima pelayanan kesehatan gratis ini. Sementara itu tingkat pemanfaatan pelayanan seperti
ini semakin berkurang bersamaan dengan meningkatnya pendapatan.

Tingkat penggunaan fasilitas
pelayanan kesehatan masyarakat

Pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat

Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia berdasarkan data Susenas (2006)

Dibanding dengan NTB dan MalukDibanding dengan NTB dan MalukDibanding dengan NTB dan MalukDibanding dengan NTB dan MalukDibanding dengan NTB dan Maluku, angku, angku, angku, angku, angka ka ka ka ka kematian baematian baematian baematian baematian bayi NTT lebih rendah, namun masih lebih tinggi dibandingyi NTT lebih rendah, namun masih lebih tinggi dibandingyi NTT lebih rendah, namun masih lebih tinggi dibandingyi NTT lebih rendah, namun masih lebih tinggi dibandingyi NTT lebih rendah, namun masih lebih tinggi dibanding
rata-rata nasional.rata-rata nasional.rata-rata nasional.rata-rata nasional.rata-rata nasional.     Angka kematian bayi per 1000 kelahiran mengalami penurunan dari 44 (2000) menjadi 35
(2005) dan diestimasi oleh Biro Pusat Statistik (BPS) akan turun menjadi 31 per 1000 kelahiran pada tahun
2007. Kondisi seperti ini antara lain dipengaruhi oleh pertolongan kelahiran pada saat melahirkan. Sebagaimana
nampak pada gambar 26 bahwa  penolong kelahiran yang paling dominan adalah bukan tenaga medis yaitu
dukun dan famili (keluarga) sebesar 56,65 persen; sementara tenaga medis (dokter dan bidan) hanya sebesar
43,35 persen.

GAMBAR 26.GAMBAR 26.GAMBAR 26.GAMBAR 26.GAMBAR 26. Persentase Balita di NTT, menurut Dukun, 2006.

Sumber : BPS, Statistik Sosial dan Kependudukan NTT, 2006
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AngkAngkAngkAngkAngka harapan hidup masya harapan hidup masya harapan hidup masya harapan hidup masya harapan hidup masyarakarakarakarakarakat NTT lebih baik dari rata-rata angkat NTT lebih baik dari rata-rata angkat NTT lebih baik dari rata-rata angkat NTT lebih baik dari rata-rata angkat NTT lebih baik dari rata-rata angka harapan hidup pra harapan hidup pra harapan hidup pra harapan hidup pra harapan hidup prooooovinsi NTB, namunvinsi NTB, namunvinsi NTB, namunvinsi NTB, namunvinsi NTB, namun
sedikit lebih rendah daripada rata-rata angksedikit lebih rendah daripada rata-rata angksedikit lebih rendah daripada rata-rata angksedikit lebih rendah daripada rata-rata angksedikit lebih rendah daripada rata-rata angka harapan hidup tingka harapan hidup tingka harapan hidup tingka harapan hidup tingka harapan hidup tingkat nasional.at nasional.at nasional.at nasional.at nasional.     Kualitas hidup yang baik dan
layanan kesehatan yang memadai akan menyebabkan rata-rata umur hidup manusia lebih lama. Kondisi yang
ada saat ini membuktikan bahwa kualitas hidup dan layanan kesehatan di Provinsi NTT cukup baik hampir sama
dengan keaadan di provinsi Maluku, bahkan lebih baik daripada provinsi NTB.

GAMBAR 2GAMBAR 2GAMBAR 2GAMBAR 2GAMBAR 277777..... Tingkat kematian bayi dan angka harapan hidup

Sumber: Indonesia Population Projection, 2000-2025; Human Development Index, 2004-2005.

KKKKKesimpulan:esimpulan:esimpulan:esimpulan:esimpulan:
Sebagian besar belanja kSebagian besar belanja kSebagian besar belanja kSebagian besar belanja kSebagian besar belanja kesehatan digunakesehatan digunakesehatan digunakesehatan digunakesehatan digunakan untuk belanja pegaan untuk belanja pegaan untuk belanja pegaan untuk belanja pegaan untuk belanja pegawwwwwai serai serai serai serai serta belanja barang dan jasa.ta belanja barang dan jasa.ta belanja barang dan jasa.ta belanja barang dan jasa.ta belanja barang dan jasa.
Semantara itu belanja pemeliharaan sangat kecil. Belanja modal, yang membiayai sebagian besar infrastruktur
kesehatan, terhitung berjumlah 17% di tingkat provinsi dan 29% di tingkat kabupaten/kota. Untuk belanja
pemeliharaan, yang jumlahnya hanya 2% dari total pengeluaran kesehatan di tingkat provinsi dan 5% di tingkat
kabupaten/kota, dikuatirkan akan menimbulkan kesulitan di kemudian hari, karena terlalu sedikit jumlahnya
untuk menjaga agar kondisi infrastruktur kesehatan tetap baik.

PPPPPeningkeningkeningkeningkeningkatan dalam alokatan dalam alokatan dalam alokatan dalam alokatan dalam alokasi pengeluaran sektasi pengeluaran sektasi pengeluaran sektasi pengeluaran sektasi pengeluaran sektor kor kor kor kor kesehatan tesehatan tesehatan tesehatan tesehatan telah berelah berelah berelah berelah berhasil meningkhasil meningkhasil meningkhasil meningkhasil meningkatkatkatkatkatkan akses masyan akses masyan akses masyan akses masyan akses masyarakarakarakarakarakatatatatat
ttttterererererhadap pelahadap pelahadap pelahadap pelahadap pelayyyyyanan publik di bidang kanan publik di bidang kanan publik di bidang kanan publik di bidang kanan publik di bidang kesehatan.esehatan.esehatan.esehatan.esehatan. Dibandingkan dengan rata-rata nasional maupun provinsi
tetangganya, NTB dan Maluku, NTT memiliki jumlah penderita sakit yang melakukan pengobatan sendiri (self-
treatment) yang lebih sedikit (sebagai contoh mereka yang membeli obat sendiri dibanding pergi ke dokter).
Selain itu, NTT juga memiliki tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih tinggi
serta juga proporsi rumah tangga penerima pelayanan kesehatan gratis yang lebih banyak.

Meskipun demikian, peningkMeskipun demikian, peningkMeskipun demikian, peningkMeskipun demikian, peningkMeskipun demikian, peningkatan dalam akses tatan dalam akses tatan dalam akses tatan dalam akses tatan dalam akses terererererhadap pelahadap pelahadap pelahadap pelahadap pelayyyyyanan kanan kanan kanan kanan kesehatan masyesehatan masyesehatan masyesehatan masyesehatan masyarakarakarakarakarakat belumat belumat belumat belumat belum
memberikmemberikmemberikmemberikmemberikan pengaruh yan pengaruh yan pengaruh yan pengaruh yan pengaruh yang signifang signifang signifang signifang signifikikikikikan tan tan tan tan terererererhadap membaiknhadap membaiknhadap membaiknhadap membaiknhadap membaiknyyyyya a a a a outcome outcome outcome outcome outcome bidang kbidang kbidang kbidang kbidang kesehatan secara menesehatan secara menesehatan secara menesehatan secara menesehatan secara menyyyyyeluruh.eluruh.eluruh.eluruh.eluruh.
Tingkat morbiditas (morbidity rate), yaitu proporsi penderita sakit dalam satu bulan terhadap total penduduk,
masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional. Malnutrisi juga terus menjadi masalah, dan
rendahnya nutrisi ini diduga berkontribusi terhadap terjadinya banyak masalah kesehatan di NTT. Mencapai
indikator kesehatan yang lebih baik (misalnya tingkat morbiditas) membutuhkan waktu yang cukup lama dan
membutuhkan dukungan pemerintah untuk tidak saja memperkuat akses terhadap pelayanan kesehatan
masyarakat, tetapi juga kualitas pelayanan tersebut.



LAPORAN AKHIR 2009                    3939393939

RRRRRekekekekekomendasi:omendasi:omendasi:omendasi:omendasi:
AlokAlokAlokAlokAlokasi Belanja bidang kasi Belanja bidang kasi Belanja bidang kasi Belanja bidang kasi Belanja bidang kesehatan sebaiknesehatan sebaiknesehatan sebaiknesehatan sebaiknesehatan sebaiknyyyyya diarahka diarahka diarahka diarahka diarahkan pada upaan pada upaan pada upaan pada upaan pada upayyyyya peningka peningka peningka peningka peningkatan laatan laatan laatan laatan layyyyyanan kanan kanan kanan kanan kesehatanesehatanesehatanesehatanesehatan
bagi masybagi masybagi masybagi masybagi masyarakarakarakarakarakat. at. at. at. at. Restrukturisasi belanja bidang kesehatan mesti dilakukan dalam kaitan dengan upaya
peningkatan sarana dan prasarana kesehatan. Alokasi belanja pegawai yang mendominasi belanja
bidang kesehatan mesti diprioritaskan pada pengeluaran untuk tenaga-tenaga fungsional (dokter, dokter
ahli / spesialist, tenaga medis dan perawat) dengan demikian ratio layanan untuk masing-masing jenis
tenaga kesehatan dapat terus diperbaiki.

PPPPPemerintah premerintah premerintah premerintah premerintah prooooovinsi NTT harus meningkvinsi NTT harus meningkvinsi NTT harus meningkvinsi NTT harus meningkvinsi NTT harus meningkatkatkatkatkatkan laan laan laan laan layyyyyanan kanan kanan kanan kanan kesehatan pada daerah-daerah tesehatan pada daerah-daerah tesehatan pada daerah-daerah tesehatan pada daerah-daerah tesehatan pada daerah-daerah terererererpencil,pencil,pencil,pencil,pencil,
pedesaan dan wilapedesaan dan wilapedesaan dan wilapedesaan dan wilapedesaan dan wilayyyyyah perbatasan.ah perbatasan.ah perbatasan.ah perbatasan.ah perbatasan.     Masalah  morbidity rateyang relatif tinggi terutama terjadi pada
daerah-daerah yang jauh dari kota, karena itu upaya memperbaiki masalah ini sekaligus perbaikan
layanan kesehatan mesti dilakukan terutama pada wilayah wilayah terpencil, pedesaan dan perbatasan.

KKKKKoorooroorooroordinasi antara dinas kdinasi antara dinas kdinasi antara dinas kdinasi antara dinas kdinasi antara dinas kesehatan pada aras presehatan pada aras presehatan pada aras presehatan pada aras presehatan pada aras prooooovinsi dan kvinsi dan kvinsi dan kvinsi dan kvinsi dan kabupatabupatabupatabupatabupaten / ken / ken / ken / ken / kooooota mesti ditingkta mesti ditingkta mesti ditingkta mesti ditingkta mesti ditingkatkatkatkatkatkan agaran agaran agaran agaran agar
upaupaupaupaupayyyyya peningka peningka peningka peningka peningkatan laatan laatan laatan laatan layyyyyanan kanan kanan kanan kanan kesehatan dapat dimaksimalkesehatan dapat dimaksimalkesehatan dapat dimaksimalkesehatan dapat dimaksimalkesehatan dapat dimaksimalkan.an.an.an.an.      Peningkatan layanan kesehatan melalui
sarana dan prasarana kesehatan mesti ditunjang dengan tersedianya tenaga fungsional bidang
kesehatan yang umumnya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten / kota. Karena setiap tambahan
fasilitas fisik bidang kesehatan (misalnya pustu, puskesmas) hanya akan efektif berfungsi bila tersedia
tenaga medis yang cukup untuk melengkapinya.
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PPPPPembangunan infrastruktur diarahkembangunan infrastruktur diarahkembangunan infrastruktur diarahkembangunan infrastruktur diarahkembangunan infrastruktur diarahkan untuk menunjang pengembangan kan untuk menunjang pengembangan kan untuk menunjang pengembangan kan untuk menunjang pengembangan kan untuk menunjang pengembangan kegiatan ekegiatan ekegiatan ekegiatan ekegiatan ekonomi pada sektonomi pada sektonomi pada sektonomi pada sektonomi pada sektororororor-sekt-sekt-sekt-sekt-sektororororor
prprprprproduksi andalan seroduksi andalan seroduksi andalan seroduksi andalan seroduksi andalan serta menghubungkta menghubungkta menghubungkta menghubungkta menghubungkan wilaan wilaan wilaan wilaan wilayyyyyah ekah ekah ekah ekah ekonomi yonomi yonomi yonomi yonomi yang satu dengan lainnang satu dengan lainnang satu dengan lainnang satu dengan lainnang satu dengan lainnyyyyya sehingga ta sehingga ta sehingga ta sehingga ta sehingga tererererercipta kcipta kcipta kcipta kcipta kesatuanesatuanesatuanesatuanesatuan
ekekekekekonomi yonomi yonomi yonomi yonomi yang memungkinkang memungkinkang memungkinkang memungkinkang memungkinkan meningkan meningkan meningkan meningkan meningkatnatnatnatnatnyyyyya mobilitas fa mobilitas fa mobilitas fa mobilitas fa mobilitas faktaktaktaktaktor pror pror pror pror produksi, barang dan jasaoduksi, barang dan jasaoduksi, barang dan jasaoduksi, barang dan jasaoduksi, barang dan jasa. Program pokok yang
dilaksanakan adalah:

* Peningkatan   Kualitas Layanan  Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat, Laut dan Udara
* Peningkatan dan pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan propinsi.
* Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Air dan Irigasi.
* Pengembangan Sarana dan Prasarana Permukiman

PrPrPrPrProgram pembangunan infrastruktur lebih ditogram pembangunan infrastruktur lebih ditogram pembangunan infrastruktur lebih ditogram pembangunan infrastruktur lebih ditogram pembangunan infrastruktur lebih ditekekekekekankankankankankan pada upaan pada upaan pada upaan pada upaan pada upayyyyya meningka meningka meningka meningka meningkatkatkatkatkatkan pran pran pran pran produksi koduksi koduksi koduksi koduksi komoditas peromoditas peromoditas peromoditas peromoditas pertanian,tanian,tanian,tanian,tanian,
namun  hasil ynamun  hasil ynamun  hasil ynamun  hasil ynamun  hasil yang didapatkang didapatkang didapatkang didapatkang didapatkan belum memadai.an belum memadai.an belum memadai.an belum memadai.an belum memadai.     Tabel berikut ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2004-
2006, produksi 8 komoditas tanaman pangan yang paling menonjol di NTT justru mengalami penurunan.

6
Infrastruktur4

TABEL 4.TABEL 4.TABEL 4.TABEL 4.TABEL 4.      Luas Panen, Rata-rata Hasil dan Produksi Tanaman Pangan, 2004-2006.

Sumber: NTT dalam Angka, 2005-2007

NTT memiliki akses tNTT memiliki akses tNTT memiliki akses tNTT memiliki akses tNTT memiliki akses terererererhadap sanitasi lebih baik dibandingkhadap sanitasi lebih baik dibandingkhadap sanitasi lebih baik dibandingkhadap sanitasi lebih baik dibandingkhadap sanitasi lebih baik dibandingkan pran pran pran pran prooooovinsi-prvinsi-prvinsi-prvinsi-prvinsi-prooooovinsi tvinsi tvinsi tvinsi tvinsi teeeeetanggantanggantanggantanggantangganyyyyya dan sedikit dibaa dan sedikit dibaa dan sedikit dibaa dan sedikit dibaa dan sedikit dibawwwwwahahahahah
angkangkangkangkangka rata-rata nasional.a rata-rata nasional.a rata-rata nasional.a rata-rata nasional.a rata-rata nasional.     Diperkirakan 76% rumah tangga di NTT memiliki akses terhadap salah satu bentuk
fasilitas sanitasi. Jumlah ini hanya 5% di bawah rata-rata nasional, namun jauh lebih baik dibandingkan provinsi
tetangganya, NTB dan Maluku (gambar 28). Selain itu, juga lebih dari 60% rumah tangga di NTT memiliki fasilitas
sanitasi sendiri. Jumlah ini 2% di atas rata-rata nasional serta 20% dan 10% lebih tinggi dari NTB dan Maluku di
tahun 2006. Kendatipun demikian, sebagian dari fasilitas-fasilitas sanitasi ini masih sangat sederhana dan bersifat
semi-permanen.

4 Pengeluaran pemerintah daerah di sektor infrastruktur mencakup perumahan, air dan sanitasi, serta transportasi. Pengeluaran untuk listrik dibiayai dan
merupakan urusan pemerintah pusat. Data-data yang dianalisa dalam laporan ini hanya mencakup data transportasi, air bersih, sanitasi dan penerangan/
listrik, mengingat kendala yang ditemui dalam memperoleh data yang lebih rinci.
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GAMBAR 28.GAMBAR 28.GAMBAR 28.GAMBAR 28.GAMBAR 28. NTT memiliki kinerja yang baik dalam penyediaan akses terhadap sanitasi, namun kurang untuk air bersih dan
penerangan/listrik

Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia berdasarkan data BPS (2006)

JikJikJikJikJika akses ta akses ta akses ta akses ta akses terererererhadap sanitasi thadap sanitasi thadap sanitasi thadap sanitasi thadap sanitasi tergolong tinggi, akses tergolong tinggi, akses tergolong tinggi, akses tergolong tinggi, akses tergolong tinggi, akses terererererhadap air berhadap air berhadap air berhadap air berhadap air bersih justru rendah, apalagi jiksih justru rendah, apalagi jiksih justru rendah, apalagi jiksih justru rendah, apalagi jiksih justru rendah, apalagi jika dibandingka dibandingka dibandingka dibandingka dibandingkananananan
dengan rata-rata nasional (gambar 29).dengan rata-rata nasional (gambar 29).dengan rata-rata nasional (gambar 29).dengan rata-rata nasional (gambar 29).dengan rata-rata nasional (gambar 29).     Pada tahun 2006, lebih dari 39% rumah tangga tidak memiliki
akses terhadap air bersih. Angka ini 20% di bawah rata-rata nasional, dan juga lebih rendah dibandingankan
dengan Maluku dan NTB. Minimnya curah hujan merupakan faktor yang mempengaruhi secara signifikan
kelangkaan terhadap air bersih. Terdapat banyak kasus dimana orang harus berjalan sangat jauh hanya untuk
mendapatkan air guna mencukupi kebutuhan hariannya. Kelangkaan air bersih juga merupakan persoalan besar
bagi kelompok miskin di NTT, karena kurang dari  30% kelompok berpendapatan paling rendah yang memiliki
akses terhadap air, suatu perbedaan yang sangat mencolok jika dibandingkan dengan jumlah lebih dari 60%
pada kelompok berpendapatan paling tinggi (gambar 29). NTT juga mengalami banyak kasus diare, yang diduga
turut disebabkan oleh kelangkaan fasilitas penyediaan air.

GAMBAR 29.GAMBAR 29.GAMBAR 29.GAMBAR 29.GAMBAR 29. NTT mengalami kesulitan dalam akses terhadap air bersih, meskipun memiliki sanitasi yang jauh lebih baik
dibanding provinsi tetangganya.

SanitasiAir bersih

Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia berdasarkan data Susenas (2006)

Akses tAkses tAkses tAkses tAkses terererererhadap penerangan (listrik) adalah tantangan lain NTThadap penerangan (listrik) adalah tantangan lain NTThadap penerangan (listrik) adalah tantangan lain NTThadap penerangan (listrik) adalah tantangan lain NTThadap penerangan (listrik) adalah tantangan lain NTT.....     Hanya 36% rumah tangga yang memiliki akses
terhadap pelayanan listrik Negara (PLN) pada tahun 2006. Jumlah ini sangat jauh berada di bawah rata-rata
nasional dan provinsi tetangganya, Maluku dan NTB (gambar 28). Meski demikian, perlu dicatat bahwa pelayanan
listrik dibiayai oleh pemerintah pusat.
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PPPPPengeluaran NTT (prengeluaran NTT (prengeluaran NTT (prengeluaran NTT (prengeluaran NTT (prooooovinsi dan kvinsi dan kvinsi dan kvinsi dan kvinsi dan kabupatabupatabupatabupatabupaten/ken/ken/ken/ken/kooooota) di bidang infrastruktur tta) di bidang infrastruktur tta) di bidang infrastruktur tta) di bidang infrastruktur tta) di bidang infrastruktur terus meningkerus meningkerus meningkerus meningkerus meningkat, baik jumlah nilainat, baik jumlah nilainat, baik jumlah nilainat, baik jumlah nilainat, baik jumlah nilainyyyyyaaaaa
maupun prmaupun prmaupun prmaupun prmaupun proporoporoporoporoporsinsinsinsinsinyyyyya.a.a.a.a.     Setelah menurun jumlahnya di tahun 2004, proporsi alokasi pengeluaran NTT di sector
infrastruktur meningkat kembali menjadi 17% di tahun 2007, dari sebelumnya yang hanya 14% di tahun 2003.
Secara total, terjadi peningkatan jumlah pengeluaran infrastruktur sebanyak 60% dari tahun 2003 hingga 2007,
dengan tingkat kenaikan rata-rata 14% per tahun. Pada tahun 2007, pemerintah kabupaten/kota menanggung
77% dari total pengeluaran infrastruktur NTT, namun sejak 2003 kontribusi provinsi secara berangsur-angsur
meningkat.

GAMBAR 30.GAMBAR 30.GAMBAR 30.GAMBAR 30.GAMBAR 30. Trend dan komposisi pengeluaran infrastruktur di NTT

Komposisi pengeluaran infrasktur
pemerintah daerah di NTT, 2006

Trend pengeluaran
infrastruktur di NTT

Sumber: Database PEA NTT, tim PEACH NTT (2009)

MaMaMaMaMayyyyyoritas pengeluaran infrastruktur digunakoritas pengeluaran infrastruktur digunakoritas pengeluaran infrastruktur digunakoritas pengeluaran infrastruktur digunakoritas pengeluaran infrastruktur digunakan untuk membangun infrastruktur baru dan pemeliharaan.an untuk membangun infrastruktur baru dan pemeliharaan.an untuk membangun infrastruktur baru dan pemeliharaan.an untuk membangun infrastruktur baru dan pemeliharaan.an untuk membangun infrastruktur baru dan pemeliharaan.     Pada
tingkat provinsi dan kabupaten/kota, NTT membelanjakan sekitar 75% dari anggaran infrastrukturnya untuk
membangun fasilitas infrastruktur baru. Pengeluaran untuk belanja modal ini berjumlah 77% pada tingkat provinsi
dan 75% pada tingkat kabupaten/kota dari total pengeluaran infrastruktur. Belanja pemeliharaan adalah kelompok
belanja terbesar kedua yang mencakup 12% dari total pengeluaran infrastruktur kabupaten/kota dan 5% pada
tingkat provinsi (gambar 30).

GAMBAR 3GAMBAR 3GAMBAR 3GAMBAR 3GAMBAR 311111..... Perkembangan jalan negara dan provinsi di NTT

Sumber: Bappeda Provinsi NTT (2007)
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PPPPPengeluaran infrastruktur yengeluaran infrastruktur yengeluaran infrastruktur yengeluaran infrastruktur yengeluaran infrastruktur yang semakin meningkang semakin meningkang semakin meningkang semakin meningkang semakin meningkat tat tat tat tat tererererersebut tsebut tsebut tsebut tsebut telah menambah panjang jalan aspal tingkelah menambah panjang jalan aspal tingkelah menambah panjang jalan aspal tingkelah menambah panjang jalan aspal tingkelah menambah panjang jalan aspal tingkatatatatat
prprprprprooooovinsi namun kvinsi namun kvinsi namun kvinsi namun kvinsi namun kondisi jalan di tingkondisi jalan di tingkondisi jalan di tingkondisi jalan di tingkondisi jalan di tingkat perat perat perat perat perdesaan masih didominasi jalan batu dan tanah.desaan masih didominasi jalan batu dan tanah.desaan masih didominasi jalan batu dan tanah.desaan masih didominasi jalan batu dan tanah.desaan masih didominasi jalan batu dan tanah. Karena itu secara
nasional, NTT menempati peringkat 10 terbawah untuk provinsi dengan kondisi jalan perdesaan yang paling
buruk (gambar 32). Buruknya kondisi jalan tingkat perdesaan menimbulkan kesulitan bagi penduduk desa
untuk dapat mengkases jalan provinsi dan negara yang semakin baik.

GAMBAR 32.GAMBAR 32.GAMBAR 32.GAMBAR 32.GAMBAR 32. NTT berada di posisi kesepuluh dalam akses desa terhadap jalan yang aspal dan batu.

Sumber: Perhitungan staff Bank Dunia berdasarkan data Podes (2005)

KKKKKesimpulan:esimpulan:esimpulan:esimpulan:esimpulan:
AlokAlokAlokAlokAlokasi anggaran infrastruktur untuk belanja modal (prasi anggaran infrastruktur untuk belanja modal (prasi anggaran infrastruktur untuk belanja modal (prasi anggaran infrastruktur untuk belanja modal (prasi anggaran infrastruktur untuk belanja modal (prooooovinsi dan kvinsi dan kvinsi dan kvinsi dan kvinsi dan kab/kab/kab/kab/kab/kooooota) lebih dari 70%, sebagian besarta) lebih dari 70%, sebagian besarta) lebih dari 70%, sebagian besarta) lebih dari 70%, sebagian besarta) lebih dari 70%, sebagian besar
digunakdigunakdigunakdigunakdigunakan untuk pembangunan/perbaikan untuk pembangunan/perbaikan untuk pembangunan/perbaikan untuk pembangunan/perbaikan untuk pembangunan/perbaikan jalan.an jalan.an jalan.an jalan.an jalan.     Kenyataan ini mendorong perbaikan yang cukup besar
pada prasarana jalan provinsi, tetapi kualitas jalan tingkat perdesaan tidak mengalami perbaikan kualitas.

PPPPPembangunan infrastruktur lainnembangunan infrastruktur lainnembangunan infrastruktur lainnembangunan infrastruktur lainnembangunan infrastruktur lainnyyyyya (sanitasi, air bera (sanitasi, air bera (sanitasi, air bera (sanitasi, air bera (sanitasi, air bersih, listrik) di NTT menunjukksih, listrik) di NTT menunjukksih, listrik) di NTT menunjukksih, listrik) di NTT menunjukksih, listrik) di NTT menunjukkan kinerja yan kinerja yan kinerja yan kinerja yan kinerja yang beragam.ang beragam.ang beragam.ang beragam.ang beragam.
Pada satu sisi akses terhadap air bersih dan penerangan/listrik masih rendah, namun di sisi lain akses
terhadap sanitasi tergolong tinggi. Akses terhadap air besih yang rendah tersebut menjadi salah satu penyebab
tingginya tingkat mobiditas di NTT dibanding Maluku, NTB dan Nasional.

RRRRRekekekekekomendasi:omendasi:omendasi:omendasi:omendasi:
Mengingat sebagian besar dana dekMengingat sebagian besar dana dekMengingat sebagian besar dana dekMengingat sebagian besar dana dekMengingat sebagian besar dana dekonsentrasi dialokonsentrasi dialokonsentrasi dialokonsentrasi dialokonsentrasi dialokasi untuk pembangunan prasarana jalan, makasi untuk pembangunan prasarana jalan, makasi untuk pembangunan prasarana jalan, makasi untuk pembangunan prasarana jalan, makasi untuk pembangunan prasarana jalan, makaaaaa
pembangunan infrastruktur lainnpembangunan infrastruktur lainnpembangunan infrastruktur lainnpembangunan infrastruktur lainnpembangunan infrastruktur lainnyyyyya, ta, ta, ta, ta, terutama air bererutama air bererutama air bererutama air bererutama air bersih, perlu mendapat aloksih, perlu mendapat aloksih, perlu mendapat aloksih, perlu mendapat aloksih, perlu mendapat alokasi anggaran yasi anggaran yasi anggaran yasi anggaran yasi anggaran yangangangangang
memadai melalui sumber APBD (prmemadai melalui sumber APBD (prmemadai melalui sumber APBD (prmemadai melalui sumber APBD (prmemadai melalui sumber APBD (prooooovinsi dan kvinsi dan kvinsi dan kvinsi dan kvinsi dan kab/kab/kab/kab/kab/kooooota).ta).ta).ta).ta).     Masalah utama yang dihadapi sebagian
besar masyarakat provinsi NTT adalah ketersediaan air bersih. Struktur tanah dan ciri iklim kering
(semi arid) menyebabkan persediaan air bagi kebutuhan mayarakat sangat terbatas, karena itu
pemerintah seyogyanya mengalokasikan anggaran belanja sektor infrastruktur terutama pada upaya
penyediaan air bersih bagi masyarakat.
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7
Perencanaan
Pembangunan
dan Pengelolaan
Keuangan Daerah

PrPrPrPrPropeda/RPopeda/RPopeda/RPopeda/RPopeda/RPJMD pada umumnJMD pada umumnJMD pada umumnJMD pada umumnJMD pada umumnyyyyya dirumuska dirumuska dirumuska dirumuska dirumuskan beran beran beran beran berdasardasardasardasardasarkkkkkan permasalahan pokan permasalahan pokan permasalahan pokan permasalahan pokan permasalahan pokok yok yok yok yok yang dihadapi seang dihadapi seang dihadapi seang dihadapi seang dihadapi setiap daerah.tiap daerah.tiap daerah.tiap daerah.tiap daerah.
Hasil identifikasi Propeda/RPJMD dari kabupaten yang dikaji menunjukkan bahwa, secara umum, terdapat lima
sektor prioritas, yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta hukum dan pemerintahan. Jika ditelaah
lebih lanjut, temuan ini tidaklah mengherankan. IPM NTT dan angka kemiskinan lebih buruk dari rata-rata nasional,
yang menandakan besarnya permasalahan di sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Di samping sektor-
sektor kunci ini, prioritas daerah mencakup penegakkan hukum, penguatan kelembagaan pemerintah daerah,
penataan kota/wilayah, dan keamanan dan ketertiban. Prioritas ini merupakan pilihan yang relevan dengan
kondisi domestik masing-masing daerah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa, dari sisi perencanaan
pembangunan, baik provinsi maupun kabupaten/kota, telah berupaya untuk merumuskan prioritas pembangunan
daerah yang tepat di dalam dokumen perencanaan pembangunan.

Di dalam PrDi dalam PrDi dalam PrDi dalam PrDi dalam Propeda/RPopeda/RPopeda/RPopeda/RPopeda/RPJMD prJMD prJMD prJMD prJMD prooooovinsi dan kvinsi dan kvinsi dan kvinsi dan kvinsi dan kabupatabupatabupatabupatabupaten/ken/ken/ken/ken/kooooota yta yta yta yta yang dikang dikang dikang dikang dikaji, belum dirumuskaji, belum dirumuskaji, belum dirumuskaji, belum dirumuskaji, belum dirumuskan secara jelas targean secara jelas targean secara jelas targean secara jelas targean secara jelas target dant dant dant dant dan
indikindikindikindikindikatatatatator kinerja pembangunan selama lima tahun, kor kinerja pembangunan selama lima tahun, kor kinerja pembangunan selama lima tahun, kor kinerja pembangunan selama lima tahun, kor kinerja pembangunan selama lima tahun, kecuali pada tingkecuali pada tingkecuali pada tingkecuali pada tingkecuali pada tingkat Prat Prat Prat Prat Prooooovinsi NTTvinsi NTTvinsi NTTvinsi NTTvinsi NTT.....     Ketidakjelasan rumusan
target dan indikator kinerja antara lain disebabkan karena ketersediaan data yang tidak memadai, di mana
hampir semua pemerintah kabupaten/kota belum memiliki sistem pendataan yang terorganisasi baik.

MaMaMaMaMayyyyyoritas realisasi belanja publik atau langsung selalu dilakoritas realisasi belanja publik atau langsung selalu dilakoritas realisasi belanja publik atau langsung selalu dilakoritas realisasi belanja publik atau langsung selalu dilakoritas realisasi belanja publik atau langsung selalu dilakukukukukukan dalam wan dalam wan dalam wan dalam wan dalam waktu yaktu yaktu yaktu yaktu yang relatif singkang relatif singkang relatif singkang relatif singkang relatif singkat menjelangat menjelangat menjelangat menjelangat menjelang
akhir tahun anggaran.akhir tahun anggaran.akhir tahun anggaran.akhir tahun anggaran.akhir tahun anggaran.     Hal ini disebabkan karena siklus anggaran yang tidak ditepati secara baik, di mana selalu
terjadi keterlambatan dalam pengesahan APBD, APBD tambahan, dan Perhitungan/ Pertanggungjawaban
APBD.Keterlambatan ini menciptakan situasi yang kurang kondusif bagi SKPD dalam melaksanakan programnya,
karena ketersediaan waktu yang relatif sempit. Akibatnya banyak program yang dilaksanakan hanya untuk
mengejar target penyerapan anggaran, sementara aspek proses dan kinerja program kurang mendapat perhatian.

PPPPPeraturan perundangan teraturan perundangan teraturan perundangan teraturan perundangan teraturan perundangan terererererkkkkkait pengelolaan kait pengelolaan kait pengelolaan kait pengelolaan kait pengelolaan keuangan daerah mengalami perubahan teuangan daerah mengalami perubahan teuangan daerah mengalami perubahan teuangan daerah mengalami perubahan teuangan daerah mengalami perubahan terus-menerus hanerus-menerus hanerus-menerus hanerus-menerus hanerus-menerus hanyyyyyaaaaa
dalam beberapa tahun tdalam beberapa tahun tdalam beberapa tahun tdalam beberapa tahun tdalam beberapa tahun terakhirerakhirerakhirerakhirerakhir. . . . . Dalam lima tahun terakhir, pemerintah pusat telah mengeluarkan sejumlah
peraturan perundangan baru terkait perencanaan dan penganggaran daerah, antara lain tentang keuangan negara
(UU No. 17/2003), perbendaharaan negara (UU No. 1/2004), sistem perencanaan pembangunan nasional (UU
No. 25/2004), otonomi daerah (UU. No 32/2004) dan perimbangan keuangan (UU No. 33/2004).  Berbagai
peraturan perundangan ini, berikut peraturan-peraturan turunannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupun
Peraturan dan Keputusan Menteri, telah merubah secara mendasar berbagai aspek pelaksanaan pengelolaan
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keuangan daerah, baik dalam aspek perencanaan dan penganggaran, manajemen kas, maupun dalam aspek
pengadaan, manajemen aset.

Di NTTDi NTTDi NTTDi NTTDi NTT, seluruh pemerintah daerah y, seluruh pemerintah daerah y, seluruh pemerintah daerah y, seluruh pemerintah daerah y, seluruh pemerintah daerah yang dikang dikang dikang dikang dikaji menamaji menamaji menamaji menamaji menampakkpakkpakkpakkpakkan kan kan kan kan kesulitannesulitannesulitannesulitannesulitannyyyyya dalam merespons perubahan-a dalam merespons perubahan-a dalam merespons perubahan-a dalam merespons perubahan-a dalam merespons perubahan-
perubahan cepat dalam berbagai peraturan perundangan di tingkperubahan cepat dalam berbagai peraturan perundangan di tingkperubahan cepat dalam berbagai peraturan perundangan di tingkperubahan cepat dalam berbagai peraturan perundangan di tingkperubahan cepat dalam berbagai peraturan perundangan di tingkat nasional tat nasional tat nasional tat nasional tat nasional tererererersebut.sebut.sebut.sebut.sebut.     Sebagai contoh, sampai
pada pertengahan tahun 2008 hanya Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS)  dan Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berhasil menyelesaikan peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan
keuangan daerah sesuai yang dipersyaratkan oleh Peraturan Pemerintah No 58/2005 jo Peraturan Menteri
Dalam Negeri (Permendagri) No.13 tahun 2007  tentang pengelolaan keuangan daerah.

PPPPPada umumnada umumnada umumnada umumnada umumnyyyyya, pemerintah daerah di NTT (pra, pemerintah daerah di NTT (pra, pemerintah daerah di NTT (pra, pemerintah daerah di NTT (pra, pemerintah daerah di NTT (prooooovinsi dan kvinsi dan kvinsi dan kvinsi dan kvinsi dan kabupatabupatabupatabupatabupaten/ken/ken/ken/ken/kooooota) tta) tta) tta) tta) telah berupaelah berupaelah berupaelah berupaelah berupayyyyya menurunka menurunka menurunka menurunka menurunkan poran poran poran poran porsisisisisi
alokalokalokalokalokasi belanja aparatur dalam lima tahun tasi belanja aparatur dalam lima tahun tasi belanja aparatur dalam lima tahun tasi belanja aparatur dalam lima tahun tasi belanja aparatur dalam lima tahun terakhirerakhirerakhirerakhirerakhir.....     Sebagaimana telah disebutkan di dalam Bab 3, porsi alokasi
belanja aparatur turun dari 48% pada tahun 2003 menjadi 42% pada tahun 2007.

PPPPPelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan Peraturan Peraturan Peraturan Peraturan Peraturan Pemerintah No. 4emerintah No. 4emerintah No. 4emerintah No. 4emerintah No. 41/2001/2001/2001/2001/2007 t7 t7 t7 t7 terbukti dapat meningkerbukti dapat meningkerbukti dapat meningkerbukti dapat meningkerbukti dapat meningkatkatkatkatkatkan efan efan efan efan efisiensi birisiensi birisiensi birisiensi birisiensi birokokokokokasi dan mengurangiasi dan mengurangiasi dan mengurangiasi dan mengurangiasi dan mengurangi
porporporporporsi aloksi aloksi aloksi aloksi alokasi belanja aparaturasi belanja aparaturasi belanja aparaturasi belanja aparaturasi belanja aparatur.....     PP 41/2007 tentang struktur organisasi pemerintah daerah mengatur tentang
jumlah minimum dan  maksimum unit kerja (SKPD) dalam suatu pemerintah daerah, berdasarkan variabel  jumlah
penduduk, luas wilayah dan besar APBD pemerintah daerah yang bersangkutan. Sejauh ini, penerapan PP ini
berdampak positif di Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang merupakan kabupaten pertama yang
mengimplementasikan PP ini melalui Perda No. 19 s/d No. 22 tahun 2007 tentang  pembentukan organisasi dan
tata kerja di pemerintah kabupaten. Penerapan PP No. 41/2007 berdampak pada penurunan jumlah struktur
eselon dari 1106 menjadi 887 yang berimplikasi pada penurunan belanja gaji sebesar Rp 2 milyar atau sekitar
0,4% dari total pengeluaran (Tabel 5).

TABEL 5.TABEL 5.TABEL 5.TABEL 5.TABEL 5.      Pengeluaran untuk Gaji Pegawai Negeri di Kabupaten Timor Tengah Selatan

KKKKKesimpulan:esimpulan:esimpulan:esimpulan:esimpulan:
PrPrPrPrProses perencanaan dan penganggaran masih jauh dari efoses perencanaan dan penganggaran masih jauh dari efoses perencanaan dan penganggaran masih jauh dari efoses perencanaan dan penganggaran masih jauh dari efoses perencanaan dan penganggaran masih jauh dari efektif.ektif.ektif.ektif.ektif.     Walaupun dokumen perencanaan
sudah memprioritaskan sektor-sektor tertentu, dokumen tersebut belum memberikan panduan yang
jelas untuk melimplementasikan rencana-rencana tersebut. Selain itu, realisasi anggaran masih jauh
dari efektif karena mayoritas belanja publik atau langsung dilakukan pada akhir tahun anggaran.

Sama halnSama halnSama halnSama halnSama halnyyyyya dengan daerah lain, pemerintah-pemerintah daerah di NTT juga menghadapi ka dengan daerah lain, pemerintah-pemerintah daerah di NTT juga menghadapi ka dengan daerah lain, pemerintah-pemerintah daerah di NTT juga menghadapi ka dengan daerah lain, pemerintah-pemerintah daerah di NTT juga menghadapi ka dengan daerah lain, pemerintah-pemerintah daerah di NTT juga menghadapi kesulitanesulitanesulitanesulitanesulitan
dalam mengikdalam mengikdalam mengikdalam mengikdalam mengikuti perubahan berbagai peraturan di bidang pengelolaan kuti perubahan berbagai peraturan di bidang pengelolaan kuti perubahan berbagai peraturan di bidang pengelolaan kuti perubahan berbagai peraturan di bidang pengelolaan kuti perubahan berbagai peraturan di bidang pengelolaan keuangan daerah.euangan daerah.euangan daerah.euangan daerah.euangan daerah.     Hal ini
terutama disebabkan oleh cepatnya pergantian peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat yang

Sumber: Bagian organisasi Pemda TTS
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tidak segera diikuti dengan perubahan regulasi pelaksananya, selain karena lemahnya kapasitas
aparatur daerah dalam menyiapkan peraturan turunannya di daerah (legislative drafting).

NTT tNTT tNTT tNTT tNTT telah membuat kelah membuat kelah membuat kelah membuat kelah membuat kemajuan penting dalam meningkemajuan penting dalam meningkemajuan penting dalam meningkemajuan penting dalam meningkemajuan penting dalam meningkatkatkatkatkatkan efan efan efan efan efisiensi birisiensi birisiensi birisiensi birisiensi birokrasinokrasinokrasinokrasinokrasinyyyyya. a. a. a. a. Secara umum,
NTT berhasil mengurangi proporsi pengeluaran aparaturnya. Pada tingkat kabupaten/kota, Kabupaten
Timor Tengah Selatan telah siap secara de jure  melakukan restrukturalisasi kelembagaannya dengan
telah menetapkan regulasi daerah  tentang organisasi dan tata kerja kelembagaannya bahkan
dampaknya  menunjukkan keberhasilannya mengurangi belanja gaji  apabila  baik secara de jure dan
de facto menerapkan regulasi-regulasi daerah dimaksud sebagai implementasi lanjutan dari PP 41/
2007.

RRRRRekekekekekomendasi:omendasi:omendasi:omendasi:omendasi:
PPPPPemerintah daerah di premerintah daerah di premerintah daerah di premerintah daerah di premerintah daerah di prooooovinsi NTT perlu memvinsi NTT perlu memvinsi NTT perlu memvinsi NTT perlu memvinsi NTT perlu memperbaiki dokperbaiki dokperbaiki dokperbaiki dokperbaiki dokumen perencanaan dan siklusumen perencanaan dan siklusumen perencanaan dan siklusumen perencanaan dan siklusumen perencanaan dan siklus
penganggaran. penganggaran. penganggaran. penganggaran. penganggaran. Untuk dokumen perencanaan, perlu dibangun suatu rencana program dan kegiatan
yang terpadu serta indikator-indikator terukur dan realistis yang dapat memonitor pelaksanaan.
Langkah awal untuk memperbaiki siklus penganggaran adalah dengan menetapkan APBD sebelum
dimulainya suatu tahun anggaran dan APBD Perubahan sebelum dimulainya kuartal keempat dari
tahun anggaran yang bersangkutan.

PPPPPemerintah Premerintah Premerintah Premerintah Premerintah Prooooovinsi NTT harus merespons secara cepat perubahan regulasi nasional tvinsi NTT harus merespons secara cepat perubahan regulasi nasional tvinsi NTT harus merespons secara cepat perubahan regulasi nasional tvinsi NTT harus merespons secara cepat perubahan regulasi nasional tvinsi NTT harus merespons secara cepat perubahan regulasi nasional tentangentangentangentangentang
pengelolaan kpengelolaan kpengelolaan kpengelolaan kpengelolaan keuangan Negara. euangan Negara. euangan Negara. euangan Negara. euangan Negara. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui upaya
peningkatan kapasitas legislative drafting bagi aparaturnya, sehingga dapat secara cepat pula merubah
atau menciptakan perda tentang pengelolaan keuangan daerah sesuai perubahan regulasi nasional.

PPPPPemerintah premerintah premerintah premerintah premerintah prooooovinsi dan kvinsi dan kvinsi dan kvinsi dan kvinsi dan kabupatabupatabupatabupatabupaten/ken/ken/ken/ken/kooooota di NTT disarankta di NTT disarankta di NTT disarankta di NTT disarankta di NTT disarankan segera mengiman segera mengiman segera mengiman segera mengiman segera mengimplementasikplementasikplementasikplementasikplementasikan PP no.an PP no.an PP no.an PP no.an PP no.
444441/2001/2001/2001/2001/20077777. . . . .  Sebagai langkah awal implementasi  PP tersebut, dapat dilakukan suatu kajian akademis
mengenai struktur dan tata kerja yang  paling optimal berdasarkan kondisi daerah setempat untuk
menciptakan regulasi daerah tentang pembentukan organisasi dan tata kerja perangkat daerah.
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8
Tantangan
Pembangunan NTT

8.8.8.8.8.11111. Gender. Gender. Gender. Gender. Gender
Meskipun pemerintah prMeskipun pemerintah prMeskipun pemerintah prMeskipun pemerintah prMeskipun pemerintah prooooovinsi dan 7 pemerintah kvinsi dan 7 pemerintah kvinsi dan 7 pemerintah kvinsi dan 7 pemerintah kvinsi dan 7 pemerintah kabupatabupatabupatabupatabupaten/ken/ken/ken/ken/kooooota lokta lokta lokta lokta lokasi studi kasi studi kasi studi kasi studi kasi studi kasus memiliki prasus memiliki prasus memiliki prasus memiliki prasus memiliki program yogram yogram yogram yogram yangangangangang
ttttterererererkkkkkait dengan isu genderait dengan isu genderait dengan isu genderait dengan isu genderait dengan isu gender, han, han, han, han, hanyyyyya Pa Pa Pa Pa Pemerintah Kemerintah Kemerintah Kemerintah Kemerintah Kabupatabupatabupatabupatabupaten Sumba Barat yen Sumba Barat yen Sumba Barat yen Sumba Barat yen Sumba Barat yang menang menang menang menang menyyyyyebutkebutkebutkebutkebutkan secara spesifan secara spesifan secara spesifan secara spesifan secara spesifikikikikik
matmatmatmatmateri teri teri teri teri tentang gender di dalam visi maupun tujuan-tujuan pembangunannentang gender di dalam visi maupun tujuan-tujuan pembangunannentang gender di dalam visi maupun tujuan-tujuan pembangunannentang gender di dalam visi maupun tujuan-tujuan pembangunannentang gender di dalam visi maupun tujuan-tujuan pembangunannyyyyya. a. a. a. a. Tantangan lain dalam
mengarusutamakan  gender dimana kebanyakan program-program pemerintah tidak mengukur dampak yang
berbeda antara laki-laki dan perempuan, yang menyulitkan upaya untuk menilai siapa yang menerima benefit
dari pengeluaran pemerintah yang tidak diarahkan secara khusus (non-targeted spending) yang umumnya meliputi
sebagian besar dari pengeluaran. Memang pada semua lokasi studi kasus pemerintah mengalokasikan dana
untuk program-program gender yang ditargetkan khusus (gender targeted programs), namun terdapat variasi
yang cukup besar antar kabupaten/kota dalam jumlah yang dialokasikan. Dalam konteks ini Kabupaten Sumba
Barat memiliki tingkat pengeluaran tertinggi, sebesar Rp 4,3 milyar dari belanja modalnya, sementara TTS memiliki
alokasi terendah, hanya Rp 568 juta (gambar 33)5. Alokasi yang signifikan ini konsisten dengan komitmen eskplisit
Kabupaten Sumba Barat yang tertuang dalam dokumen RPJMD.

5 Program yang digolongkan sebagai program-program gender yang ditargetkan khusus (targeted gender programs) didasarkan pada rumusan penamaan
program pada APBD 2006.

GAMBAR 33.GAMBAR 33.GAMBAR 33.GAMBAR 33.GAMBAR 33. Tingkat alokasi dana untuk program-program gender yang ditargetkan khusus yang sangat beragam antar
kabupaten/kota di tahun 2006.

Sumber:Database
NTT PEA, Tim
PEACH NTT (2009)
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Di NTTDi NTTDi NTTDi NTTDi NTT, k, k, k, k, kelomelomelomelomelompok laki-laki mempok laki-laki mempok laki-laki mempok laki-laki mempok laki-laki memperperperperperoleh akses yoleh akses yoleh akses yoleh akses yoleh akses yang sedikit lebih tinggi dibandingkang sedikit lebih tinggi dibandingkang sedikit lebih tinggi dibandingkang sedikit lebih tinggi dibandingkang sedikit lebih tinggi dibandingkan kan kan kan kan kelomelomelomelomelompok perempok perempok perempok perempok perempuan,puan,puan,puan,puan,
ttttteeeeetapi untuk jenjang pendidiktapi untuk jenjang pendidiktapi untuk jenjang pendidiktapi untuk jenjang pendidiktapi untuk jenjang pendidikan, kan, kan, kan, kan, kedua kedua kedua kedua kedua kelomelomelomelomelompok ini tidak menunjukkpok ini tidak menunjukkpok ini tidak menunjukkpok ini tidak menunjukkpok ini tidak menunjukkan banan banan banan banan banyyyyyak perbedaan.ak perbedaan.ak perbedaan.ak perbedaan.ak perbedaan.     Prosentase
perempuan yang tidak pernah bersekolah (13%) lebih tinggi daripada laki-laki (8%). Data ini mungkin dapat
menjelaskan mengapa lebih banyak proporsi perempuan yang buta huruf (14%) dibandingkan laki-laki (10%).
Secara umum, rata-rata laki-laki juga mengecap pendidikan yang lebih lama (6,6 tahun) dibandingkan perempuan
(6 tahun). Tingkat pendidikan laki-laki dan perempuan dapat dikatakan hampir sama untuk pendidikan dasar
dan menengah pertama, meskipun kemudian perempuan agak sedikit lebih sedikit untuk pendidikan menengah
atas dan pendidikan tinggi (gambar 34).

GAMBAR 34.GAMBAR 34.GAMBAR 34.GAMBAR 34.GAMBAR 34. Indikator terpilah sektor pendidikan (2006).

Sumber: Data-
base PEA NTT,
Tim PEACH NTT
(2009)

WWWWWalaupun tingkalaupun tingkalaupun tingkalaupun tingkalaupun tingkat pendidikat pendidikat pendidikat pendidikat pendidikannannannannannyyyyya tidak bana tidak bana tidak bana tidak bana tidak banyyyyyak berbeda, jumlah angkak berbeda, jumlah angkak berbeda, jumlah angkak berbeda, jumlah angkak berbeda, jumlah angkatan katan katan katan katan kerja peremerja peremerja peremerja peremerja perempuan jauh lebih sedikitpuan jauh lebih sedikitpuan jauh lebih sedikitpuan jauh lebih sedikitpuan jauh lebih sedikit
dibandingkdibandingkdibandingkdibandingkdibandingkan laki-laki.an laki-laki.an laki-laki.an laki-laki.an laki-laki.     Diperkirakan jumlah angkatan kerja perempuan hanya sebanyak 65%, perbedaan yang
sangat signifikan dibanding proporsi laki-laki yang mencapai 85%. Perempuan juga cenderung bekerja dalam
jumlah jam kerja yang lebih sedikit dibanding laki-laki, yang mengindikasikan pekerjaan mereka lebih bersifat
paruh waktu. Gambar 31 menampilkan proporsi perempuan berusia di atas 15 tahun yang bekerja hingga 24
jam per minggu ternyata jauh lebih banyak dibanding laki-laki. Sebagaimana terlihat pada gambar, dengan
bertambahnya jam kerja, justru proporsi laki-laki yang bekerja bertambah dalam jumlah jauh lebih tinggi dari
perempuan.

GAMBAR 35.GAMBAR 35.GAMBAR 35.GAMBAR 35.GAMBAR 35. Jam kerja perempuan dewasa (15 tahun keatas) lebih sedikit dari pada laki-laki.

Sumber: BPS, NTT
Provincial Statistics
Report (2007)
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KKKKKeeeeetidakseimbangan jumlah laki-laki dan peremtidakseimbangan jumlah laki-laki dan peremtidakseimbangan jumlah laki-laki dan peremtidakseimbangan jumlah laki-laki dan peremtidakseimbangan jumlah laki-laki dan perempuan pada angkpuan pada angkpuan pada angkpuan pada angkpuan pada angkatan katan katan katan katan kerja ini juga terja ini juga terja ini juga terja ini juga terja ini juga terlihat di dalam birerlihat di dalam birerlihat di dalam birerlihat di dalam birerlihat di dalam birokrasiokrasiokrasiokrasiokrasi
pemerintah di NTTpemerintah di NTTpemerintah di NTTpemerintah di NTTpemerintah di NTT.....      Pada tahun 2007 jumlah perempuan pada posisi eselon 2, 3 dan 4 di seluruh jajaran
birokrasi di NTT hanyalah 26%. Tabel 6 juga menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang eselon semakin sedikit
pula jumlah perempuan pada posisi-posisi birokrasi tersebut.

TABEL 6.TABEL 6.TABEL 6.TABEL 6.TABEL 6.      Makin tinggi jenjang eselon makin sedikit pula jumlah perempuan

Laki-LakiLaki-LakiLaki-LakiLaki-LakiLaki-Laki Laki-Laki (%)Laki-Laki (%)Laki-Laki (%)Laki-Laki (%)Laki-Laki (%) PPPPPeremeremeremeremerempuanpuanpuanpuanpuan PPPPPeremeremeremeremerempuan (%)puan (%)puan (%)puan (%)puan (%)

Eselon 1 1 100 0 0
Eselon 2 43 88 6 12
Eselon 3 192 85 35 15
Eselon 4 476 70 205 30

Total 712 74 246 26

Sumber: BPS, NTT Dalam Angka, 2007

Secara rata-rata, hanSecara rata-rata, hanSecara rata-rata, hanSecara rata-rata, hanSecara rata-rata, hanyyyyya ema ema ema ema empat dari sepuluh wpat dari sepuluh wpat dari sepuluh wpat dari sepuluh wpat dari sepuluh wanita yanita yanita yanita yanita yang melahirang melahirang melahirang melahirang melahirkkkkkan di NTT dibantu oleh tan di NTT dibantu oleh tan di NTT dibantu oleh tan di NTT dibantu oleh tan di NTT dibantu oleh tenaga medis.enaga medis.enaga medis.enaga medis.enaga medis.     Salah
satu isu kesehatan yang penting bagi kelompok perempuan adalah hanya 43% jumlah kelahiran di NTT yang
dibantu oleh tenaga medis. Jumlah ini sangat jauh dibawah rata-rata nasional dan provinsi tetangganya, NTB
(62%) dan Maluku (46%). Jumlah tersebut juga sangat bervariasi antar kabupaten/kota. Sebagai contoh, jumlah
kelahiran yang dibantu oleh tenaga medis di Kota Kupang (60%) lebih tinggi hampir empat kali lipat disbanding
TTS (16%) (gambar36). Angka ini konsisten dengan kecenderungan yang ditemukan pada provinsi lain, dimana
tenaga medis lebih terkonsentrasi di kawasan perkotaan. Analisa Pengeluaran Publik di Sektor Kesehatan yang
dilakukan oleh Bank Dunia (2008) menemukan bahwa kebanyakan tenaga medis pemerintah di kawasan
perkotaan juga mencari tambahan penghasilan dari praktek swasta. Hal ini disebabkan oleh peluang mencari
tambahan penghasilan yang lebih baik di kawasan perkotaan yang memiliki permintaan yang lebih tinggi terhadap
pelayanan kesehatan swasta.

GAMBAR 36.GAMBAR 36.GAMBAR 36.GAMBAR 36.GAMBAR 36. Proporsi kelahiran yang dibantu tenaga medis bervariasi secara signifikan antar kabupaten/kota.

Sumber: BPS, Laporan Statistika Sosial dan Kependudukan (2006)
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8.2.8.2.8.2.8.2.8.2. KKKKKemiskinan, raemiskinan, raemiskinan, raemiskinan, raemiskinan, rawwwwwan pangan,an pangan,an pangan,an pangan,an pangan,
dan penganggurandan penganggurandan penganggurandan penganggurandan pengangguran

Isu lokIsu lokIsu lokIsu lokIsu lokal yal yal yal yal yang mendapat perang mendapat perang mendapat perang mendapat perang mendapat perhatian Phatian Phatian Phatian Phatian Pemerintah Premerintah Premerintah Premerintah Premerintah Prooooovinsi NTT melalui Belanja Daerah adalah Kvinsi NTT melalui Belanja Daerah adalah Kvinsi NTT melalui Belanja Daerah adalah Kvinsi NTT melalui Belanja Daerah adalah Kvinsi NTT melalui Belanja Daerah adalah Kemiskinan, Raemiskinan, Raemiskinan, Raemiskinan, Raemiskinan, Rawwwwwananananan
PPPPPangan dan Pangan dan Pangan dan Pangan dan Pangan dan Pengangguranengangguranengangguranengangguranengangguran. Pilihan terhadap tiga isu lokal tersebut terkait erat dengan kondisi riil NTT, di mana
angka kemiskinan, kejadian rawan pangan dan pengangguran cukup menonjol setiap tahunnya.

Jumlah rumah tangga miskin di NTT dalam beberapa wJumlah rumah tangga miskin di NTT dalam beberapa wJumlah rumah tangga miskin di NTT dalam beberapa wJumlah rumah tangga miskin di NTT dalam beberapa wJumlah rumah tangga miskin di NTT dalam beberapa waktu taktu taktu taktu taktu terakhir ini cenderung meningkerakhir ini cenderung meningkerakhir ini cenderung meningkerakhir ini cenderung meningkerakhir ini cenderung meningkat. at. at. at. at. Pada tahun
2004 persentasi penduduk miskin di NTT lebih banyak dari provinsi NTB, namun sedikit lebih rendah  dari
prosesntase penduduk miskin provinsi Maluku. Kondisi ini cenderung tidak berubah selama kurun waktu tahun
2004 sampai tahun 2006. Persentasi penduduk miskin provinsi NTT jauh lebih besar dari rata-rata persentase
penduduk miskin pada tingkat nasional.

GAMBAR 3GAMBAR 3GAMBAR 3GAMBAR 3GAMBAR 377777..... Penduduk Miskin di NTT, NTB, Maluku dan Nasional, 2004-2006.

Sumber: Database NTT-PEA, Tim PEACH NTT (2009)

PPPPPemerintah premerintah premerintah premerintah premerintah prooooovinsi NTT bervinsi NTT bervinsi NTT bervinsi NTT bervinsi NTT berkkkkkomitmen menanggulangi  komitmen menanggulangi  komitmen menanggulangi  komitmen menanggulangi  komitmen menanggulangi  kemiskinan secara melembaga di daerah ini.emiskinan secara melembaga di daerah ini.emiskinan secara melembaga di daerah ini.emiskinan secara melembaga di daerah ini.emiskinan secara melembaga di daerah ini.     Sejalan
dengan kebijakan pemerintah pusat melalui Peraturan Presden No. 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan (TKPK). Untuk itu Pemerintah Provinsi NTTmembentuk Komite Penanggulangan
Kemiskinan Pemerintah Provinsi NTT sejak tahun 2002, yang  namanya dirubah lagi menjadi Tim  Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Provinsi  NTT  dengan  Keputusan Gubernur NTT No. 44/KEP/HK/2007 tanggal 2
Februari 2007.

Anggaran untuk membiaAnggaran untuk membiaAnggaran untuk membiaAnggaran untuk membiaAnggaran untuk membiayyyyyai berbagai prai berbagai prai berbagai prai berbagai prai berbagai program  penanggulangan kogram  penanggulangan kogram  penanggulangan kogram  penanggulangan kogram  penanggulangan kemiskinan di NTT beremiskinan di NTT beremiskinan di NTT beremiskinan di NTT beremiskinan di NTT bersumber dari APBD Prsumber dari APBD Prsumber dari APBD Prsumber dari APBD Prsumber dari APBD Prooooovinsivinsivinsivinsivinsi
NTT dan dari pemerintah pusat melalui APBNNTT dan dari pemerintah pusat melalui APBNNTT dan dari pemerintah pusat melalui APBNNTT dan dari pemerintah pusat melalui APBNNTT dan dari pemerintah pusat melalui APBN. Dana dari APBD umumnya dipergunakan sebagai dana
pendampingan, penguatan kelembagaan orang miskin, perjalanan dinas, akomodasi, honor para petugas SKPD
yang melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan berbagai program kemiskinan yang ada. Dengan kata lain
dana APBD itu  lebih banyak dipergunakan bagi keperluan para petugas dan bukan langsung solusi masalah
masyarakat miskin.  Ada juga SKPD menggunakan nomenklatur anggaran kemiskinan, namun peruntukannya
bukan untuk solusi masalah tersebut, melainkan untuk perjalanan dinas, akomodasi, honor petugas monitoring
pelaksanaan serta evaluasi program tersebut, dan sebagainya . Misalnya program pendataan keluarga miskin
dari BPMD Prov. NTT.
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GAMBAR 38.GAMBAR 38.GAMBAR 38.GAMBAR 38.GAMBAR 38. Belanja daerah untuk mengatasi kemiskinan Provinsi NTT.

Sumber:Database NTT-PEA, Tim PEACH NTT (2009)

PrPrPrPrProoooovinsi NTT merupakvinsi NTT merupakvinsi NTT merupakvinsi NTT merupakvinsi NTT merupakan salah satu daerah yan salah satu daerah yan salah satu daerah yan salah satu daerah yan salah satu daerah yang sering mengalami kang sering mengalami kang sering mengalami kang sering mengalami kang sering mengalami kekekekekekurangan atau  raurangan atau  raurangan atau  raurangan atau  raurangan atau  rawwwwwan panganan panganan panganan panganan pangan. Keadaan
ini berkaitan dengan kondisi alam  NTT yang kering karena kekurangan sumber air, mengakibatkan para petani
sering mengalami gagal tanam dan atau gagal panen. Sebagai akibat lanjutannya, masyarakat sering mengalami
rawan pangan. Data dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Badan Bimas Ketahanan
Pangan Prov. NTT, menunjukkan bahwa jumlah produksi pangan di NTT dalam lima tahun  terakhir secara agregat
terjadi surplus.  Di pihak lain,  berdasarkan  data yang ada memperlihatkan bahwa dalam lima tahun terakhhir,
penduduk NTT  yang mengalami rawan pangan dan gizi buruk terus meningkat jumlahnya.

Masalah raMasalah raMasalah raMasalah raMasalah rawwwwwan pangan yan pangan yan pangan yan pangan yan pangan yang sering tang sering tang sering tang sering tang sering terjadi di NTT  terjadi di NTT  terjadi di NTT  terjadi di NTT  terjadi di NTT  terutama di daerah pererutama di daerah pererutama di daerah pererutama di daerah pererutama di daerah perdesaandesaandesaandesaandesaan. Dengan demikian kebijakan
pemerintah untuk diversifikasi pangan pokok di Indonesia termasuk di NTT belum sepenuhnya berhasil.
Masayarakat  sampai kini masih tetap  menggunakan  beras sebagai pangan pokok. Data dari Dinas Pertanian
Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Badan Bimas Ketahanan Pangan Prov. NTT menunjukkan bahwa yang
kekurangan pangan di NTT adalah pangan yang berasal dari padi (beras). Pergeseran pola konsumsi pangan
pokok dari dari jagung menjadi beras, semata-mata karena faktor gengsi dan bukan terletak pada kandungan
nilai gizi, energi, dan sebagainya.

PPPPPemerintah Premerintah Premerintah Premerintah Premerintah Prooooovinsi NTT tvinsi NTT tvinsi NTT tvinsi NTT tvinsi NTT telah mengambil berbagai kelah mengambil berbagai kelah mengambil berbagai kelah mengambil berbagai kelah mengambil berbagai kebijakebijakebijakebijakebijakan untuk penanggulangan raan untuk penanggulangan raan untuk penanggulangan raan untuk penanggulangan raan untuk penanggulangan rawwwwwan pangan denganan pangan denganan pangan denganan pangan denganan pangan dengan
melakmelakmelakmelakmelakukukukukukan identifan identifan identifan identifan identifikikikikikasi dan pemeasi dan pemeasi dan pemeasi dan pemeasi dan pemetaan loktaan loktaan loktaan loktaan lokasi daerah yasi daerah yasi daerah yasi daerah yasi daerah yang sering mengalami bencanaang sering mengalami bencanaang sering mengalami bencanaang sering mengalami bencanaang sering mengalami bencana. Program yang
dikembangkan yaitu pengembangan sarana dan prasarana usahatani, pengembangan teknologi dan optimalisasi
lahan kering, pelatihan petani, diversifikasi usaha produktif, pengembangan, sosialisasi dan promosi pangan
pangan lokal  (umbi-umbian, pisang dan lain-lain), peningkatan  pengendalian hama secara terpadu serta intervensi
ke daerah yang terkena rawan pangan melalui bantuan langsung kepada masyarakat. Namun hasilnya  belum
memuaskan.

Dalam mengantisipasi raDalam mengantisipasi raDalam mengantisipasi raDalam mengantisipasi raDalam mengantisipasi rawwwwwan pangan Pan pangan Pan pangan Pan pangan Pan pangan Pemerintah Premerintah Premerintah Premerintah Premerintah Prooooovinsi NTT tvinsi NTT tvinsi NTT tvinsi NTT tvinsi NTT telah membentuk Deelah membentuk Deelah membentuk Deelah membentuk Deelah membentuk Dewwwwwan Kan Kan Kan Kan Keeeeetahanan Ptahanan Ptahanan Ptahanan Ptahanan Pangananganangananganangan
(DKP) Pr(DKP) Pr(DKP) Pr(DKP) Pr(DKP) Prooooovinsi NTT sejak tahun  2002vinsi NTT sejak tahun  2002vinsi NTT sejak tahun  2002vinsi NTT sejak tahun  2002vinsi NTT sejak tahun  2002. Lembaga ini dibentuk sebagai tindak lanjut  dari  Keputusan Presiden No.
132 Tahun 2001 tentang Dewan Ketahanan Pangan. Dewan Ketahanan Pangan Prov. NTT dibentuk dengan
Keputusan Gubernur NTT No. No. 93/KEP/HK/2002 kemudian diganti Keputusan Gubernur NTT No. 131/KEP/
HK/2003 tanggal 26 Mei 2003.  Dalam menjalankan tugasnya DKP dibantu oleh Sekretariat dan Kelompok
Kerja (Pokja) sebagai berikut: Sekretariat DKP secara ex-officio dilaksanakan oleh Badan Bimas Ketahanan Pangan
Prov. NTT. Sedangkan Pokja-Pokja sebagai berikut :
1. Pokja Produksi Pangan diketuai oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. NTT

dibantu sekretaris dan anggota sebanyak 15 unit kerja termasuk LSM.
2. Pokja Pengendalian Distribusi dan Pemantauan Harga diketuai oleh Kepala Dinas Perindag Prov. NTT dibantu

sekretaris dan anggota sebanyak 13 unit dan subunit kerja pemerintah.
3. Pokja Diversifikasi Pangan dan Gizi diketuai oleh Kepala Dinas Kesehatan Prov. NTT dibantu sekretaris dan

anggota sebanyak 8 sub unit kerja pemerintah termasuk Ketua PHRI NTT.
4. Pokja Pengawasan Mutu, Kewaspadaan Pangan dan Gizi diketuai oleh Kepala Dinas Sosial Prov. NTT  dibantu

sekretaris dan anggota sebanyak 14 sub unit kerja  pemerintah termasuk Ketua YLKI Wilayah NTT
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5. Pokja Prasarana dan Sarana Pendukung diketuai Kepala Dinas Kimpraswil Prov. NTT dibantu sekretaris
dan anggota sebanyak 14 unit dan sub unit kerja pemerintah.

Anggaran untuk  peningkAnggaran untuk  peningkAnggaran untuk  peningkAnggaran untuk  peningkAnggaran untuk  peningkatan katan katan katan katan keeeeetahanan pangan di NTT berasal dari dua sumber ytahanan pangan di NTT berasal dari dua sumber ytahanan pangan di NTT berasal dari dua sumber ytahanan pangan di NTT berasal dari dua sumber ytahanan pangan di NTT berasal dari dua sumber yaitu : ABPD Praitu : ABPD Praitu : ABPD Praitu : ABPD Praitu : ABPD Prooooovinsi NTT danvinsi NTT danvinsi NTT danvinsi NTT danvinsi NTT dan
APBNAPBNAPBNAPBNAPBN. Namun, dana dari APBD relatif kecil dibandingkan dengan dana dekonsentrasi (APBN). Kecilnya  alokasi
anggaran dari APBD berhubungan kemampuan keuangan daerah yang masih terbatas dan kurangnya komitmen
pemerintah daerah membangun sektor pertanian sebagai tumpuan kehidupan  mayoritas masyarakat. Sejak
otonomi daerah diterapkan, pemerintah pusat telah menetapkan pertanian menjadi urusan pilihan, namun
Pemerintah Provinsi NTT dapat saja tetap menempatkan pembangunan sektor pertanian menjadi prioritas utama
agar daerah ini dapat memacu pertumbuhan produktivitas sektor pertanian, meningkatkan pendapatan petani
dan tidak lagi bergantung kepada pangan (beras) dari daerah lainnya. Perlu dijelaskan bahwa tidak semua dana
yang dialokasikan dari APBD dipergunakan untuk belanja publik, tetapi  sebagian besar dari anggaran tersebut
dipergunakan untuk belanja aparatur, sehingga dana yang benar-benar sampai ke masayarakat lebih sedikit dari
anggaran belanja publik yang dianggarkan.

GAMBAR 39.GAMBAR 39.GAMBAR 39.GAMBAR 39.GAMBAR 39.  Belanja daerah untuk rawan pangan Provinsi NTT.

Sumber:Database NTT-PEA, Tim PEACH NTT (2009)

PPPPPermasalahan kermasalahan kermasalahan kermasalahan kermasalahan keeeeetttttenagakenagakenagakenagakenagakerjaan di NTT cukerjaan di NTT cukerjaan di NTT cukerjaan di NTT cukerjaan di NTT cukup kup kup kup kup komomomomompleks menjadi beban bagi pemerintah NTTpleks menjadi beban bagi pemerintah NTTpleks menjadi beban bagi pemerintah NTTpleks menjadi beban bagi pemerintah NTTpleks menjadi beban bagi pemerintah NTT, sehingga, sehingga, sehingga, sehingga, sehingga
memerlukmemerlukmemerlukmemerlukmemerlukan penanganan yan penanganan yan penanganan yan penanganan yan penanganan yang seriusang seriusang seriusang seriusang serius. Kehadiran bekas pengungsi  Timor Timur di wilayah NTT sampai saat
penelitian ini belum dapat diselesaikan secara tuntas. Untuk menanggulangi pengangguran terbuka ini,
sesungguhnya bukanlah semata-mata merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah NTT saja, melainkan juga
tanggung jawab semua komponen masyarakat di daerah ini. Namun, pemerintah harus tetap menjadi pelopor
dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat dengan mendorong bertumbuhnya investasi dan memacu
pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

UUUUUntuk membiantuk membiantuk membiantuk membiantuk membiayyyyyai prai prai prai prai program penanggulangan pengangguran, Pogram penanggulangan pengangguran, Pogram penanggulangan pengangguran, Pogram penanggulangan pengangguran, Pogram penanggulangan pengangguran, Pemerintah Premerintah Premerintah Premerintah Premerintah Prooooovinsi NTT mengalokvinsi NTT mengalokvinsi NTT mengalokvinsi NTT mengalokvinsi NTT mengalokasikasikasikasikasikan danaan danaan danaan danaan dana
APBD seAPBD seAPBD seAPBD seAPBD setiap tahunntiap tahunntiap tahunntiap tahunntiap tahunnyyyyyaaaaa. Hal ini sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi NTT untuk penanggulangan
pengangguran di  daerah ini.  Alokasi anggaran untuk penanggulangan pengangguran di Provinsi NTT. Sebagian
besar anggaran untuk menanggulangi pengangguran di Prov. NTT berasal dari dana APBN. Sedangkan anggaran
yang dialokasikan dari dana APBD relatif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi NTT kurangnya
perhatian dan prioritas  terhadap tanggung jawab konstitusionalnya  untuk memberi pekerjaan dan penghidupan
yang layak bagi rakyatnya.



LAPORAN AKHIR 2009                    5353535353

GAMBAR 40.GAMBAR 40.GAMBAR 40.GAMBAR 40.GAMBAR 40. Belanja daerah untuk mengatasi pengangguran Provinsi NTT.

Sumber:Database NTT-PEA, Tim PEACH NTT (2009)

KKKKKesimpulan:esimpulan:esimpulan:esimpulan:esimpulan:
PPPPPermasalahan gender belum mendapatkermasalahan gender belum mendapatkermasalahan gender belum mendapatkermasalahan gender belum mendapatkermasalahan gender belum mendapatkan ruang yan ruang yan ruang yan ruang yan ruang yang memadai dalam dokang memadai dalam dokang memadai dalam dokang memadai dalam dokang memadai dalam dokumen perencanaanumen perencanaanumen perencanaanumen perencanaanumen perencanaan
prprprprprooooovinsi dan kvinsi dan kvinsi dan kvinsi dan kvinsi dan kabupatabupatabupatabupatabupaten/ken/ken/ken/ken/kooooota. ta. ta. ta. ta. Pada umumnya masalah gender disebutkan dalam analisis, tetapi
penjabarannya dalam program dan kegiatan sangat terbatas. KUA-APBD juga tidak menyebutkan gen-
der sebagai area program yang perlu mendapat perhatian dalam belanja pembangunan.

Dalam rangkDalam rangkDalam rangkDalam rangkDalam rangka menentuka menentuka menentuka menentuka menentukan apakan apakan apakan apakan apakah anggaran pemerintah pekah anggaran pemerintah pekah anggaran pemerintah pekah anggaran pemerintah pekah anggaran pemerintah peka ta ta ta ta terererererhadap perhadap perhadap perhadap perhadap persoalan ksoalan ksoalan ksoalan ksoalan keeeeetidaktidaktidaktidaktidakadilanadilanadilanadilanadilan
gendergendergendergendergender, perlu segera untuk membuat sist, perlu segera untuk membuat sist, perlu segera untuk membuat sist, perlu segera untuk membuat sist, perlu segera untuk membuat sistem pengumem pengumem pengumem pengumem pengumpulan data ypulan data ypulan data ypulan data ypulan data yang tang tang tang tang terererererpilah ypilah ypilah ypilah ypilah yang mamang mamang mamang mamang mampupupupupu
memmemmemmemmemperlihatkperlihatkperlihatkperlihatkperlihatkan perbedaan daman perbedaan daman perbedaan daman perbedaan daman perbedaan dampak prpak prpak prpak prpak program pemerintah togram pemerintah togram pemerintah togram pemerintah togram pemerintah terererererhadap khadap khadap khadap khadap kelomelomelomelomelompok laki-laki dan perempok laki-laki dan perempok laki-laki dan perempok laki-laki dan perempok laki-laki dan perempuan.puan.puan.puan.puan.
Hampir sama dengan wilayah lainnya di Indonesia, di NTT hampir tidak pernah dilakukan upaya untuk
menghitung berapa proporsi anggaran yang bermanfaat bagi kelompok laki-laki dan perempuan. Dengan
adanya data terpilah atas dasar laki-laki dan perempuan akan mempermudah pengembangan pro-
gram-program pembangunan yang mentargetkan perempuan, yang lebih terpinggirkan, sebagai
sasarannya. Hampir sama dengan membuat program yang menempatkan orang miskin sebagai sasaran,
program-program yang mentargetkan perempuan sebagai sasaran tersebut justru akan turut
memperbaiki tampilan indikator pembangunan manusia, lebih dari sekedar menciptakan manfaat yang
hanya khusus bagi perempuan.

KKKKKemiskinan, raemiskinan, raemiskinan, raemiskinan, raemiskinan, rawwwwwan pangan dan pengangguran masih merupakan pangan dan pengangguran masih merupakan pangan dan pengangguran masih merupakan pangan dan pengangguran masih merupakan pangan dan pengangguran masih merupakan masalah krusial yan masalah krusial yan masalah krusial yan masalah krusial yan masalah krusial yang dihadapiang dihadapiang dihadapiang dihadapiang dihadapi
pemerintah dan masypemerintah dan masypemerintah dan masypemerintah dan masypemerintah dan masyarakarakarakarakarakat NTTat NTTat NTTat NTTat NTT. TKPK dan DKP yang berwenang mengkoordinasikan semua progam
penanggulangan kemiskinan dan rawan pangan  belum dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara
efektif dan efisien. Karena status keduanya  sebagai lembaga non struktural, sehingga sulit melakukan
koordinasi  dengan dinas/badan yang mempunyai kaitan tugas penanggulangan kemiskinan dan rawan
pangan. Program penanggulangan kemiskinan dan rawan pangan serta pengangguran di Provinsi NTT
belum pernah dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kelemahannya. Alokasi dana
APBD dan APBN cukup besar untuk menanggulangi kemiskinan namun angka kemiskinan cenderung
meningkat.

RRRRRekekekekekomendasiomendasiomendasiomendasiomendasi
Gender perlu mendapat ruang yGender perlu mendapat ruang yGender perlu mendapat ruang yGender perlu mendapat ruang yGender perlu mendapat ruang yang cukang cukang cukang cukang cukup dalam rencana pembangunan, baik untuk jangkup dalam rencana pembangunan, baik untuk jangkup dalam rencana pembangunan, baik untuk jangkup dalam rencana pembangunan, baik untuk jangkup dalam rencana pembangunan, baik untuk jangka menengaha menengaha menengaha menengaha menengah
(RP(RP(RP(RP(RPJMD) maupun tahunan (RKPD).  JMD) maupun tahunan (RKPD).  JMD) maupun tahunan (RKPD).  JMD) maupun tahunan (RKPD).  JMD) maupun tahunan (RKPD).  Untuk menjamin perhatian yang memadai terhadap persoalan
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gender, maka pada tingkat SKPD, program yang disusun kemudian dihimpun menjadi RKPD perlu
memberi perhatian yang lebih besar tehadap gender.

PPPPPemerintah premerintah premerintah premerintah premerintah prooooovinsi NTT perlu membangun sistim infvinsi NTT perlu membangun sistim infvinsi NTT perlu membangun sistim infvinsi NTT perlu membangun sistim infvinsi NTT perlu membangun sistim informasi / data tormasi / data tormasi / data tormasi / data tormasi / data terererererpilah untuk prpilah untuk prpilah untuk prpilah untuk prpilah untuk proses perencanaan.oses perencanaan.oses perencanaan.oses perencanaan.oses perencanaan.
Data terpilah tersebut mesti digunakan sebagai salah satu syarat penting dalam perencanaan dan
penganggaran resnponsif gender. Data yang cukup memadai dapat dikembangkan dan dimanfaatkan
oleh setiap SKPD untuk memberikan layanan kepada publik yang responsif gender.

IndikIndikIndikIndikIndikatatatatator kinerja yor kinerja yor kinerja yor kinerja yor kinerja yang berbasis gender perlu secara spesifang berbasis gender perlu secara spesifang berbasis gender perlu secara spesifang berbasis gender perlu secara spesifang berbasis gender perlu secara spesifik ditik ditik ditik ditik diteeeeetapktapktapktapktapkan sebagai acuan dalaman sebagai acuan dalaman sebagai acuan dalaman sebagai acuan dalaman sebagai acuan dalam
mengukmengukmengukmengukmengukur kur kur kur kur keberebereberebereberhasilan pembangunanhasilan pembangunanhasilan pembangunanhasilan pembangunanhasilan pembangunan. Indikator semacam ini mestinya  digunakan untuk melihat
dampak keberhasilan pembangunan terhadap masyarakat secara lebih adil (baik terhadap kelompok
laki-laki maupun perempuan).

· MentargeMentargeMentargeMentargeMentargetktktktktkan perbaikan perbaikan perbaikan perbaikan perbaikan tingkan tingkan tingkan tingkan tingkat melek huruf di kat melek huruf di kat melek huruf di kat melek huruf di kat melek huruf di kalangan peremalangan peremalangan peremalangan peremalangan perempuan merupakpuan merupakpuan merupakpuan merupakpuan merupakan stratan stratan stratan stratan strategi yegi yegi yegi yegi yang tang tang tang tang tepatepatepatepatepat
dalam mengurangi tingkdalam mengurangi tingkdalam mengurangi tingkdalam mengurangi tingkdalam mengurangi tingkat buta huruf di NTTat buta huruf di NTTat buta huruf di NTTat buta huruf di NTTat buta huruf di NTT. . . . . Walaupun tingkat pendidikan perempuan tergolong sama
dengan laki-laki, mengingat proporsi perempuan yang tidak pernah mengecap pendidikan lebih tinggi
daripada laki-laki, maka tingkat buta huruf lebih banyak terjadi di kalangan perempuan. Karena kelompok
perempuan lebih terpinggirkan sebagaimana terlihat dalam indikator-indikator pendidikan, mentargetkan
perbaikan tingkat melek huruf di kalangan perempuan ini akan memberikan tingkat keuntungan investasi
di bidang pendidikan yang lebih tinggi.

PPPPPenelitian yenelitian yenelitian yenelitian yenelitian yang lebih mendalam dibutuhkang lebih mendalam dibutuhkang lebih mendalam dibutuhkang lebih mendalam dibutuhkang lebih mendalam dibutuhkan untuk menjelaskan untuk menjelaskan untuk menjelaskan untuk menjelaskan untuk menjelaskan mengapa tingkan mengapa tingkan mengapa tingkan mengapa tingkan mengapa tingkat parat parat parat parat partisipasitisipasitisipasitisipasitisipasi
peremperemperemperemperempuan dalam angkpuan dalam angkpuan dalam angkpuan dalam angkpuan dalam angkatan katan katan katan katan kerja jauh lebih rendah secara signiferja jauh lebih rendah secara signiferja jauh lebih rendah secara signiferja jauh lebih rendah secara signiferja jauh lebih rendah secara signifikikikikikan dibanding laki-laki, diluaran dibanding laki-laki, diluaran dibanding laki-laki, diluaran dibanding laki-laki, diluaran dibanding laki-laki, diluar
perperperperpertimbangan tingktimbangan tingktimbangan tingktimbangan tingktimbangan tingkat pendidikat pendidikat pendidikat pendidikat pendidikannannannannannyyyyya. a. a. a. a. Kemungkinan-kemungkinan yang perlu diuji adalah harapan
masyarakat, struktur lapangan pekerjaan, kondisi ekonomi, diskriminasi terhadap perempuan di tempat
kerja, serta pilihan perempuan untuk lebih bekerja di rumah.

PPPPPemerintah premerintah premerintah premerintah premerintah prooooovinsi NTT harus melakvinsi NTT harus melakvinsi NTT harus melakvinsi NTT harus melakvinsi NTT harus melakukukukukukan upaan upaan upaan upaan upayyyyya rea rea rea rea revitalisasi kvitalisasi kvitalisasi kvitalisasi kvitalisasi keberadaan Tim Keberadaan Tim Keberadaan Tim Keberadaan Tim Keberadaan Tim Koorooroorooroordinasidinasidinasidinasidinasi
PPPPPenanggulangan Kenanggulangan Kenanggulangan Kenanggulangan Kenanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Deemiskinan (TKPK) dan Deemiskinan (TKPK) dan Deemiskinan (TKPK) dan Deemiskinan (TKPK) dan Dewwwwwan Kan Kan Kan Kan Keeeeetahanan Ptahanan Ptahanan Ptahanan Ptahanan Pangan (DKP) Prangan (DKP) Prangan (DKP) Prangan (DKP) Prangan (DKP) Prooooovinsi NTTvinsi NTTvinsi NTTvinsi NTTvinsi NTT. Sebagai
lembaga non struktural dimana kewenangan koordinasi menyebabkan perannya kurang efektif dalam
menanggulangi masalah kemiskinan dan rawan pangan di NTT.

DiperlukDiperlukDiperlukDiperlukDiperlukan kan kan kan kan koorooroorooroordinasi ydinasi ydinasi ydinasi ydinasi yang semakin baik antara TKPK dan DKP prang semakin baik antara TKPK dan DKP prang semakin baik antara TKPK dan DKP prang semakin baik antara TKPK dan DKP prang semakin baik antara TKPK dan DKP prooooovinsi dan kvinsi dan kvinsi dan kvinsi dan kvinsi dan kabupatabupatabupatabupatabupaten/ken/ken/ken/ken/kooooota serta serta serta serta sertatatatata
semua lembaga ysemua lembaga ysemua lembaga ysemua lembaga ysemua lembaga yang tang tang tang tang terererererkkkkkait dalam  penanggulangan kait dalam  penanggulangan kait dalam  penanggulangan kait dalam  penanggulangan kait dalam  penanggulangan kemiskinan dan raemiskinan dan raemiskinan dan raemiskinan dan raemiskinan dan rawwwwwan pangan  di NTTan pangan  di NTTan pangan  di NTTan pangan  di NTTan pangan  di NTT. Upaya
peningkatan koordinasi yang efektif diperlukan, sehingga dapat menghindari tumpang tindih program
antara provinsi dan kabupaten/kota serta lembaga terkait, untuk menghasilkan  sinergi.

DiperlukDiperlukDiperlukDiperlukDiperlukan ean ean ean ean evvvvvaluasi taluasi taluasi taluasi taluasi terererererpadu semua prpadu semua prpadu semua prpadu semua prpadu semua program dan pengeluaran untuk penanggulangan kogram dan pengeluaran untuk penanggulangan kogram dan pengeluaran untuk penanggulangan kogram dan pengeluaran untuk penanggulangan kogram dan pengeluaran untuk penanggulangan kemiskinanemiskinanemiskinanemiskinanemiskinan
dan radan radan radan radan rawwwwwan pangan di NTTan pangan di NTTan pangan di NTTan pangan di NTTan pangan di NTT. Evaluasi ini harusnya dapat menilai sejauhmana efektivitasnya, sekaligus
sebagai masukan untuk perbaikan strategi dan program penanggulangan kemiskinan dan rawan pangan
di NTT selanjutnya.

UUUUUntuk menanggulangi kntuk menanggulangi kntuk menanggulangi kntuk menanggulangi kntuk menanggulangi kemiskinan dan raemiskinan dan raemiskinan dan raemiskinan dan raemiskinan dan rawwwwwan pangan secara tan pangan secara tan pangan secara tan pangan secara tan pangan secara terinterinterinterinterintegrasi, perlu dikegrasi, perlu dikegrasi, perlu dikegrasi, perlu dikegrasi, perlu dikembangkembangkembangkembangkembangkan stratan stratan stratan stratan strategiegiegiegiegi
dan prdan prdan prdan prdan program yogram yogram yogram yogram yang kang kang kang kang komomomomomprehensif. prehensif. prehensif. prehensif. prehensif. Hal ini disebabkan karena kedua masalah ini mencakup dimensi
yang sangat luas dan karena itu penanggulangannya diperlukan strategi yang menyeluruh dan lintas
instansi.
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PERMASALAHAN KUNCIPERMASALAHAN KUNCIPERMASALAHAN KUNCIPERMASALAHAN KUNCIPERMASALAHAN KUNCI REKREKREKREKREKOMENDOMENDOMENDOMENDOMENDASIASIASIASIASI INSINSINSINSINSTTTTTANSI TERKAITANSI TERKAITANSI TERKAITANSI TERKAITANSI TERKAIT

AnneAnneAnneAnneAnnex 1x 1x 1x 1x 1.....
Matriks Temuan dan Rekomendasi

Rasio PAD terhadap pendapatan
daerah secara total maupun ter-
hadap dana perimbangan relatif
kecil.

Terbatasnya jumlah usaha kecil,
jumlah sektor hiburan (hotel dan
restoran), jumlah kendaraan
bermotor terdaftar dan lemahnya
penyediaan layanan merupakan
beberapa sebab yang menyum-
bang pada rendahnya PAD

Untuk memperkuat fondasi fiskal daerah, peningkatan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian
strategis kebijakan daerah. Diperlukan suatu kajian untuk
merumuskan secara tepat peluang-peluang yang mungkin
bagi pemerintah untuk meningkatkan PAD.

Upaya-upaya peningkatan PAD harus terintegrasi dengan
upaya-upaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat
dan layanan publik. Semakin tinggi kemampuan ekonomi
masyarakat, semakin tinggi kemampuan masyarakat
untuk membayar layanan publik yang disediakan
pemerintah dan atau pajak daerah

Pemerintah Provinsi
dan Kabupaten/Kota

Pemerintah Provinsi
dan Kabupaten/Kota

PENGELPENGELPENGELPENGELPENGELUUUUUARANARANARANARANARAN

Dengan sumber daya yang
terbatas, NTT telah berusaha
membuat komposisi pengelua-
rannya menjadi lebih baik. Namun
demikian, seiring dengan me-
ningkatnya belanja publik,
efektivitas pengelolaan belanja
pelayanan publik masih harus
ditingkatkan.

Meskipun belanja dekonsentrasi
cenderung menurun, belanja DAK
meningkat sebanyak tiga kali lipat
sepanjang periode 2003-2007,
yang menandakan bahwa peran
pemerintah pusat tetap penting
dalam pengeluaran publik di NTT

Peningkatan kapasitas aparatur perencana untuk
meningkatkan efektivitas belanja publik melalui
peningkatan kesesuaian antara tujuan dan prioritas
pembangunan dengan alokasi anggaran

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
keuangan publik untuk menjamin perencanaan,
pengganggaran dan pelaporan keuangan publik dilakukan
secara cermat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat
setempat.

Alokasi belanja dekonsentrasi dan DAK perlu
disinkronisasi dengan belanja APBD agar tidak terjadi
tumpang tindih atau duplikasi. Diperlukan strategi
perencanaan yang dapat mensinkronkan program dan
kegiatan dari pemerintah pusat dan belanja yang
menggunakan sumber APBD.

Pemerintah Provinsi
dan Kabupaten/Kota

Pemerintah Provinsi,
Kabupaten/Kota dan
Pemerintah Pusat

PENDIDIKANPENDIDIKANPENDIDIKANPENDIDIKANPENDIDIKAN

NTT berada pada peringkat kedua
dalam banyaknya jumlah pendu-
duk yang tidak menyelesaikan
pendidikan formal.

APM untuk SMP dan SMA masih
tertinggal secara signifikan di
bawah rata-rata nasional

Anggaran pendidikan yang relatif
besar sebagian besar digunakan
untuk belanja personil ser ta
barang dan jasa.

Fokus pemerintah NTT perlu diarahkan pada upaya untuk
memastikan bahwa anak usia sekolah dapat meneruskan
dan menyelesaikan pendidikan formal.

Perbaikan outcomes pendidikan perlu dilakukan dengan
perbaikan kualitas pendidikan dasar (SD dan SMP), serta
peningkatan akses masyarakat pada pendidikan SMU/SMK
melalui penyebaran sarana pendidikan yang lebih merata

Persentase anggaran pendidikan yang relatif besar (di atas
20%) perlu diikuti dengan perubahan struktur belanja. Alokasi
untuk belanja modal dan pemeliharaan perlu ditingkatkan,
terutama di tingkat kabupaten/kota.

Diperlukan upaya penataan kembali kewenangan (dan
sinergi) antara dinas pendidikan pada tingkat provinsi dan
kabupaten / kota di Provinsi NTT terutama yang terkait de-
ngan penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan
serta pengendalian kualitas proses belajar mengajar.

Pemerintah Provinsi
dan Kabupaten/Kota

Pemerintah Provinsi
dan Kabupaten/Kota

Pemerintah
Kabupaten/Kota

Pemerintah Provinsi
dan Kabupaten/Kota

PENDPENDPENDPENDPENDAPAPAPAPAPAAAAATTTTTANANANANAN
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Alokasi anggaran infrastruktur
sebagian besar digunakan untuk
pembangunan/perbaikan jalan,
tetapi NTT masih menempati
peringkat 10 terbawah untuk
provinsi dengan kondisi jalan
perdesaan yang paling buruk

Masalah utama yang dihadapi se-
bagian besar masyarakat provinsi
NTT adalah ketersediaan air
bersih, namun alokasi anggaran
untuk hal tersebut masih sangat
kecil.

Efektivitas dan efesiensi alokasi anggaran infrastrukutur,
terutama di tingkat kabupaten/kota, harus lebih difo-
kuskan pada pembangunan jalan pedesaan, terutama di
daerah-daerah terpencil.

Mengingat sebagian besar dana dekonsentrasi
dialokasikan untuk pembangunan prasarana jalan, maka
belanja infrastruktur di provinsi dan Kabupaten/Kota
sebaiknya mulai memperhatikan pembangunan
infrastruktur air bersih.

Pemerintah Provinsi
dan Kabupaten/
Kota

Pemerintah Provinsi
dan Kabupaten/
Kota

Proses perencanaan dan peng-
anggaran masih jauh dari efektif.
Walaupun dokumen perenca-
naan sudah memprioritaskan
sektor-sektor tertentu, dokumen
tersebut belum memberikan
panduan yang jelas untuk meng-
implementasikan rencana-ren-
cana tersebut. Selain itu, realisasi
anggaran masih jauh dari efektif
karena mayoritas belanja publik
atau langsung dilakukan pada
akhir tahun anggaran.

Sama halnya dengan daerah lain,
pemerintah-pemerintah daerah di
NTT juga menghadapi kesulitan
dalam mengikuti perubahan
berbagai peraturan di bidang
pengelolaan keuangan daerah.
Hal ini terutama disebabkan oleh
cepatnya pergantian peraturan
yang dibuat oleh

Pemerintah daerah di provinsi NTT perlu memperbaiki
dokumen perencanaan dan siklus penganggaran. Untuk
dokumen perencanaan, perlu dibangun suatu rencana
program dan kegiatan yang terpadu serta indikator-
indikator terukur dan realistis yang dapat memonitor
pelaksanaan. Langkah awal untuk memperbaiki siklus
penganggaran adalah dengan menetapkan APBD sebelum
dimulainya suatu tahun anggaran dan APBD Perubahan
sebelum dimulainya kuartal keempat dari tahun anggaran
yang bersangkutan.

Pemerintah Provinsi NTT harus merespons secara cepat
perubahan regulasi nasional tentang pengelolaan
keuangan Negara.  Salah satu cara yang dapat dilakukan
adalah melalui upaya peningkatan kapasitas legislative
drafting bagi aparaturnya, sehingga dapat secara cepat
pula merubah atau menciptakan perda tentang
pengelolaan keuangan daerah sesuai perubahan regulasi
nasional.

Pemerintah Provinsi
dan Kabupaten/
Kota

Pemerintah Provinsi
dan Kabupaten/
Kota

TTTTTANTANTANTANTANTANGANGANGANGANGAN PEMBANGUNAN NTTAN PEMBANGUNAN NTTAN PEMBANGUNAN NTTAN PEMBANGUNAN NTTAN PEMBANGUNAN NTT

PERMASALAHAN KUNCIPERMASALAHAN KUNCIPERMASALAHAN KUNCIPERMASALAHAN KUNCIPERMASALAHAN KUNCI REKREKREKREKREKOMENDOMENDOMENDOMENDOMENDASIASIASIASIASI INSINSINSINSINSTTTTTANSI TERKAITANSI TERKAITANSI TERKAITANSI TERKAITANSI TERKAIT

Sebagian besar belanja kesehatan
digunakan untuk belanja pegawai
serta belanja barang dan jasa

Belanja pemeliharaan di bidang
kesehatan tidak sebanding de-
ngan belanja modal untuk men-
jaga infrastruktur kesehatan tetap
terpelihara dengan baik.

Masalah  morbidity rate  dan mal-
nutrisi  relatif tinggi terutama di
daerah-daerah yang jauh dari kota

Alokasi belanja pegawai yang mendominasi belanja bidang
kesehatan perlu diprioritaskan pada pengeluaran untuk
tenaga-tenaga fungsional (dokter, dokter ahli / spesialist,
tenaga medis dan perawat) sehingga rasio layanan untuk
masing-masing jenis tenaga kesehatan dapat terus
diperbaiki

Restrukturisasi belanja bidang kesehatan harus
difokuskan pada  upaya peningkatan sarana dan
prasarana kesehatan yang diimbangi dengan belanja
pemeliharaan infrastruktur kesehatan yang memadai

Perbaikan layanan kesehatan perlu dilakukan terutama
pada wilayah wilayah terpencil, pedesaan dan perbatasan.

Peningkatan layanan kesehatan melalaui sarana dan
prasarana kesehatan harus ditunjang dengan tersedia-
nya tenaga fungsional bidang kesehatan yang umumnya
menjadi kewenangan pemerintah kabupaten / kota.
Koordinasi antara dinas kesehatan pada aras provinsi dan
kabupaten / kota mesti ditingkatkan agar upaya pening-
katan layanan kesehatan dapat dimaksimalkan.

Pemerintah Provinsi
dan Kabupaten/Kota

Pemerintah Provinsi
dan Kabupaten/Kota

Pemerintah Kabupa-
ten/Kota

Pemerintah Provinsi
dan Kabupaten/Kota

INFRASINFRASINFRASINFRASINFRASTRTRTRTRTRUKTURUKTURUKTURUKTURUKTUR

KESEHAKESEHAKESEHAKESEHAKESEHATTTTTANANANANAN
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PERMASALAHAN KUNCIPERMASALAHAN KUNCIPERMASALAHAN KUNCIPERMASALAHAN KUNCIPERMASALAHAN KUNCI REKREKREKREKREKOMENDOMENDOMENDOMENDOMENDASIASIASIASIASI INSINSINSINSINSTTTTTANSI TERKAITANSI TERKAITANSI TERKAITANSI TERKAITANSI TERKAIT

Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di
NTT disarankan segera mengimplementasikan
PP no. 41/2007.  Sebagai langkah awal
implementasi  PP tersebut, dapat dilakukan
suatu kajian akademis mengenai struktur dan
tata kerja yang  paling optimal berdasarkan
kondisi daerah setempat untuk menciptakan
regulasi daerah tentang pembentukan
organisasi dan tata kerja perangkat daerah.

Pemerintah Provinsi
dan Kabupaten/Kota

TTTTTANTANTANTANTANTANGANGANGANGANGAN PEMBANGUNAN NTTAN PEMBANGUNAN NTTAN PEMBANGUNAN NTTAN PEMBANGUNAN NTTAN PEMBANGUNAN NTT

pemerintah pusat yang  tidak segera diikuti
dengan perubahan regulasi pelaksananya,
selain karena lemahnya kapasitas aparatur
daerah dalam menyiapkan peraturan
turunannya di daerah (legislative drafting).

NTT telah membuat kemajuan penting dalam
meningkatkan efisiensi birokrasinya. Secara
umum, NTT berhasil mengurangi proporsi
pengeluaran aparaturnya. Pada tingkat
kabupaten/kota, Kabupaten Timor Tengah
Selatan telah siap secara de jure  melakukan
restrukturalisasi kelembagaannya dengan telah
menetapkan regulasi daerah  tentang
organisasi dan tata kerja kelembagaannya
bahkan dampaknya  menunjukkan keberha-
silannya mengurangi belanja gaji  apabila  baik
secara de jure dan de facto menerapkan
regulasi-regulasi daerah dimaksud sebagai
implementasi lanjutan dari PP 41/2007

Permasalahan gender belum mendapatkan
ruang yang memadai dalam dokumen
perencanaan provinsi dan kabupaten/kota.

Di NTT hampir tidak pernah dilakukan upaya
untuk menghitung berapa proporsi
anggaran yang bermanfaat bagi kelompok
laki-laki dan perempuan.

Walaupun tingkat pendidikan perempuan
tergolong sama dengan laki-laki, namun
proporsi perempuan yang tidak pernah
mengecap pendidikan dan buta hurup lebih
tinggi daripada laki-laki.

Keberadaan Tim Koordinasi Penanggula-
ngan Kemiskinan (TKPK) dirasa belum
efektif dalam menanggulangi masalah
kemiskinan dan rawan pangan di NTT.

Gender perlu mendapat ruang yang cukup dalam
rencana pembangunan, baik jangka menengah
(RPJMD) maupun tahunan (RKPD).  Untuk menja-
min perhatian yang memadai terhadap persoalan
gender, maka dalam setiap penyusunan program,
SKPD harus memberi perhatian khusus dampak
suatu program terhadap perempuan.

Pemerintah provinsi NTT perlu membangun sistim
informasi / data terpilah untuk proses
perencanaan.  Data terpilah tersebut mesti
digunakan sebagai salah satu syarat penting
dalam perencanaan dan penganggaran.

Indikator kinerja yang berbasis gender perlu
secara spesifik ditetapkan sebagai acuan dalam
mengukur keberhasilan pembangunan. Dampak
keberhasilan pembangunan baik terhadap
kelompok laki-laki maupun perempuan harus
senantiasa diukur.

Penelitian yang lebih mendalam dibutuhkan untuk
menjelaskan mengapa tingkat partisipasi
perempuan dalam angkatan kerja jauh lebih
rendah secara signifikan dibanding laki-laki, diluar
pertimbangan tingkat pendidikannya.
Kemungkinan-kemungkinan yang perlu diuji
adalah harapan masyarakat, struktur lapangan
pekerjaan, kondisi ekonomi, diskriminasi
terhadap perempuan di tempat kerja, serta pilihan
perempuan untuk lebih bekerja di rumah.

Mentargetkan perbaikan tingkat melek huruf dan
peningkatan lama sekolah di kalangan perem-
puan.  Upaya ini akan memberikan tingkat
keuntungan investasi di bidang pendidikan yang
lebih tinggi.

Pemerintah provinsi NTT harus melakukan upaya
revitalisasi keberadaan Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Dewan
Ketahanan Pangan (DKP) Provinsi NTT.  Lembaga
ini perlu lebih ditingkatkan dari sekedar lembaga
non-struktural yang bersifat koordinatif.

Pemerintah Provinsi
dan Kabupaten/Kota

Pemerintah Provinsi
dan Kabupaten/Kota

Pemerintah Provinsi
dan Kabupaten/Kota

Pemerintah Provinsi
dan Kabupaten/Kota

Pemerintah Provinsi
dan Kabupaten/Kota

Pemerintah Provinsi
dan Kabupaten/Kota
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Tumpang tindih kegiatan penang-
gunalan kemiskinan dan lemahnya
koordinasi

Kerangka evaluasi atas penge-
lolaan program/kegiatan terkait
penanggulangan kemiskinan
belum berjalan dengan baik.

Diperlukan koordinasi yang semakin baik antara TKPK dan
DKP provinsi dan kabupaten/kota serta semua lembaga yang
terkait dalam  penanggulangan kemiskinan dan rawan
pangan  di NTT sehingga dapat menghindari tumpang tindih
program antara provinsi dan kabupaten/kota serta lembaga
terkait, untuk menghasilkan  sinergi

Diperlukan evaluasi terpadu baik program dan pengeluaran
untuk penanggulangan kemiskinan dan rawan pangan di NTT.
Evaluasi ini harusnya dapat menilai sejauhmana
efektivitasnya, sekaligus sebagai masukan untuk perbaikan
strategi dan  program penanggulangan kemiskinan dan
rawan pangan selanjutnya.

Untuk menanggulangi kemiskinan dan rawan pangan secara
terintegrasi, perlu dikembangkan strategi dan program yang
komprehensif. Hal ini disebabkan karena kedua masalah ini
mencakup dimensi yang sangat luas dan karena itu
penanggulangannya diperlukan strategi yang menyeluruh dan
lintas instansi.

Pemerintah Provinsi
dan Kabupaten/Kota

Pemerintah Provinsi
dan Kabupaten/Kota

Pemerintah Provinsi
dan Kabupaten/Kota

TTTTTANTANTANTANTANTANGANGANGANGANGAN PEMBANGUNAN NTTAN PEMBANGUNAN NTTAN PEMBANGUNAN NTTAN PEMBANGUNAN NTTAN PEMBANGUNAN NTT
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Sumber : Data Base NTT PEACH, Tim Peneliti NTT PEACH (2009),
angka tahun 2007 merupakan hasil estimasi

AnneAnneAnneAnneAnnex 2.x 2.x 2.x 2.x 2.
Analisis Keuangan Publik di 7 Lokasi Studi Kasus

Dalam kDalam kDalam kDalam kDalam kurun wurun wurun wurun wurun waktu 2003 dan 200aktu 2003 dan 200aktu 2003 dan 200aktu 2003 dan 200aktu 2003 dan 2007 t7 t7 t7 t7 toooootal penerimaan Ktal penerimaan Ktal penerimaan Ktal penerimaan Ktal penerimaan Koooootatatatata
KKKKKupang meningkupang meningkupang meningkupang meningkupang meningkat sebesar 36%, namun peningkat sebesar 36%, namun peningkat sebesar 36%, namun peningkat sebesar 36%, namun peningkat sebesar 36%, namun peningkatan ini tidakatan ini tidakatan ini tidakatan ini tidakatan ini tidak
merubah struktur penerimaan.merubah struktur penerimaan.merubah struktur penerimaan.merubah struktur penerimaan.merubah struktur penerimaan.Penerimaan ini mengalami
penurunan pada tahun 2005. Kemudian meningkat lagi pada
tahun 2006 dan 2007. Peningkatan penerimaan terutama dise-
babkan karena adanya peningkatan dalam jumlah yang cukup
besar dari dana perimbangan (DAU). Selama periode tersebut
struktur penerimaan tidak mengalami perubahan, komponen
dana perimbangan tetap merupakan bagian yang dominan
(mencapai lebih dari 80%) sementara peranan PAD justru
semakin berkurang dari 8% pada tahun 2003 menjadi 6% pada
tahun 2007.

Dalam periode 2003-200Dalam periode 2003-200Dalam periode 2003-200Dalam periode 2003-200Dalam periode 2003-2007, pengeluaran pemerintah K7, pengeluaran pemerintah K7, pengeluaran pemerintah K7, pengeluaran pemerintah K7, pengeluaran pemerintah Koooootatatatata
KKKKKupang meningkupang meningkupang meningkupang meningkupang meningkat sebanat sebanat sebanat sebanat sebanyyyyyak 52%.ak 52%.ak 52%.ak 52%.ak 52%.Peningkatan ini didorong oleh
bertambahnya jumlah belanja daerah pada tahun 2006 sebesar
20% dan pada tahun 2007 sebesar 23%.

Sumber: Database PEA NTT, tim PEACH NTT (2009),

Lebih dari seperLebih dari seperLebih dari seperLebih dari seperLebih dari seper tiga (3tiga (3tiga (3tiga (3tiga (37%) pengeluaran K7%) pengeluaran K7%) pengeluaran K7%) pengeluaran K7%) pengeluaran Kooooota Kta Kta Kta Kta Kupangupangupangupangupang
dibelanjakdibelanjakdibelanjakdibelanjakdibelanjakan untuk Aan untuk Aan untuk Aan untuk Aan untuk Administrasi Udministrasi Udministrasi Udministrasi Udministrasi Umum.mum.mum.mum.mum.Sektor ini dan sektor
pendidikan merupakan dua sektor yang memperoleh alokasi
belanja terbesar. Pengeluaran untuk sektor infrastruktur
memperoleh porsi yang cenderung berfluktuasi, selama tahun
2003 sampai 2007 alokasi terbesar untuk bidang ini terjadi pada
tahun 2006 sebesar 22,4%. Alokasi pengeluaran untuk sektor
kesehatan di Kota Kupang memperoleh bagian yang relatif kecil,
namun cenderung meningkat. Pada tahun 2003 sektor
kesehatan memperoleh porsi 3,5% tetapi pada tahun 2007
bertambah menjadi 5,6%.

KKKKKOOOOOTTTTTA KUPA KUPA KUPA KUPA KUPANGANGANGANGANG

Sumber : Data Base NTT PEACH, Tim Peneliti NTT PEACH (2008),
angka tahun 2007 merupakan hasil estimasi

PPPPPada Tada Tada Tada Tada Tahun 2003 hingga 2005 tahun 2003 hingga 2005 tahun 2003 hingga 2005 tahun 2003 hingga 2005 tahun 2003 hingga 2005 terererererhitung sehitung sehitung sehitung sehitung setttttengah dari tengah dari tengah dari tengah dari tengah dari toooootaltaltaltaltal
pengeluaran Kpengeluaran Kpengeluaran Kpengeluaran Kpengeluaran Kooooota Kta Kta Kta Kta Kupang dibelanjakupang dibelanjakupang dibelanjakupang dibelanjakupang dibelanjakan untuk gaji pegaan untuk gaji pegaan untuk gaji pegaan untuk gaji pegaan untuk gaji pegawwwwwai,ai,ai,ai,ai,
wwwwwalaupun demikian jumlah ini mengalami penurunan menjadialaupun demikian jumlah ini mengalami penurunan menjadialaupun demikian jumlah ini mengalami penurunan menjadialaupun demikian jumlah ini mengalami penurunan menjadialaupun demikian jumlah ini mengalami penurunan menjadi
sekitar 46% pada tahun 2006 dan 200sekitar 46% pada tahun 2006 dan 200sekitar 46% pada tahun 2006 dan 200sekitar 46% pada tahun 2006 dan 200sekitar 46% pada tahun 2006 dan 20077777.....     Pada periode yang
sama, proporsi pengeluaran yang dialokasikan untuk Belanja
Modal mengalami sedikit peningkatan dari 21% menjadi 25%.
Hampir mirip dengan daerah lainnya di NTT, pengeluaran untuk
Belanja Pemeliharaan di Kota Kupang sangatlah kecil.

Sumber : Data Base NTT PEACH, Tim Peneliti NTT PEACH (2008),
angka tahun 2007 merupakan hasil estimasi

GAMBAR 1GAMBAR 1GAMBAR 1GAMBAR 1GAMBAR 1.....

GAMBAR 2.GAMBAR 2.GAMBAR 2.GAMBAR 2.GAMBAR 2.

GAMBAR 3.GAMBAR 3.GAMBAR 3.GAMBAR 3.GAMBAR 3.

GAMBAR 4.GAMBAR 4.GAMBAR 4.GAMBAR 4.GAMBAR 4.
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KABUPKABUPKABUPKABUPKABUPAAAAATEN TIMOR TENGTEN TIMOR TENGTEN TIMOR TENGTEN TIMOR TENGTEN TIMOR TENGAH SELAAH SELAAH SELAAH SELAAH SELATTTTTANANANANAN

Sumber : Data Base NTT PEACH, Tim Peneliti NTT PEACH (2008),
angka tahun 2007 merupakan hasil estimasi

Dalam kDalam kDalam kDalam kDalam kurun wurun wurun wurun wurun waktu 2003 dan 200aktu 2003 dan 200aktu 2003 dan 200aktu 2003 dan 200aktu 2003 dan 2007 t7 t7 t7 t7 toooootal penerimaantal penerimaantal penerimaantal penerimaantal penerimaan
KKKKKab.Timor Tab.Timor Tab.Timor Tab.Timor Tab.Timor Tengah Selatan meningkengah Selatan meningkengah Selatan meningkengah Selatan meningkengah Selatan meningkat sebesar 22%, namunat sebesar 22%, namunat sebesar 22%, namunat sebesar 22%, namunat sebesar 22%, namun
peningkpeningkpeningkpeningkpeningkatan ini tidak merubah struktur penerimaan.atan ini tidak merubah struktur penerimaan.atan ini tidak merubah struktur penerimaan.atan ini tidak merubah struktur penerimaan.atan ini tidak merubah struktur penerimaan.
Penerimaan ini mengalami penurunan pada tahun 2004 dan
2005. Kemudian meningkat lagi pada tahun 2006 dan 2007.
Peningkatan penerimaan terutama disebabkan karena adanya
peningkatan dalam jumlah yang cukup besar dari dana
perimbangan (DAU). Selama periode tersebut struktur
penerimaan tidak mengalami perubahan, komponen dana
perimbangan tetap merupakan bagian yang dominan bahkan
terus bertambah besar (dari 87% menjadi 91%) sementara
peranan PAD justru semakin berkurang dari 8% pada tahun 2003
menjadi 5% pada tahun 2007.  Kenyatan ini sekaligus
menunjukkan ketergantungan fiskal yang terus meningkat.

Dalam periode 2003-200Dalam periode 2003-200Dalam periode 2003-200Dalam periode 2003-200Dalam periode 2003-2007, pengeluaran pemerintah K7, pengeluaran pemerintah K7, pengeluaran pemerintah K7, pengeluaran pemerintah K7, pengeluaran pemerintah Kab.Timorab.Timorab.Timorab.Timorab.Timor
TTTTTengah Selatan meningkengah Selatan meningkengah Selatan meningkengah Selatan meningkengah Selatan meningkat sebanat sebanat sebanat sebanat sebanyyyyyak 32%.ak 32%.ak 32%.ak 32%.ak 32%.Namun pada tahun
2005 terjadi penurunan sebesar 7%. Penurunan jumlah
pengeluaran ini disebabkan karena pada sisi penerimaan terjadi
penurunan dalam jumlah yang relatif kecil.

Sumber : Data Base NTT PEACH, Tim Peneliti NTT PEACH (2008),
angka tahun 2007 merupakan hasil estimasi

PPPPPemerintah Kemerintah Kemerintah Kemerintah Kemerintah Kab Timor Tab Timor Tab Timor Tab Timor Tab Timor Tengah Selatan tengah Selatan tengah Selatan tengah Selatan tengah Selatan telah membuktikelah membuktikelah membuktikelah membuktikelah membuktikananananan
perperperperperhatiannhatiannhatiannhatiannhatiannyyyyya pada pengembangan bidang pendidika pada pengembangan bidang pendidika pada pengembangan bidang pendidika pada pengembangan bidang pendidika pada pengembangan bidang pendidikan.an.an.an.an.     Selama
kurun waktu tahun 2003 sampai 2007 alokasi anggaran terbesar
diperuntukan bagi bidang pendidikan. Namun sektor kesehatan
dan infrastruktur ternyata belum memperoleh alokasi anggaran
yang cukup memadai. Sektor kesehatan bahkan hanya
memperoleh porsi antara 6% sampai 7% selama periode tersebut.

Sumber : Data Base NTT PEACH, Tim Peneliti NTT PEACH (2008),
angka tahun 2007 merupakan hasil estimasi

BBBBBelanja pegaelanja pegaelanja pegaelanja pegaelanja pegawwwwwai di kai di kai di kai di kai di kab. Timor Tab. Timor Tab. Timor Tab. Timor Tab. Timor Tengah Selatan menghabiskengah Selatan menghabiskengah Selatan menghabiskengah Selatan menghabiskengah Selatan menghabiskananananan
sesesesesetttttengah bagian dari tengah bagian dari tengah bagian dari tengah bagian dari tengah bagian dari toooootal belanja APBD. tal belanja APBD. tal belanja APBD. tal belanja APBD. tal belanja APBD. Namun sejak tahun
2006 dan 2007 pemerintah kab.Timor Tengah Selatan telah
berhasil mengurangi sedikit porsi belanja pegawai, menjadi 50%
dari porsi semula sebesar 57% pada tahun 2003. Sementara
porsi belanja modal meningkat dari 10% pada tahun 2003
menjadi 17% pada tahun 2007. Hal yang sama terjadi pula pada
klasifikasi belanja barang dan jasa yang meningkat dari 6%
menjadi 14% dari total belanja daerah. Namun sangat
disayangkan bahwa porsi belanja pemeliharaan sedikit
mengalami penurunan dari 9% pada tahun 2003 kemudian
berkurang menjadi 6% pada tahun 2007.

Sumber : Data Base NTT PEACH, Tim Peneliti NTT PEACH (2008),
angka tahun 2007 merupakan hasil estimasi
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Sumber : Data Base NTT PEACH, Tim Peneliti NTT PEACH (2008),
angka tahun 2007 merupakan hasil estimasi

Dalam kDalam kDalam kDalam kDalam kurun wurun wurun wurun wurun waktu 2003 dan 200aktu 2003 dan 200aktu 2003 dan 200aktu 2003 dan 200aktu 2003 dan 2007 t7 t7 t7 t7 toooootal penerimaan Ktal penerimaan Ktal penerimaan Ktal penerimaan Ktal penerimaan Kab.ab.ab.ab.ab.
Timor TTimor TTimor TTimor TTimor Tengah Utara meningkengah Utara meningkengah Utara meningkengah Utara meningkengah Utara meningkat sebesar 25%, namunat sebesar 25%, namunat sebesar 25%, namunat sebesar 25%, namunat sebesar 25%, namun
peningkpeningkpeningkpeningkpeningkatan ini tidak merubah struktur penerimaan.atan ini tidak merubah struktur penerimaan.atan ini tidak merubah struktur penerimaan.atan ini tidak merubah struktur penerimaan.atan ini tidak merubah struktur penerimaan.Pada tahun
2004 nyaris tidak terjadi perubahan pada penerimaan daerah
ini. Ada penurunan pada tahun 2005, tapi kemudian meningkat
lagi pada tahun 2006 dan 2007. Peningkatan penerimaan
terutama disebabkan karena adanya peningkatan dalam jumlah
yang cukup besar dari dana perimbangan (DAU). Selama periode
tersebut struktur penerimaan tidak mengalami perubahan,
komponen dana perimbangan tetap merupakan bagian yang
dominan bahkan terus bertambah besar (dari 87% menjadi 91%)
sementara peranan PAD justru semakin berkurang dari 8% pada
tahun 2003 menjadi 5% pada tahun 2007.  Kenyatan ini sekaligus
menunjukkan ketergantungan fiskal yang terus meningkat.....

PPPPPola perola perola perola perola perkkkkkembangan pengeluaran kembangan pengeluaran kembangan pengeluaran kembangan pengeluaran kembangan pengeluaran kab.Timor Tab.Timor Tab.Timor Tab.Timor Tab.Timor Tengah Utaraengah Utaraengah Utaraengah Utaraengah Utara
berberberberberfluktuasi mengikfluktuasi mengikfluktuasi mengikfluktuasi mengikfluktuasi mengikuti pola peruti pola peruti pola peruti pola peruti pola perkkkkkembangan penerimaannembangan penerimaannembangan penerimaannembangan penerimaannembangan penerimaannyyyyya.a.a.a.a.
Selama periode tahun 2003-2007, telah terjadi dua kali
penurunan jumlah pengeluaran, yaitu pada tahun 2004 dan
2005. Namun sejak tahun 2006 jumlah pengeluaran meningkat
sebesar 19% dan bertambah lagi 37% pada tahun 2007.

Sumber : Data Base NTT PEACH, Tim Peneliti NTT PEACH (2008),
angka tahun 2007 merupakan hasil estimasi

Separuh dari pengeluaran kSeparuh dari pengeluaran kSeparuh dari pengeluaran kSeparuh dari pengeluaran kSeparuh dari pengeluaran kab.Timor Tab.Timor Tab.Timor Tab.Timor Tab.Timor Tengah Utara digunakengah Utara digunakengah Utara digunakengah Utara digunakengah Utara digunakananananan
untuk bidang administrasi umum dan bidang pendidikuntuk bidang administrasi umum dan bidang pendidikuntuk bidang administrasi umum dan bidang pendidikuntuk bidang administrasi umum dan bidang pendidikuntuk bidang administrasi umum dan bidang pendidikan.an.an.an.an.
Bidang Administrasi umum mengambil sepertiga dari porsi
belanja dan merupakan bidang yang memperoleh alokasi
anggaran terbesar. Sementara pengeluaran untuk bidang
pendidikan telah memenuhi ketentuan undang-undang, dimana
alokasi pengeluaran mencapai lebih dari 20%. Pengeluaran
bidang infrastruktur berfluktuasi dan menunjukkan trend
semakin kecil. Sedangkan bidang kesehatan memperoleh porsi
lebih kecil yaitu 9% s/d 11% dalam periode tahun 2003-2007.

Sumber : Data Base NTT PEACH, Tim Peneliti NTT PEACH (2008),
angka tahun 2007 merupakan hasil estimasi

Sama seperSama seperSama seperSama seperSama seperti daerah lainnti daerah lainnti daerah lainnti daerah lainnti daerah lainnyyyyya, belanja pegaa, belanja pegaa, belanja pegaa, belanja pegaa, belanja pegawwwwwai di kai di kai di kai di kai di kab. Timorab. Timorab. Timorab. Timorab. Timor
TTTTTengah Utara menghabiskengah Utara menghabiskengah Utara menghabiskengah Utara menghabiskengah Utara menghabiskan sean sean sean sean setttttengah bagian dari tengah bagian dari tengah bagian dari tengah bagian dari tengah bagian dari toooootal belanjatal belanjatal belanjatal belanjatal belanja
APBD.APBD.APBD.APBD.APBD.     Namun sejak tahun 2006 pemerintah daerah ini telah
berhasil mengurangi sedikit porsi belanja pegawai, menjadi 46%
dari porsi semula sebesar 50% pada tahun 2003. Sementara
porsi belanja modal berkurang dari 25% pada tahun 2003
menjadi 19% pada tahun 2007. Pengeluaran untuk belanja
barang dan jasa meningkat dari 8% menjadi 14% dari total belanja
daerah. Sedangkan porsi belanja pemeliharaan cenderung tetap.

Sumber : Data Base NTT PEACH, Tim Peneliti NTT PEACH (2008),
angka tahun 2007 merupakan hasil estimasi
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Sumber : Data Base NTT PEACH, Tim Peneliti NTT PEACH (2008),
angka tahun 2007 merupakan hasil estimasi

Dalam kDalam kDalam kDalam kDalam kurun wurun wurun wurun wurun waktu 2003 dan 200aktu 2003 dan 200aktu 2003 dan 200aktu 2003 dan 200aktu 2003 dan 2007 penerimaan K7 penerimaan K7 penerimaan K7 penerimaan K7 penerimaan Kab. Floresab. Floresab. Floresab. Floresab. Flores
Timur tTimur tTimur tTimur tTimur telah meningkelah meningkelah meningkelah meningkelah meningkat sebesar 38%, namun peningkat sebesar 38%, namun peningkat sebesar 38%, namun peningkat sebesar 38%, namun peningkat sebesar 38%, namun peningkatan iniatan iniatan iniatan iniatan ini
tidak merubah struktur penerimaan.tidak merubah struktur penerimaan.tidak merubah struktur penerimaan.tidak merubah struktur penerimaan.tidak merubah struktur penerimaan.Selama tahun 2003 sapai
2005 nyaris tidak terjadi perubahan pada penerimaan daerah
ini, bahkan cenderung berkurang dalam jumlah relatif kecil.
Namun pada tahun 2006 dan 2007, terjadi peningkatan yang
disebabkan karena adanya peningkatan dalam jumlah yang
cukup besar dari dana perimbangan (DAU). Selama periode
tersebut struktur penerimaan tidak mengalami perubahan,
komponen dana perimbangan tetap merupakan bagian yang
dominan bahkan terus bertambah besar (dari 91% menjadi 95%)
sementara peranan PAD cenderung tidak berubah.  Kenyatan ini
sekaligus menunjukkan ketergantungan fiskal yang terus
meningkat.

PPPPPengeluaran kengeluaran kengeluaran kengeluaran kengeluaran kab.Flores Timur selama tahun 2003-200ab.Flores Timur selama tahun 2003-200ab.Flores Timur selama tahun 2003-200ab.Flores Timur selama tahun 2003-200ab.Flores Timur selama tahun 2003-20077777
berberberberberfluktuasi bahkfluktuasi bahkfluktuasi bahkfluktuasi bahkfluktuasi bahkan cendrung menurun.an cendrung menurun.an cendrung menurun.an cendrung menurun.an cendrung menurun.     Selama periode
tersebut  hanya tahun 2006 terjadi peningkatan jumlah
pengeluaran sebesar 20%. Secara riil pada tahun 2004, 2005
dan 2007 sebenarnya jumlah pengeluaran daerah ini telah
mengalami penurunan walaupun dalam persentase relatif kecil.

Sumber : Data Base NTT PEACH, Tim Peneliti NTT PEACH (2008),
angka tahun 2007 merupakan hasil estimasi

Separuh dari pengeluaran kSeparuh dari pengeluaran kSeparuh dari pengeluaran kSeparuh dari pengeluaran kSeparuh dari pengeluaran kab.Flores Timur digunakab.Flores Timur digunakab.Flores Timur digunakab.Flores Timur digunakab.Flores Timur digunakan untukan untukan untukan untukan untuk
bidang administrasi umum dan bidang pendidikbidang administrasi umum dan bidang pendidikbidang administrasi umum dan bidang pendidikbidang administrasi umum dan bidang pendidikbidang administrasi umum dan bidang pendidikan.an.an.an.an.     Bidang
Administrasi umum merupakan bidang yang memperoleh alokasi
anggaran terbesar, namun porsi pengeluarannya cenderung
berkurang.  Sementara pengeluaran untuk bidang pendidikan
telah memenuhi ketentuan undang-undang, dimana alokasi
pengeluaran mencapai lebih dari 20%. Pengeluaran bidang
infrastruktur berfluktuasi dan menunjukkan trend semakin besar.
Sedangkan bidang kesehatan memperoleh porsi lebih kecil
namun juga cenderung bertambah porsinya, yaitu dari 6% pada
tahunb 2003 menjadi 10% dalam periode tahun 2007.

Sumber : Data Base NTT PEACH, Tim Peneliti NTT PEACH (2008),
angka tahun 2007 merupakan hasil estimasi

Sebagaimana kSebagaimana kSebagaimana kSebagaimana kSebagaimana kabupatabupatabupatabupatabupaten lainnen lainnen lainnen lainnen lainnyyyyya, Flores Timur menghabiska, Flores Timur menghabiska, Flores Timur menghabiska, Flores Timur menghabiska, Flores Timur menghabiskananananan
separuh pengeluarannseparuh pengeluarannseparuh pengeluarannseparuh pengeluarannseparuh pengeluarannyyyyya untuk belanja pegaa untuk belanja pegaa untuk belanja pegaa untuk belanja pegaa untuk belanja pegawwwwwai.ai.ai.ai.ai.     Jumlah porsi
belanja pegawai tidak mengalami perubahan berarti selama
tahun 2003-2007. Belanja modal memperoleh porsi relatif besar,
yaitu antara 17% s/d 20% selama periode tersebut. Namun
sangat disayangkan porsi belanja pemeliharan secara riil ternyata
memperoleh bagian yang sangat kecil bahkan cenderung
berkurang, yaitu dari 4% pada tahun 2003 menjadi hanya 2%
pada tahun 2007. Sementara belanja tidak termasuk bagian lain
dalam tahun 2006 dan 2007 justru memperoleh porsi yang
meningkat secara signifikan

Sumber : Data Base NTT PEACH, Tim Peneliti NTT PEACH (2008),
angka tahun 2007 merupakan hasil estimasi
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Sumber : Data Base NTT PEACH, Tim Peneliti NTT PEACH (2008),
angka tahun 2007 merupakan hasil estimasi

Dalam kDalam kDalam kDalam kDalam kurun wurun wurun wurun wurun waktu 2003 dan 200aktu 2003 dan 200aktu 2003 dan 200aktu 2003 dan 200aktu 2003 dan 2007 t7 t7 t7 t7 toooootal penerimaan Ktal penerimaan Ktal penerimaan Ktal penerimaan Ktal penerimaan Kab.ab.ab.ab.ab.
Manggarai secara riil meningkManggarai secara riil meningkManggarai secara riil meningkManggarai secara riil meningkManggarai secara riil meningkat sebesar 1at sebesar 1at sebesar 1at sebesar 1at sebesar 18%.8%.8%.8%.8%.Pada tahun 2004
terjadi penurunan penerimaan sebesar 26%. Pada tahun 2005
sedikit meningkat, kemudian meningkat lagi pada tahun 2006
dan 2007. Peningkatan penerimaan terutama disebabkan karena
adanya peningkatan dalam jumlah yang cukup besar dari dana
perimbangan (DAU). Selama periode tersebut struktur
penerimaan tidak mengalami perubahan, komponen dana
perimbangan tetap merupakan bagian yang dominan tetapi
sedikit berkurang (dari 91% menjadi 87%) sementara peranan
PAD cenderung tetap  yaitu hanya 4%, kecuali  pada tahun 2004
menjadi 5%.

PPPPPengeluaran kengeluaran kengeluaran kengeluaran kengeluaran kab. Manggarai selama tahun 2003-200ab. Manggarai selama tahun 2003-200ab. Manggarai selama tahun 2003-200ab. Manggarai selama tahun 2003-200ab. Manggarai selama tahun 2003-20077777
berberberberberfluktuasi bahkfluktuasi bahkfluktuasi bahkfluktuasi bahkfluktuasi bahkan cendrung menurun.an cendrung menurun.an cendrung menurun.an cendrung menurun.an cendrung menurun.     Selama periode
tersebut  hanya tahun 2006 terjadi peningkatan jumlah
pengeluaran sebesar 20%. Secara riil pada tahun 2004, 2005
dan 2007 sebenarnya jumlah pengeluaran daerah ini telah
mengalami penurunan walaupun dalam persentase relatif kecil.

Sumber : Data Base NTT PEACH, Tim Peneliti NTT PEACH (2008),
angka tahun 2007 merupakan hasil estimasi

Lebih dari seperLebih dari seperLebih dari seperLebih dari seperLebih dari sepertiga pengeluaran ktiga pengeluaran ktiga pengeluaran ktiga pengeluaran ktiga pengeluaran kab. Manggarai digunakab. Manggarai digunakab. Manggarai digunakab. Manggarai digunakab. Manggarai digunakananananan
untuk bidang pendikuntuk bidang pendikuntuk bidang pendikuntuk bidang pendikuntuk bidang pendikan.an.an.an.an.     Pendidikan memperoleh porsi hampir
40% pada tahun 2003, namun sejak tahun 2005 jumlah ini
berkurang menjadi 35% dan pada akhirnya menjadi 29% pada
tahun 2007. Sementara bidang administrasi umum merupakan
bidang yang memperoleh alokasi anggaran terbesar kedua
dengan porsi pengeluaran yang cenderung meningkat. Demikian
pula sektor infrastruktur dimana jumlah pengeluaran dan
porsinya mengalami peningkatan. Pada sisi lain sektor kesehatan
hanya memperoleh porsi kurang dari 10% pengeluaran daerah.

Sumber : Data Base NTT PEACH, Tim Peneliti NTT PEACH (2008),
angka tahun 2007 merupakan hasil estimasi

SeperSeperSeperSeperSeperti kti kti kti kti kabupatabupatabupatabupatabupaten lainnen lainnen lainnen lainnen lainnyyyyya, Manggarai menghabiska, Manggarai menghabiska, Manggarai menghabiska, Manggarai menghabiska, Manggarai menghabiskan sebagianan sebagianan sebagianan sebagianan sebagian
besar pengeluarannbesar pengeluarannbesar pengeluarannbesar pengeluarannbesar pengeluarannyyyyya untuk belanja pegaa untuk belanja pegaa untuk belanja pegaa untuk belanja pegaa untuk belanja pegawwwwwai.ai.ai.ai.ai.     Jumlah porsi
belanja pegawai berfluktuasi selama tahun 2003-2007. Belanja
modal memperoleh porsi relatif besar dengan kecendrungan
berfluktuasi. Namun sangat disayangkan porsi belanja
pemeliharan secara riil ternyata memperoleh bagian yang sangat
kecil bahkan cenderung berkurang.

Sumber : Data Base NTT PEACH, Tim Peneliti NTT PEACH (2008),
angka tahun 2007 merupakan hasil estimasi
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Sumber : Data Base NTT PEACH, Tim Peneliti NTT PEACH (2008),
angka tahun 2007 merupakan hasil estimasi

TTTTToooootal penerimaan Ktal penerimaan Ktal penerimaan Ktal penerimaan Ktal penerimaan Kab.Sumba Barat meningkab.Sumba Barat meningkab.Sumba Barat meningkab.Sumba Barat meningkab.Sumba Barat meningkat sebesar 28%at sebesar 28%at sebesar 28%at sebesar 28%at sebesar 28%
selama tahun 2003-200selama tahun 2003-200selama tahun 2003-200selama tahun 2003-200selama tahun 2003-2007, namun peningk7, namun peningk7, namun peningk7, namun peningk7, namun peningkatan ini tidakatan ini tidakatan ini tidakatan ini tidakatan ini tidak
merubah struktur penerimaan.merubah struktur penerimaan.merubah struktur penerimaan.merubah struktur penerimaan.merubah struktur penerimaan. Pada tahun 2003 sampai 2005
nyaris tidak terjadi perubahan pada penerimaan daerah
ini.Kemudian meningkat pada tahun 2006 dan 2007.
Peningkatan penerimaan terutama disebabkan karena adanya
peningkatan dalam jumlah yang cukup besar dari dana
perimbangan (DAU). Selama periode tersebut struktur
penerimaan tidak mengalami perubahan, komponen dana
perimbangan tetap merupakan bagian yang dominan (sekitar
92%) sementara peranan PAD justru cendrung tetap sebesar 5%.
Kenyatan ini sekaligus menunjukkan ketergantungan fiskal yang
sangat besar terhadap dana yang bersumber dari pemerintah
pusat.

PPPPPengeluaran kengeluaran kengeluaran kengeluaran kengeluaran kab. Sumba Barat selama tahun 2003-200ab. Sumba Barat selama tahun 2003-200ab. Sumba Barat selama tahun 2003-200ab. Sumba Barat selama tahun 2003-200ab. Sumba Barat selama tahun 2003-20077777
berberberberberfluktuasi sefluktuasi sefluktuasi sefluktuasi sefluktuasi setiap tahunntiap tahunntiap tahunntiap tahunntiap tahunnyyyyya.a.a.a.a.     Selama periode tersebut  terjadi
peningkatan pengeluaran hanya pada tahun 2004 dan 2006.
Secara riil pada tahun 2005 dan 2007 sebenarnya jumlah
pengeluaran daerah ini telah mengalami penurunan walaupun
dalam persentase relatif kecil.

Sumber : Data Base NTT PEACH, Tim Peneliti NTT PEACH (2008),
angka tahun 2007 merupakan hasil estimasi

SeperSeperSeperSeperSepertiga pengeluaran ktiga pengeluaran ktiga pengeluaran ktiga pengeluaran ktiga pengeluaran kab. Sumba Barat dibelanjakab. Sumba Barat dibelanjakab. Sumba Barat dibelanjakab. Sumba Barat dibelanjakab. Sumba Barat dibelanjakan untukan untukan untukan untukan untuk
AAAAAdministrasi Udministrasi Udministrasi Udministrasi Udministrasi Umum.mum.mum.mum.mum.Sektor ini dan sektor pendidikan merupakan
dua sektor yang memperoleh alokasi belanja terbesar.
Pengeluaran untuk sektor infrastruktur memperoleh porsi yang
cukup besar, namun cenderung menurun. Alokasi pengeluaran
untuk sektor kesehatan di kab. Sumba Barat memperoleh bagian
yang relatif kecil, namun cenderung meningkat walaupun dalam
jumlah yang relatif kecil. Pada tahun 2003 sektor kesehatan
memperoleh porsi 7% tetapi pada tahun 2007 bertambah
menjadi 9%.

Sumber : Data Base NTT PEACH, Tim Peneliti NTT PEACH (2008),
angka tahun 2007 merupakan hasil estimasi

SeperSeperSeperSeperSeperti kti kti kti kti kabupatabupatabupatabupatabupaten lainnen lainnen lainnen lainnen lainnyyyyya, Sumba Barat menghabiska, Sumba Barat menghabiska, Sumba Barat menghabiska, Sumba Barat menghabiska, Sumba Barat menghabiskananananan
sebagian besar pengeluarannsebagian besar pengeluarannsebagian besar pengeluarannsebagian besar pengeluarannsebagian besar pengeluarannyyyyya untuk belanja pegaa untuk belanja pegaa untuk belanja pegaa untuk belanja pegaa untuk belanja pegawwwwwai.ai.ai.ai.ai.     Namun
pemrintah daerah ini telah berhasil mengurangi porsi belanja
pegawai dari 49% pada tahun 2003 menjadi 42% pada tahun
2007. Sementara belanja modal memperoleh porsi relatif besar
dengan kecendrungan semakin meningkat. Namun sangat
disayangkan porsi belanja pemeliharan secara riil ternyata
memperoleh bagian yang sangat kecil bahkan cenderung
berkurang dari semula 8% menjadi 1,4% saja pada tahun 2007.

Sumber : Data Base NTT PEACH, Tim Peneliti NTT PEACH (2008),
angka tahun 2007 merupakan hasil estimasi
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Sumber : Data Base NTT PEACH, Tim Peneliti NTT PEACH (2008),
angka tahun 2007 merupakan hasil estimasi

Dalam kDalam kDalam kDalam kDalam kurun wurun wurun wurun wurun waktu 2003 dan 200aktu 2003 dan 200aktu 2003 dan 200aktu 2003 dan 200aktu 2003 dan 2007 t7 t7 t7 t7 toooootal penerimaan Ktal penerimaan Ktal penerimaan Ktal penerimaan Ktal penerimaan Kab.ab.ab.ab.ab.
Sumba Timur meningkSumba Timur meningkSumba Timur meningkSumba Timur meningkSumba Timur meningkat sebesar 35%. at sebesar 35%. at sebesar 35%. at sebesar 35%. at sebesar 35%. Namun     pada tahun 2005
terjadi penurunan pada penerimaan daerah ini, sebesar
5%.Kemudian meningkat lagi pada tahun 2006 dan 2007.
Peningkatan penerimaan terutama disebabkan karena adanya
peningkatan dalam jumlah yang cukup besar dari dana
perimbangan (DAU). Selama periode tersebut struktur
penerimaan tidak mengalami perubahan, komponen dana
perimbangan tetap merupakan bagian yang dominan bahkan
terus bertambah besar (dari 91% menjadi 96%) sementara
peranan PAD justru semakin berkurang dari 5% pada tahun 2003
menjadi 4% pada tahun 2007.  Kenyataan ini sekaligus
menunjukkan ketergantungan fiskal yang terus meningkat.

PPPPPengeluaran kengeluaran kengeluaran kengeluaran kengeluaran kab. Sumba Timur selama tahun 2003-200ab. Sumba Timur selama tahun 2003-200ab. Sumba Timur selama tahun 2003-200ab. Sumba Timur selama tahun 2003-200ab. Sumba Timur selama tahun 2003-20077777
berberberberberfluktuasi mengikfluktuasi mengikfluktuasi mengikfluktuasi mengikfluktuasi mengikuti pola penerimaan seuti pola penerimaan seuti pola penerimaan seuti pola penerimaan seuti pola penerimaan setiap tahunntiap tahunntiap tahunntiap tahunntiap tahunnyyyyya.a.a.a.a.
Selama periode tersebut  terjadi penurunan pengeluaran pada
tahun 2005, sebesar 5,7%.

Sumber : Data Base NTT PEACH, Tim Peneliti NTT PEACH (2008),
angka tahun 2007 merupakan hasil estimasi

PPPPPengeluaran kengeluaran kengeluaran kengeluaran kengeluaran kab. Sumba Timur untuk bidang pendidikab. Sumba Timur untuk bidang pendidikab. Sumba Timur untuk bidang pendidikab. Sumba Timur untuk bidang pendidikab. Sumba Timur untuk bidang pendidikananananan
memmemmemmemmemperperperperperoleh poroleh poroleh poroleh poroleh porsi ysi ysi ysi ysi yang cukang cukang cukang cukang cukup besarup besarup besarup besarup besar.....     Sektor ini dan bidang
administrasi umum merupakan dua sektor yang memperoleh
alokasi belanja terbesar. Namun porsi bidang administrasi umum
cenderung berfluktuasi setiap tahunnya. Demikian pula
pengeluaran untuk sektor infrastruktur memperoleh porsi yang
cukup besar, namun cenderung berfluktuasi. Alokasi pengeluaran
untuk sektor kesehatan di kab.Sumba Timur memperoleh bagian
yang relatif kecil, namun cenderung meningkat walaupun dalam
jumlah yang relatif kecil. Pada tahun 2003 sektor kesehatan
memperoleh porsi 7% tetapi pada tahun 2007 bertambah
menjadi 9%.

Sumber : Data Base NTT PEACH, Tim Peneliti NTT PEACH (2008),
angka tahun 2007 merupakan hasil estimasi

SeperSeperSeperSeperSeperti kti kti kti kti kabupatabupatabupatabupatabupaten lainnen lainnen lainnen lainnen lainnyyyyya, Sumba Timur menghabiska, Sumba Timur menghabiska, Sumba Timur menghabiska, Sumba Timur menghabiska, Sumba Timur menghabiskananananan
sebagian besar pengeluarannsebagian besar pengeluarannsebagian besar pengeluarannsebagian besar pengeluarannsebagian besar pengeluarannyyyyya untuk belanja pegaa untuk belanja pegaa untuk belanja pegaa untuk belanja pegaa untuk belanja pegawwwwwai.ai.ai.ai.ai.     Namun
daerah ini telah berhasil mengurangi porsi belanja pegawai dari
40% pada tahun 2003 menjadi 36% pada tahun 2007.
Sementara belanja modal memperoleh porsi relatif besar dengan
kecendrungan berfluktuasi. Porsi belanja pemeliharan secara riil
ternyata memperoleh bagian yang sangat kecil tetapi terus
bertambah besar porsinya. Pada tahun 2003 alokasi untuk biaya
pemeliharaan sebesar 6% kemudian menjadi 9% pada tahun
2007.

Sumber : Data Base NTT PEACH, Tim Peneliti NTT PEACH (2008),
angka tahun 2007 merupakan hasil estimasi

GAMBAR 1GAMBAR 1GAMBAR 1GAMBAR 1GAMBAR 1.....

GAMBAR 2.GAMBAR 2.GAMBAR 2.GAMBAR 2.GAMBAR 2.

GAMBAR 3.GAMBAR 3.GAMBAR 3.GAMBAR 3.GAMBAR 3.

GAMBAR 4.GAMBAR 4.GAMBAR 4.GAMBAR 4.GAMBAR 4.
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Anggaran PAnggaran PAnggaran PAnggaran PAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)endapatan dan Belanja Daerah (APBD)endapatan dan Belanja Daerah (APBD)endapatan dan Belanja Daerah (APBD)endapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD adalah anggaran tahunan yang dialokasikan dan/atau
dibelanjakan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Anggaran tersebut terdiri dari dua kategori: rencana
(untuk disetujui oleh DPR) dan realisasi (pengeluaran yang sebenarnya atau laporan pertanggungjawaban dari
kepala daerah).

Rentang data dari tahun 2003 hingga 2006, diperoleh dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di NTT.
Data tahun 2007 dibuat berdasarkan data anggaran. Proyeksi dibuat untuk beberapa komponen pendapatan
dalam anggaran untuk NTT tahun 2008-2009. Departemen Keuangan memberikan data sebagai perbandingan
skala nasional.

AnneAnneAnneAnneAnnex 3.x 3.x 3.x 3.x 3.
Catatan Metodologi
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AnneAnneAnneAnneAnnex NTTx NTTx NTTx NTTx NTT

PPPPPenerimaan (harga kenerimaan (harga kenerimaan (harga kenerimaan (harga kenerimaan (harga konstan 2006, Rp miliar)onstan 2006, Rp miliar)onstan 2006, Rp miliar)onstan 2006, Rp miliar)onstan 2006, Rp miliar)

KABUPKABUPKABUPKABUPKABUPAAAAATEN/KTEN/KTEN/KTEN/KTEN/KOOOOOTTTTTAAAAA 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
PENERIMAAN ASLI DAERAH 193.5 233.0 188.9 239.5 227.7 - -
Pos Pajak Daerah 32.3 30.6 29.5 33.5 35.7 - -
Pos Retribusi Daerah 49.1 59.1 64.2 86.1 79.7 - -
Pos Laba Perusahaan Milik Daerah 8.3 14.8 10.1 12.2 15.6 - -
Pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 103.8 128.6 85.1 107.7 96.7 - -
DANA PERIMBANGAN 3492.9 3,527.7 3,510.6 4,805.1 4,991.5 - -
Pos Bagi Hasil Pajak 185.8 228.4 260.3 242.6 202.7 - -
Pos Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam 5.8 6.5 4.5 20.4 - - -
Pos Dana Alokasi Umum 3144.1 3,122.5 3,000.6 4,050.0 4,106.7 4,071.5 3,825.6
Pos Dana Alokasi Khusus 157.2 170.3 245.2 492.0 682.1 - -
Bagi Hasil Pajak dan Keuangan dari Provinsi 0.0 - - - - - -
Penerimaan Dana Otonomi Khusus 0.0 - - - - - -
BAGIAN LAIN-LAIN PENERIMAAN YANG SAH 203.4 208.3 205.3 110.9 218.6 - -
Penerimaan Dari Pemerintah 125.1 97.4 106.4 12.6 - - -
Penerimaan Dari Provinsi 25.5 59.7 56.3 86.8 - - -
Penerimaan Dari Kabupaten/Kota Lainnya 0.0 9.2 - 3.0 - - -
Dana Darurat 35.4 17.6 7.0 3.4 - - -
Bantuan Dana Kontingensi/Penyeimbang 0.0 - - - - - -
Dana Penyesuaian Adhoc 0.0 - - - - - -
Bantuan Dana Pilkada dari APBN 0.0 - - - - - -
Lain-Lain 0.2 16.1 8.8 5.2 - - -
TOTAL PENERIMAAN 3889.8 3,969.1 3,904.8 5,155.5 5,437.8 5,267.7 4,986.0

PRPRPRPRPROOOOOVINSIVINSIVINSIVINSIVINSI 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
PENERIMAAN ASLI DAERAH 124.0 154.2 162.0 176.0 182.4
Pos Pajak Daerah 69.0 95.7 98.5 101.6 109.5 - -
Pos Retribusi Daerah 15.2 20.8 23.0 27.1 30.8 - -
Pos Laba Perusahaan Milik Daerah 7.2 11.1 15.5 10.5 13.3 - -
Pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 32.7 26.6 25.0 36.8 28.7 - -
DANA PERIMBANGAN 409.7 416.4 403.0 528.1 541.5 - -
Pos Bagi Hasil Pajak 29.6 35.4 51.2 48.7 37.0 - -
Pos Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam 0.1 0.1 0.0 - - - -
Pos Dana Alokasi Umum 372.2 380.9 351.8 479.4 504.6 516.1 494.2
Pos Dana Alokasi Khusus 7.9 - - - - - -
Bagi Hasil Pajak dan Keuangan dari Provinsi 0.0 - - - - - -
Penerimaan Dana Otonomi Khusus 0.0 - - - - - -
BAGIAN LAIN-LAIN PENERIMAAN YANG SAH 11.6 12.5 8.8 - - - -
Penerimaan Dari Pemerintah 11.6 12.5 8.8 - - - -
Penerimaan Dari Provinsi 0.0 - - - - - -
Penerimaan Dari Kabupaten/Kota Lainnya 0.0 - - - - - -
Dana Darurat 0.0 - - - - - -
Bantuan Dana Kontingensi/Penyeimbang 0.0 - - - - - -
Dana Penyesuaian Adhoc 0.0 - - - - - -
Bantuan Dana Pilkada dari APBN 0.0 - - - - - -
Lain-Lain 0.0 - - - - - -
TOTAL PENERIMAAN 545.4 583.2 573.8 704.1 724.0 771.0 738.4

AnneAnneAnneAnneAnnex 4.x 4.x 4.x 4.x 4.
Data AnggaranData AnggaranData AnggaranData AnggaranData Anggaran P P P P Pemerintah Daerah NTTemerintah Daerah NTTemerintah Daerah NTTemerintah Daerah NTTemerintah Daerah NTT
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AnneAnneAnneAnneAnnex NTTx NTTx NTTx NTTx NTT
PPPPPengeluaran (harga kengeluaran (harga kengeluaran (harga kengeluaran (harga kengeluaran (harga konstan 2006, menurut bidang, Rp miliar)onstan 2006, menurut bidang, Rp miliar)onstan 2006, menurut bidang, Rp miliar)onstan 2006, menurut bidang, Rp miliar)onstan 2006, menurut bidang, Rp miliar)

AnneAnneAnneAnneAnnex 4.x 4.x 4.x 4.x 4.
Data AnggaranData AnggaranData AnggaranData AnggaranData Anggaran P P P P Pemerintah Daerah NTTemerintah Daerah NTTemerintah Daerah NTTemerintah Daerah NTTemerintah Daerah NTT

PRPRPRPRPROOOOOVINSIVINSIVINSIVINSIVINSI 20032003200320032003  2004 2004 2004 2004 2004  2005 2005 2005 2005 2005  2006 2006 2006 2006 2006  200 200 200 200 20077777
Bidang Administrasi Umum Pemerintahan 287.0  252.8  250.3  298.5  339.9
Bidang Pertanian 10.2  23.5  24.0  24.4  39.0
Bidang Perikanan dan Kelautan 8.6  8.5  9.1  8.8  9.5
Bidang Pertambangan dan Energi 7.8  5.7  7.3  4.5  4.8
Bidang Kehutanan dan Perkebunan 11.7  11.9  12.1  14.9  7.4
Bidang Perindustrian dan Perdagangan 7.0  6.8  5.3  6.7  7.4
Bidang Perkoperasian 3.5  3.2  4.0  4.4  4.9
Bidang Penanaman Modal 2.4  2.4  2.8  2.9  2.8
Bidang Ketenagakerjaan 8.5  7.5  7.2  7.7  11.8
Bidang Kesehatan 52.2  52.8  53.1  72.9  103.4
Bidang Pendidikan dan Kebudayaan 31.5  32.4  34.9  47.7  48.1
Bidang Sosial 11.8  10.6  14.5  14.8  14.4
Bidang Penataan Ruang 0.0  -  -  -  7.7
Bidang Permukiman 0.0  -  -  -  -
Bidang Pekerjaan Umum 58.6  51.6  71.1  107.8  238.4
Bidang Perhubungan 8.3  6.2  5.5  7.5  9.7
Bidang Lingkungan Hidup 4.0  3.3  3.6  3.8  5.0
Bidang Kependudukan 0.0  -  -  -  -
Bidang Olah Raga 2.5  2.3  2.7  4.1  5.4
Bidang Kepariwisataan 5.4  4.4  5.1  5.9  5.3
Bidang Pertanahan 0.0  -  -  -  -
Lain-Lain (Belanja Bagi Hasil & Bantuan Keuangan) 0.0  -  -  -  -
Lain-Lain (Belanja Tidak Tersangka) -  -  -  -  -
TOTOTOTOTOTTTTTALALALALAL 520.9520.9520.9520.9520.9  485.8 485.8 485.8 485.8 485.8  5 5 5 5 512.512.512.512.512.5  63 63 63 63 6377777.3.3.3.3.3  86 86 86 86 864.94.94.94.94.9

KABUPKABUPKABUPKABUPKABUPAAAAATEN/KTEN/KTEN/KTEN/KTEN/KOTOTOTOTOTAAAAA 20032003200320032003 20042004200420042004 20052005200520052005 20062006200620062006 20020020020020077777
Bidang Administrasi Umum Pemerintahan 1161.1  1,319.7  1,248.6  1,527.0  1,831.5
Bidang Pertanian 148.1  137.0  138.4  192.9  234.1
Bidang Perikanan dan Kelautan 36.0  47.7  57.6  72.4  81.3
Bidang Pertambangan dan Energi 32.3  34.9  21.0  39.1  42.7
Bidang Kehutanan dan Perkebunan 67.6  62.8  56.9  67.3  58.3
Bidang Perindustrian dan Perdagangan 32.0  29.2  25.8  30.5  38.4
Bidang Perkoperasian 28.5  24.0  20.3  23.3  24.7
Bidang Penanaman Modal 4.9  5.5  5.8  5.8  7.1
Bidang Ketenagakerjaan 22.5  23.7  24.0  33.6  42.3
Bidang Kesehatan 289.1  305.1  304.3  421.9  487.6
Bidang Pendidikan dan Kebudayaan 1236.5  1,264.5  1,239.6  1,366.6  1,545.3
Bidang Sosial 20.8  19.9  17.3  21.5  23.9
Bidang Penataan Ruang 0.0  0.4  0.1  2.1  45.2
Bidang Permukiman 10.5  112.2  71.2  96.3  52.2
Bidang Pekerjaan Umum 471.0  317.1  354.5  544.8  699.1
Bidang Perhubungan 49.8  45.6  66.4  85.4  91.1
Bidang Lingkungan Hidup 21.8  23.2  26.5  36.7  41.7
Bidang Kependudukan 33.1  43.8  47.3  56.6  71.2
Bidang Olah Raga 3.1  1.0  1.8  1.8  4.0
Bidang Kepariwisataan 24.8  24.2  25.1  26.3  29.4
Bidang Pertanahan 3.9  1.6  0.9  0.7  0.2
Lain-Lain (Belanja Bagi Hasil & Bantuan Keuangan) 68.4  14.5  29.9  -  -
Lain-Lain (Belanja Tidak Tersangka) 31.7  1.7  3.6  3.2  3.5
Total 3797.5  3,859.4  3,786.9  4,655.7  5,454.8
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AnneAnneAnneAnneAnnex NTTx NTTx NTTx NTTx NTT
PPPPPengeluaran (harga kengeluaran (harga kengeluaran (harga kengeluaran (harga kengeluaran (harga konstan 2006, menurut klasifonstan 2006, menurut klasifonstan 2006, menurut klasifonstan 2006, menurut klasifonstan 2006, menurut klasifikikikikikasi ekasi ekasi ekasi ekasi ekonomi, Rp miliar)onomi, Rp miliar)onomi, Rp miliar)onomi, Rp miliar)onomi, Rp miliar)

AnneAnneAnneAnneAnnex 4.x 4.x 4.x 4.x 4.
Data AnggaranData AnggaranData AnggaranData AnggaranData Anggaran P P P P Pemerintah Daerah NTTemerintah Daerah NTTemerintah Daerah NTTemerintah Daerah NTTemerintah Daerah NTT

PRPRPRPRPROOOOOVINSIVINSIVINSIVINSIVINSI 20032003200320032003  2004 2004 2004 2004 2004  2005 2005 2005 2005 2005  2006 2006 2006 2006 2006  200 200 200 200 20077777

Belanja Pegawai 182.2  177.8  167.6  189.1  256.6

Belanja Barang dan Jasa 86.4  81.5  101.8  121.5  164.9

Belanja Perjalanan Dinas 49.1  41.0  44.6  56.6  76.9

Belanja Pemeliharaan 12.3  11.4  11.9  15.5  21.0

Belanja Lain-Lain / Bantuan Sosial 105.3  -  -  -  -

Belanja Modal / Pembangunan 85.6  63.5  81.8  114.2  155.0

Pengeluaran Tdk Termasuk Bagian Lain* 0.1  110.6  104.7  140.4  190.6

TTTTToooootaltaltaltaltal 520.9520.9520.9520.9520.9  485.8 485.8 485.8 485.8 485.8  5 5 5 5 512.512.512.512.512.5  63 63 63 63 6377777.3.3.3.3.3  86 86 86 86 864.94.94.94.94.9

KABUPKABUPKABUPKABUPKABUPAAAAATEN/KTEN/KTEN/KTEN/KTEN/KOTOTOTOTOTAAAAA 20032003200320032003 20042004200420042004 20052005200520052005 20062006200620062006 20020020020020077777

 2003 2004 2005 2006 2007

Belanja Pegawai 1892.6  2,013.1  1,917.1  2,040.5  2,403.0

Belanja Barang dan Jasa 427.7  466.7  487.0  628.8  733.1

Belanja Perjalanan Dinas 177.9  181.2  190.3  245.7  291.0

Belanja Pemeliharaan 282.9  237.5  222.0  258.8  305.4

Belanja Lain-Lain / Bantuan Sosial 201.8  54.6  21.4  17.2  21.3

Belanja Modal / Pembangunan 780.8  686.1  666.7  1,132.7  1,317.8

Pengeluaran Tdk Termasuk Bagian Lain* 33.7  220.1  282.4  331.8  383.2

TTTTToooootaltaltaltaltal 33333797979797977777.5.5.5.5.5  3,859.4 3,859.4 3,859.4 3,859.4 3,859.4  3,786.9 3,786.9 3,786.9 3,786.9 3,786.9  4,655.7 4,655.7 4,655.7 4,655.7 4,655.7  5,454.8 5,454.8 5,454.8 5,454.8 5,454.8

PRPRPRPRPROOOOOVINSIVINSIVINSIVINSIVINSI 20032003200320032003  2004 2004 2004 2004 2004  2005 2005 2005 2005 2005  2006 2006 2006 2006 2006  200 200 200 200 20077777

Bidang Kesehatan 194.4  205.1  273.3  301.2  443.7

Bidang Pendidikan dan Kebudayaan 110.5  107.7  24.0  93.4  40.1

Bidang Lainnya 709.7  859.5  329.8  94.2  110.5

Total 1,014.7  1,172.3  627.1  488.8  594.4

Belanja dekBelanja dekBelanja dekBelanja dekBelanja dekonsentrasi (harga konsentrasi (harga konsentrasi (harga konsentrasi (harga konsentrasi (harga konstan 2006, menurut bidang, Rp miliar)onstan 2006, menurut bidang, Rp miliar)onstan 2006, menurut bidang, Rp miliar)onstan 2006, menurut bidang, Rp miliar)onstan 2006, menurut bidang, Rp miliar)
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AnneAnneAnneAnneAnnex 4.x 4.x 4.x 4.x 4.
Data AnggaranData AnggaranData AnggaranData AnggaranData Anggaran P P P P Pemerintah Daerah NTTemerintah Daerah NTTemerintah Daerah NTTemerintah Daerah NTTemerintah Daerah NTT

 Prov NTT Kota TTS TTU Flores Manggarai Sumba Sumba Alor Belu
Kupang Timur Barat Timur

Pos Dana Alokasi Umum  652,757  329,008  395,751  289,200  324,837  232,282  221,035  337,429  295,940  384,891
Pos Dana Alokasi Khusus  59,733  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

TOTAL PENERIMAAN  975,250  436,187  500,343  367,407  412,646  297,384  284,685  429,715  378,408  480,107

 Ende Kupang Ngada Sikka Lembata Rote Ndao Manggarai Nagekeo Manggarai Sumba
Barat Timur Barat Daya

Pos Dana Alokasi Umum  322,462  412,510  240,094  311,878  223,447  207,118  247,347  211,196  171,327  223,988
Pos Dana Alokasi Khusus  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

TOTAL PENERIMAAN  429,246  515,093  311,180  401,599  290,153  278,674  338,179  315,536  220,381  334,649

AnneAnneAnneAnneAnnex NTTx NTTx NTTx NTTx NTT

PPPPPenerimaan 2009 (perenerimaan 2009 (perenerimaan 2009 (perenerimaan 2009 (perenerimaan 2009 (perkiraan, harga nominal, Rp juta)kiraan, harga nominal, Rp juta)kiraan, harga nominal, Rp juta)kiraan, harga nominal, Rp juta)kiraan, harga nominal, Rp juta)

Prov NTT Kota TTS TTU Flores Manggarai Sumba Sumba Alor Belu
Kupang Timur Barat Timur

Pos Dana Alokasi Umum  616,602  313,888  389,485  285,797  290,057  382,535  82,809  324,935  284,633  379,987
Pos Dana Alokasi Khusus  42,576  38,658  60,063  56,162  62,036  65,116  55,977  58,467  58,048  57,297

TOTAL PENERIMAAN  921,233  416,141  492,420  363,083  368,464  489,749  106,655  413,803  363,949  473,990

Ende Kupang Ngada Sikka Lembata Rote Ndao Manggarai Nagekeo Sumba
Barat Barat Daya

Pos Dana Alokasi Umum  307,599  401,642  164,114  302,338  213,795  199,093  239,246  147,783  154,877
Pos Dana Alokasi Khusus  57,368  72,708  64,827  55,204  53,554  51,184  58,402  15,508  13,151

TOTAL PENERIMAAN  409,461  501,523  212,704  389,315  277,620  267,877  327,104  220,795  199,221

AnneAnneAnneAnneAnnex NTTx NTTx NTTx NTTx NTT

PPPPPenerimaan 2008 (perenerimaan 2008 (perenerimaan 2008 (perenerimaan 2008 (perenerimaan 2008 (perkiraan, harga nominal, Rp juta)kiraan, harga nominal, Rp juta)kiraan, harga nominal, Rp juta)kiraan, harga nominal, Rp juta)kiraan, harga nominal, Rp juta)


